Menimbang

BUPATI BIAK NUMFOR

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR

NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG

KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang merupakan Negara Kepulauan Berciri
Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi
ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk
ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya,
perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara
bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan
berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga
kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya
demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan
sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan

memberikan nilai tambah terhadap ruang wilayah
Kabupaten Biak Numfor, maka diperlukan rencana
detail tata ruang yang memberikan kepastian hak dan
kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat
dalam pemanfaatan ruang;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7

dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah
Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Biak Numfor tentang
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Biak
dan Sekitarnya;

Mengingat.......



Mengingat

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang

Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten- Kabupaten Otonom di Provinsi Irian
Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2907);

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6697);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daearah Kabupaten/ Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
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10. Peraturan Pemerintah.......
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusahan Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 972);

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Papua Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi
Papua Tahun 2013 Nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 11
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Biak Numfor Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2011 Nomor
4);

Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4
Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah
Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1
Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak
Numfor Tahun 2019 Nomor 1);

20.Peraturan Daerah........



20. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 Nomor
1);

21. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 1
Tahun 2023 tentang  Penjabaran  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak
Numfor Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA

RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

Daerah adalah Kabupaten Biak Numfor.

Bupati adalah Bupati Biak Numfor.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Distrik atau yang disebut dengan nama lain Kecamatan adalah wilayah
kerja kepala Distrik sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten
dalam wilayah kerja kecamatan.

Kampung atau yang disebut dengan nama lain Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan
nasional dan berada di daerah kabupaten/kota.

Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan
ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan
wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan
kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki
hubungan fungsional.

11. Pola Ruang......
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Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah
yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan
peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil
perencanaan tata ruang.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang
dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan
pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan
tertib Tata Ruang.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat
KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang
dengan RTR.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah
rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota
yang dilengkapi dengan PZ kabupaten/kota.

Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian
dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan
atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan
didalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.

Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah
bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas
beberapa Blok.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik
spesifik.

Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan
karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan
karakteristik pada Zona yang bersangkutan.

Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh
batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan,
saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau
yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan
prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber
daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa
guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya
alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area
memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara
alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan
aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan
estetika.

26. Peraturan Zonasi.......
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Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan
yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan
ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona
peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.

Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah
aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di
dalam pelaksanaan pembangunan.

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah
yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan
Penataan Ruang.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan
non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

ang lingkup Peraturan Bupati meliputi:
tujuan penataan WP;

rencana Struktur Ruang;

rencana Pola Ruang;

ketentuan Pemanfaatan Ruang;

PZ; dan

kelembagaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

Delineasi WP Kawasan Perkotaan Biak dan Sekitarnya ditetapkan
sebagai WP I berdasarkan aspek fungsional dan administrasi
dengan luas 6.006,81 (enam ribu enam koma delapan satu)
hektare.

Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sebelah utara berbatasan dengan Distrik Biak Utara dan Distrik
Samofa;

b. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Yapen;

c. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Biak Timur; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Distrik Yendidori.

Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Distrik Biak Kota meliputi:

1.seluruh Kelurahan Waupnor;

2.seluruh Kelurahan Burokup;

3.seluruh Kelurahan Fandoi;

4.seluruh Kelurahan Mandala;

5.seluruh Kelurahan Saramon;

6.seluruh Kelurahan Sorido;

7.seluruh Kelurahan Yenures;

8.seluruh Kampung Inggupi;

9. seluruh Kampung........



9. seluruh Kampung Samau;
10. seluruh Kampung Babrinbo;
11. seluruh Kampung Mnubabo;
12. seluruh Kampung Mokmer;
13. seluruh Kampung Manswam,;
14. seluruh Kampung Sanumi;
15. seluruh Kampung Karyendi;
16. seluruh Kampung Kababur;
17. sebagian Kampung Manggandisapi;
18. sebagian Kampung Insrom;
19. sebagian Kampung Inggiri;
20. sebagian Kampung Swapodibo;
21. sebagian Kampung Parai; dan
22. sebagian Kampung Anggraidi.

Distrik Samofa meliputi:

seluruh Kelurahan Samofa;
seluruh Kelurahan Brambaken;
seluruh Kelurahan Karang Mulia;
seluruh Kelurahan Yafdas;
seluruh Kelurahan Mansinyas;
seluruh Kelurahan Snerbo;
sebagian Kelurahan Anjareuw;
seluruh Kampung Mandouw;
seluruh Kampung Adainasnosen,;
10. seluruh Kampung Kamorfuar;

11. seluruh Kampung Wisata Binsari;
12. seluruh Kampung Kinmom;

13. sebagian Kampung Darmopis;

14. sebagian Kampung Sambawofuar;
15. sebagian Kampung Maryendji;

16. sebagian Kampung Anjareuw; dan
17. sebagian Kampung Sumberker.

WoNonh b=

c. Distrik Biak Timur meliputi:

1. sebagian Kampung Afefbo; dan
2. sebagian Kampung Ruar.

d. Distrik Yendidori meliputi sebagian Kampung Yendidori.

(4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3
(tiga) SWP terdiri atas:

a.

SWP [.A mencakup sebagian Kelurahan Sorido, Kampung
Maryendi, Kampung Sambawofuar, Kampung Inggiri, Kampung
Inggupi, Kampung Insrom, Kampung Babrinbo, Kampung Samau,
Kampung Yendidori, dan Kampung Darmopis terdiri atas Blok
[.A.1, Blok [.A.2, Blok I.A.3, Blok [.A.4, Blok I.A.5, Blok [.A.6, Blok
[.A.7, Blok I.A.8, dan Blok 1.A.9;

SWP I[.B mencakup sebagian Kelurahan Yafdas, Kelurahan
Brambaken, Kampung Adainasnosen, Kampung Kamorfuar,
Kampung Mandouw, Kelurahan Samofa, Kampung Kinmom,
Kelurahan Snerbo, Kelurahan Karang Mulia, Kelurahan Waupnor,
Kelurahan Burokup, Kelurahan Fandoi, Kampung Wisata Binsari,
Kelurahan Saramon, Kelurahan Mandala, Kampung Mnubabo,
dan Kelurahan Yenures terdiri atas Blok 1.B.1, Blok I.B.2, Blok
[.B.3, Blok 1.B.4, Blok I.B.5, Blok [.B.6, Blok 1.B.7, Blok I.B.8,
Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok 1.B.13, dan
Blok [.B.14; dan



c. SWP I.C mencakup sebagian Kelurahan Mansinyas, Kampung
Anjareuw, Kelurahan Anjareuw, Kampung Kababur, Kampung
Swapodibo, Kampung Sumberker, Kampung Karyendi, Kampung
Manggandisapi, Kampung Manswam, Kampung Mokmer,
Kampung Sanumi, Kampung Anggraidi, Kampung Parai,
Kampung Ruar, dan Kampung Afefbo terdiri atas Blok I.C.1, Blok
I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.

(5) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Biak dan Sekitarnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Perkotaan Biak dan
Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam
peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP Kawasan Perkotaan Biak dan Sekitarnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan Kawasan Perkotaan
Biak sebagai pusat pelayanan regional dan garda depan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang tangguh, berdaya saing, dan berkarakter, serta
terintegrasi dengan pengembangan pariwisata dan perikanan yang
berwawasan lingkungan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
meliputi:
a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
b. rencana jaringan transportasi; dan
Cc. rencana jaringan prasarana.

(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian
detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua.........



(1)

(2)

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan

b. pusat pelayanan lingkungan.

Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.B pada Blok [.B.9.

Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:

a. pusat lingkungan kecamatan; dan

b. pusat lingkungan kelurahan/desa.

Pusat lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a terdapat di:

a. SWP [.A pada Blok [.A.3; dan

b. SWP I.B pada Blok 1.B.4.

Pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b terdapat di:

a. SWP LA pada Blok [.A.7 dan Blok 1.A.8;

b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok 1.B.9; dan

c. SWPI.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.5, dan Blok I.C.7.
Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum
dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
S ayat (1) huruf b, meliputi:

a.jalan umum;

b. terminal penumpang;

c. jembatan;

d. pelabuhan penyeberangan;

e. pelabuhan pengumpul;

f. pelabuhan pengumpan;

g. terminal khusus;

h.pelabuhan perikanan; dan

i. bandar udara pengumpul.

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran
[II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 1......



10

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a
meliputi:

a. jalan kolektor primer;

b. jalan kolektor sekunder;

c. jalan lokal primer; dan

d. jalan lingkungan primer.

Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:

(2)

(3)

=orp mrmoaooe
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BIAK - JUNCTION - KOREM melintas di SWP [.A;

BIAK - ADOKI melintas di SWP L.A;

JLN. SORIDO RAYA (BIAK) melintas di SWP [.A;

JALAN YAFDAZ (BIAK) melintas di SWP [.A dan SWP 1.B;

JALAN YOS SUDARSO (BIAK) melintas di SWP 1.B;

JLN. AHMAD YANI (BIAK) melintas di SWP 1.B;

BIAK - MOKMER (JL. ARAH KE MOKMER) melintas di SWP 1.B
dan SWP 1.C;

JLN. MOH. YAMIN (BIAK) melintas di SWP L.B;

AKSES PELABUHAN BIAK (BIAK) yang dikenal dengan nama Jl.
Jend. Sudirman melintas di SWP 1.B;

JLN. SISINGAMANGARAJA (BIAK) melintas di SWP LA dan SWP
I.B;

JLN. IMAM BONJOL (BIAK) melintas di SWP [.B;

Jct. Wardo-Maryendi melintas di SWP [.A:

. J1. Korem-Sp.Adibai melintas di SWP [.B dan SWP 1.C;

Maryendi-Ambroben Sup melintas di SWP [.A dan SWP 1.C;
J1. Ambroben melintas di SWP I.B dan SWP 1.C;

J1. Jend. Sudirman melintas di SWP I.A dan SWP 1.B;

J1l. Raya Bosnik melintas di SWP I.B dan SWP I.C;

J1. Majapahit melintas di SWP [.B;

J1. Raya Pintu Angin melintas di SWP I.B dan SWP I.C;

Jl. Raya Maraw melintas di SWP 1.C;

J1l. Goa Jepang melintas di SWP I.C; dan

ruas jalan yang melintas di SWP [.B.

Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b meliputi:

a.

CEpR Mo a0

jalan Sorido-Pasar Darfuar melintas di SWP [.A;

JI. Samau melintas di SWP I.A;

J1. Angkasa melintas di SWP 1.B;

J1l. Condronegoro melintas di SWP [.A dan SWP 1.B;

J1. Dolog melintas di SWP 1.B;

Jl. Sujarwo Condronegoro melintas di SWP [.A dan SWP 1.B;
Jl. Hercules melintas di SWP [.B;

J1l. Taman Anggrek II melintas di SWP 1.C;

J1l. Sp. Bosnik Taman Anggrek melintas di SWP I.C; dan
ruas jalan yang melintas di SWP [.B dan SWP I.C.

4) J alan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
melintas di SWP [.LA, SWP I.B, dan SWP I.C.

(5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d melintas di SWP I.A, SWP [.B, dan SWP I.C.

Paragraf 2......
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Paragraf 2
Terminal Penumpang

Pasal 9

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf b berupa terminal penumpang tipe B yaitu Terminal Faidoma
Darfuar di SWP [.A pada Blok [.A.3.

Paragraf 3
Jembatan

Pasal 10

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c
terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok [.LA.7; dan

b. SWPI.C pada Blok I.C.7.

Paragraf 4
Pelabuhan Penyeberangan

Pasal 11

Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf d berupa pelabuhan penyeberangan kelas I yaitu Pelabuhan
Mokmer di SWP I.C pada Blok I.C.6.

Paragraf 5
Pelabuhan Pengumpul

Pasal 12

Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf e berupa Pelabuhan Biak di SWP [.B pada Blok [.B.9.

Paragraf 6
Pelabuhan Pengumpan

Pasal 13

Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf f berupa pelabuhan pengumpan lokal yaitu Pelabuhan Tiptop di
SWP I.B pada Blok 1.B.13.

Paragraf 7
Terminal Khusus

Pasal 14

Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g

meliputi:

a. terminal khusus untuk kegiatan kehutanan di SWP [.A pada Blok
[LA.7;

b. terminal khusus untuk kegiatan pertahanan dan keamanan di SWP
[.B pada Blok I.B.8; dan

c. terminal khusus untuk kegiatan energi di SWP I.B pada Blok 1.B.9.

Paragraf 8........
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Paragraf 8
Pelabuhan Perikanan

Pasal 15

Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf h meliputi:

a. pelabuhan perikanan nusantara yaitu Pelabuhan Perikanan
Nusantara (PPN) Fandoi di SWP I.B pada Blok I.B.9; dan
b. pangkalan pendaratan ikan yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Biak di SWP I.A pada Blok I.A.9.

Paragraf 9
Bandar Udara Pengumpul

Pasal 16

Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf i berupa bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier yaitu
Bandar Udara Frans Kaisiepo di SWP I.B pada Blok I.B.12.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf ¢ meliputi:

rencana jaringan energi;

rencana jaringan telekomunikasi;

rencana jaringan sumber daya air;

rencana jaringan air minum,;

rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan
berbahaya dan beracun (B3);

rencana jaringan persampahan;

rencana jaringan drainase; dan

rencana jaringan prasarana lainnya.

a0 op

=h

5 09

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 18

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
huruf a meliputi:
a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
c. gardu listrik.
(2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) Karang Mulia Unit 1 di
SWP I.B pada Blok 1.B.6; dan
b. pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) Karang Mulia Unit 2 di
SWP I.B pada Blok I.B.6.
(3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:

a. saluran udara......



(4)

(5)

(6)
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a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP
[.A, SWP I.B, dan SWP I.C; dan

b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP IL.A,

SWP 1.B, dan SWP I.C.
Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
berupa gardu distribusi terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok [.A.5, Blok I.A.6, dan Blok [.A.8;
b. SWP L.B pada Blok I.B.1, Blok 1.B.2, Blok 1.B.3, Blok I.B.5,

Blok I.B.6, Blok 1.B.7, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.13, dan
Blok I.B.14; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6,

dan Blok I.C.7.
Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam
Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 huruf b meliputi:

a. jaringan tetap;

b. jaringan bergerak terestrial;

c. jaringan bergerak seluler; dan

d. jaringan bergerak satelit.

Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

berupa jaringan serat optik melintas di SWP [.LA, SWP [.B, dan

SWP I.C.

Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b berupa stasiun transmisi (sistem televisi) terdapat di

SWP I.B pada Blok I.B.3.

Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ berupa menara base transceiver station (BTS) terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.3, [.A.6, Blok [.A.7, Blok I.A.8, dan Blok
[.LA.9;

b. SWP [.B pada Blok I.B.1, Blok 1.B.2, Blok 1.B.3, Blok 1.B.4,
Blok I.B.9, dan Blok 1.B.10; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6,
dan Blok I.C.7.

Jaringan bergerak satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d berupa stasiun bumi terdapat di SWP [.A pada Blok
[.LA.O.

Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum
dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4......
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Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 20

Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 huruf ¢ berupa sistem pengendalian banjir.

Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa bangunan pengendalian banjir terdapat di SWP I.C pada
Blok I.C.6.

Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum
dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 21

Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 huruf d berupa jaringan perpipaan.
Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. unit air baku berupa bangunan pengambil air baku terdapat
di SWP 1.B pada Blok I.B.7 dan SWP I.C pada Blok I.C.7.
b. unit produksi meliputi:
1. instalasi produksi terdapat di di SWP I.C pada Blok I.C.7.
2. bangunan penampung air terdapat di SWP I.C pada Blok
[.C.4 dan Blok I.C.7.
3. jaringan transmisi air minum melintas di SWP I.C.
c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas
di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri
dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam
Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan

(1)

(2)

Berbahaya dan Beracun (B3)
Pasal 22

Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan
berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 huruf e berupa sistem pengelolaan air limbah domestik
setempat yaitu sub-sistem pengolahan lumpur tinja terdapat di
SWP I.A pada Blok [.A.1.
Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan
berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri
dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam
Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7.....
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Paragraf 7
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 23

Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 huruf f meliputi:

a. tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R);

b. tempat penampungan sementara (TPS); dan

c. tempat pemrosesan akhir (TPA).

Tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:

a. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan

b. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.

Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok [.A.9; dan

b. SWP L.B pada Blok 1.B.4, Blok 1.B.9, Blok 1.B.10, Blok I.B.13,
dan Blok [.B.14.

Tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢ berupa tempat pemrosesan akhir (TPA) Aibyowki

terdapat di SWP [.A pada Blok [.A.1.

Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian

geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum

dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 24

Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 huruf g meliputi:

a. jaringan drainase primer;

b. jaringan drainase sekunder;

c. jaringan drainase tersier;

d. bangunan peresapan (kolam retensi); dan

e. bangunan tampungan (polder).

Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWPI.C.

Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ melintas di SWP [.A, SWP 1.B, dan SWP I.C.

Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d terdapat di:

a. SWP LA pada Blok I.A.3 dan Blok I[.A.4; dan

b. SWP I.B pada Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, Blok 1.B.3, Blok 1.B.4,
Blok I.B.7, Blok I.B.9, Blok I.B.10, dan Blok I.B.12.

Bangunan tampungan (polder) sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e terdapat di:

a. SWP I.B pada Blok [.B.7; dan

b. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.4.

(7) Rencana jaringan......
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Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam
Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 25

Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 huruf h meliputi:
a. jalur evakuasi bencana;
b. tempat evakuasi;
c. jalur sepeda;
d.jaringan pejalan kaki; dan
e. pengaman pantai.
Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
JLN. SORIDO RAYA (BIAK) melintas di SWP L.A;
JLN. IMAM BONJOL (BIAK) melintas di SWP 1.B;
JALAN YAFDAZ (BIAK) melintas di SWP [.A dan SWP 1.B;
JLN. SISINGAMANGARAJA (BIAK) melintas di SWP I.A dan
SWP 1.B;
JLN. AHMAD YANI (BIAK) melintas di SWP 1.B;
JALAN YOS SUDARSO (BIAK) melintas di SWP 1.B;
BIAK - MOKMER (JL. ARAH KE MOKMER) melintas di SWP [.B
dan SWP I.C;
BIAK - JUNCTION - KOREM melintas di SWP [.A;
BIAK - ADOKI melintas di SWP [.A;
Maryendi-Ambroben Sup melintas di SWP [.A;
J1. Raya Bosnik melintas di SWP [.B dan SWP I.C;
J1. Majapahit melintas di SWP 1.B;
. J1. Sriwijaya melintas di SWP 1.B;
J1. Diponegoro melintas di SWP 1.B;
J1l. Sam Ratulangi melintas di SWP [.B;
J1. Condronegoro melintas di SWP [.A dan SWP 1.B;
J1. Raya Maraw melintas di SWP I1.C;
J1. Goa Jepang melintas di SWP [.B dan SWP 1.C;
jalan Sorido-Pasar Darfuar melintas di SWP [.A;
J1. Dolog melintas di SWP 1.B;
J1. Tj. Kirana melintas di SWP [.B;
J1. Sujarwo Condronegoro melintas di SWP [.A dan SWP 1.B;
. J1. Samau melintas di SWP [.A; dan
. jalan lokal primer melintas di SWP [.A dan SWP I.B.
T empat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. titik kumpul,;
b. tempat evakuasi sementara; dan
c. tempat evakuasi akhir.
Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
meliputi:

Qo oTp
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SMP Satu Atap Negeri 7 Maryendi di SWP I.A pada Blok [.A.2;
terminal Faidoma Darfuar di SWP [.A pada Blok [.A.3;

gereja GKI Eirene Yendidori di SWP I.A pada Blok [.A.7;

gereja GKI Rindu Sion Mnubepyom di SWP [.A pada Blok
I.LA.9;

Hadi Supermarket di SWP I.B pada Blok [.B.9;

kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak di SWP I.C pada Blok
I.C.1;

kantor Pemerintahan Kampung Sanumi di SWP I.C pada Blok
I.C.5;

kantor Pemerintahan Kampung Paray di SWP I.C pada Blok
[.C.6; dan

titik kumpul di SWP [.A pada Blok [.A.1.

Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b meliputi:

a.
b.
C.

d.
e.
f.

g.
h.

terminal Faidoma Darfuar di SWP 1.A pada Blok [.A.3;
lapangan sepakbola Sorido di SWP [.A pada Blok I.A.8;
lapangan olah raga Cenderawasih di SWP [.B pada Blok
[.B.10;

taman Segitiga Anjareuw di SWP 1.C pada Blok I.C.1;

taman Manswam Sumberker di SWP I.C pada Blok I.C.3;
kantor pencarian dan pertolongan Biak (Basarnas) di SWP I.C
pada Blok I.C.4;

SMP Negeri 4 Biak di SWP I.C pada Blok I.C.5; dan

tempat evakuasi sementara di SWP [.A pada Blok [.A.1.

Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf ¢ meliputi:

a.
b.

RSUD Biak di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
lapangan Kosekhanudnas IV Biak di SWP I.B pada Blok [.B.5.

Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
terdapat di:

poop
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J1. Majapahit melintas di SWP 1.B;

Jl. Sriwijaya melintas di SWP 1.B;

JLN. IMAM BONJOL (BIAK) melintas di SWP 1.B;

JLN. SISINGAMANGARAJA (BIAK) melintas di SWP [LA dan
SWP L.B;

JLN. AHMAD YANI (BIAK) melintas di SWP 1.B;

JLN. MOH. YAMIN (BIAK) melintas di SWP [.B;

JALAN YOS SUDARSO (BIAK) melintas di SWP 1.B;

BIAK - MOKMER (JL. ARAH KE MOKMER) melintas di SWP
I.B dan SWP I.C;

JLN. SORIDO RAYA (BIAK) melintas di SWP [.A;

AKSES PELABUHAN BIAK (BIAK) (Dikenal dengan nama Jl.
Jend. Sudirman) melintas di SWP 1.B;

J1. Samau melintas di SWP L.A;

Jl. Sujarwo Condronegoro melintas di SWP [.A dan SWP L.B;

. J1. Ambroben melintas di SWP I.B dan SWP 1.C;

J1l. Condronegoro melintas di SWP [.A dan SWP 1.B;
J1. Dolog melintas di SWP [.B;

Jl. Jend. Sudirman melintas di SWP [.A dan SWP 1.B;
J1. Diponegoro melintas di SWP [.B; dan

jalan lokal primer melintas di SWP [.LA dan SWP I.B.

(8) Jaringan pejalan.......
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Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d terdapat di:

J1l. Majapahit melintas di SWP [.B;

Jl. Sriwijaya melintas di SWP 1.B;

JLN. IMAM BONJOL (BIAK) melintas di SWP 1.B;

JLN. SISINGAMANGARAJA (BIAK) melintas di SWP [.A dan

SWP 1.B;

JLN. AHMAD YANTI (BIAK) melintas di SWP 1.B;

JLN. MOH. YAMIN (BIAK) melintas di SWP 1.B;

JALAN YOS SUDARSO (BIAK) melintas di SWP 1.B;

AKSES PELABUHAN BIAK (BIAK) (Dikenal dengan nama JI.

Jend. Sudirman) melintas di SWP [.B;

J1l. Condronegoro melintas di SWP 1.B;

Jl. Sujarwo Condronegoro melintas di SWP [.A dan SWP L.B;

Jl. Dolog melintas di SWP 1.B;

JI. Jend. Sudirman melintas di SWP [.A dan SWP 1.B;
. Jl. Teuku Umar melintas di SWP 1.B;

J1. Pramuka melintas di SWP 1.B;

J1. Jakarta melintas di SWP 1.B;

Jl. Erlangga melintas di SWP [.B; dan

Jl. Diponegoro melintas di SWP [.B.
Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
melintas di SWP 1.C.
Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

paoop
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BABV
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf ¢ meliputi:

a. Zona Lindung; dan

b. Zona Budi Daya.

Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 27

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a
terdiri atas:

aoop

Zona badan air dengan kode BA.
Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH; dan
Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.
Paragraf 1.......
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Paragraf 1
Zona Badan Air

Pasal 28

Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 huruf a dengan luas 1,15 (satu koma satu lima) hektare
berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.

Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan luas 1,15 (satu koma satu lima) hektare terdapat di
SWP I.C pada Blok I.C.7.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 29

Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dengan luas 27,27 (dua puluh
tujuh koma dua tujuh) hektare berupa Sub-Zona perlindungan
setempat dengan kode PS.

Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 27,27 (dua puluh tujuh koma
dua tujuh) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok [.A.7; dan

b. SWP I.C pada Blok I.C.6 dan Blok I.C.7.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 30

Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 huruf c dengan luas 618,48 (enam ratus delapan

belas koma empat delapan) hektare meliputi:

a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;

b. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;

c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;

d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan

e. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.

Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dengan luas 588,60 (lima ratus delapan puluh

delapan koma enam) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok [.A.5 dan Blok [.A.6; dan

b. SWPI.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.

Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 4,20 (empat koma dua)

hektare terdapat di SWP 1.B pada Blok [.B.3 dan Blok [.B.4.

Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 2,98 (dua koma

sembilan delapan) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok 1.A.8, dan
Blok 1.A.9;

b. SWP I.B pada Blok 1.B.3, Blok 1.B.4, Blok 1.B.6, Blok 1.B.9, dan
Blok I.B.10; dan

c. SWPI.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.

(5) Sub-Zona........
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Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d dengan luas 21,92 (dua puluh satu koma

sembilan dua) hektare terdapat di:

a. SWP LA pada Blok I.A.2, Blok I.A.7, Blok I1.A.8, dan Blok I.A.9;

b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.13; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan
Blok I.C.7.

Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e dengan luas 0,78 (nol koma tujuh delapan)

hektare terdapat di:

a. SWP LA pada Blok I.A.3; dan

b. SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4.

Paragraf 4
Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 31

Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 huruf d dengan luas 43,19 (empat puluh tiga koma
satu sembilan) hektare berupa Sub-Zona ekosistem mangrove
dengan kode EM.

Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 43,19 (empat puluh tiga koma
satu sembilan) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.7.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 32

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b
meliputi:

BETAT RSO A0 O

(1)

Zona badan jalan dengan kode BJ;
Zona pertanian dengan kode P;
Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
Zona pariwisata dengan kode W;
Zona perumahan dengan kode R;
Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
Zona campuran dengan kode C;
Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
Zona perkantoran dengan kode KT;
Zona peruntukan lainnya dengan kode PL;
Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
. Zona transportasi dengan kode TR; dan
Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1
Zona Badan Jalan
Pasal 33

Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 huruf a dengan luas 109,72 (seratus sembilan koma tujuh
dua) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.

(2) Sub-Zona.......
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Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan luas 109,72 (seratus sembilan koma tujuh dua)
hektare terdapat di:

a. SWP [.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok 1.A.3, Blok [.A.4, Blok
I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;

b. SWP I.B pada Blok 1[.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok 1.B.4, Blok
[.B.5, Blok 1.B.6, Blok 1.B.7, Blok 1.B.8, Blok 1.B.9, Blok 1.B.10,
Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok
I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 34

Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 huruf b dengan luas 973,28 (sembilan ratus tujuh puluh tiga
koma dua delapan) hektare meliputi:

a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan

b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.

Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dengan luas 45,62 (empat puluh lima koma
enam dua) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dengan luas 927,66 (sembilan ratus dua puluh
tujuh koma enam enam) hektare terdapat di:

a. SWP LA pada Blok I.A.1 dan Blok 1.A.2;

b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan

c. SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 3
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 35

Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dengan luas 2,86 (dua koma
delapan enam) hektare berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga
listrik dengan kode PTL.

Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,86 (dua koma
delapan enam) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.6.

Paragraf 4
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 36

Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dengan luas 70,06 (tujuh puluh
koma nol enam) hektare berupa Sub-Zona kawasan peruntukan
industri dengan kode KPI.

Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 70,06 (tujuh
puluh koma nol enam) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok [.A.7
dan Blok I.A.9.

Paragraf 5........
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Paragraf 5
Zona Pariwisata

Pasal 37

Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 huruf e dengan luas 13,80 (tiga belas koma delapan)
hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.

Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan luas 13,80 (tiga belas koma delapan) hektare
terdapat di:

a. SWP I.B pada Blok I.B.10 dan Blok I.B.13; dan

b. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.

Paragraf 6
Zona Perumahan

Pasal 38

Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 huruf f dengan luas 3.096,28 (tiga ribu sembilan puluh
enam koma dua delapan) hektare meliputi:

a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;

b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan

c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.

Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 648,67

(enam ratus empat puluh delapan koma enam tujuh) hektare

terdapat di:

a. SWP LA pada Blok I.A.7, Blok [.A.8, dan Blok I.A.9;

b. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok 1.B.4, Blok 1.B.5, Blok 1.B.6, Blok
[.B.8, Blok 1.B.9, Blok 1.B.10, Blok [.B.12, Blok 1.B.13, dan Blok
[.B.14; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok
[.C.5, dan Blok I.C.6.

Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 716,44

(tujuh ratus enam belas koma empat empat) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok [.A.2, Blok I.A.7, Blok [.A.8, dan Blok I.A.9;

b. SWP I.B pada Blok 1[.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok
[.B.9, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan

c. SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.7.

Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1.731,16

(seribu tujuh ratus tiga puluh satu koma satu enam) hektare

terdapat di:

a. SWP LA pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok 1.A.3, Blok I.A.4, Blok
[.LA.5, dan Blok I.A.6;

b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.12; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan
Blok I.C.7.

Paragraf 7.......
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Paragraf 7
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 39

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 huruf g dengan luas 71,32 (tujuh puluh
satu koma tiga dua) hektare meliputi:

a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;

b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan

c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.

Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 18,40 (delapan belas

koma empat) hektare terdapat di:

a. SWP [.A pada Blok [.A.4 dan Blok [.A.7; dan

b. SWP [.B pada Blok 1.B.1, Blok [.B.2, Blok [.B.4, Blok I.B.10, dan
Blok I.B.13.

Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 33,35 (tiga puluh tiga

koma tiga lima) hektare terdapat di:

a. SWP I[.A pada Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9;

b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok 1I.B.2, Blok 1.B.4, Blok I.B.6, Blok
[.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.

Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan luas 19,57 (sembilan belas

koma lima tujuh) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I[.A.3, Blok 1.A.7, Blok I.A.8, dan
Blok I.A.9;

b. SWP 1I.B pada Blok I.B.1, Blok 1[.B.2, Blok I.B.3, Blok 1[.B.4, Blok
[.B.5, Blok I.B.6, Blok 1.B.8, Blok I.B.9, Blok 1.B.10, Blok [.B.12,
dan Blok I.B.13; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan
Blok I.C.7.

Paragraf 8
Zona Campuran

Pasal 40

Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 huruf h dengan luas 11,14 (sebelas koma satu empat) hektare
berupa Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan
kode C-2.

Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 11,14 (sebelas
koma satu empat) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.9.

Paragraf 9
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 41

Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 huruf i dengan luas 34,35 (tiga puluh empat koma
tiga lima) hektare meliputi:

a. Sub-Zona.......
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a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;

b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan

c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 13,81

(tiga belas koma delapan satu) hektare terdapat di:

a. SWP LA pada Blok I.A.9; dan

b. SWP [.B pada Blok I.B.6, Blok 1.B.9, Blok 1.B.13, dan Blok
[.B.14.

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 14,45

(empat belas koma empat lima) hektare terdapat di:

a. SWP LA pada Blok I.A.3; dan

b. SWP I.B pada Blok 1.B.9, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13.

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan luas 6,09

(enam koma nol sembilan) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok [.A.9;

b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok 1.B.4, Blok 1.B.9, Blok
[.B.10, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan

c. SWPI.C pada Blok I.C.5.

Paragraf 10
Zona Perkantoran

Pasal 42

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 huruf j dengan luas 40,82 (empat puluh koma delapan

dua) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.

Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dengan luas 40,82 (empat puluh koma delapan dua)

hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9;

b. SWP I.B pada Blok [.B.1, Blok 1.B.2, Blok 1.B.4, Blok I[.B.6, Blok
[.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan
Blok I.C.7.

Paragraf 11
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 43

Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 huruf k dengan luas 13,92 (tiga belas koma

sembilan dua) hektare meliputi:

a. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode
PL-3;

b. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode
PL-4; dan

c. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.

(2) Sub-Zona.......
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Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,98 (nol
koma sembilan delapan) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok
I.C.7.

Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2,50 (dua
koma lima) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok [.A.1.

Sub-Zona pergudangan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c dengan luas 10,44 (sepuluh koma empat empat) hektare
terdapat di SWP [.B pada Blok [.B.2, Blok 1.B.9, Blok 1[.B.10, dan
Blok I.B.12.

Paragraf 12
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 44

Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 huruf 1 dengan luas 2,00 (dua) hektare
berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP.
Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,00 (dua) hektare terdapat di
SWP I.A pada Blok [.A.1.

Paragraf 13
Zona Transportasi

Pasal 45

Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 huruf m dengan luas 212,96 (dua ratus dua belas koma

sembilan enam) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode

TR.

Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dengan luas 212,96 (dua ratus dua belas koma sembilan

enam) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok [.A.3 dan Blok [.A.9;

b. SWP 1.B pada Blok 1.B.9, Blok 1[.B.12, Blok 1.B.13, dan Blok
[.B.14; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.5 dan Blok I.C.6.

Paragraf 14
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 46

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 huruf n dengan luas 664,24 (enam ratus

enam puluh empat koma dua empat) hektare berupa Sub-Zona

pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan luas 664,24 (enam ratus enam

puluh empat koma dua empat) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok [.A.9;

b. SWP I.B pada Blok 1.B.3, Blok 1.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok
[.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, dan Blok I.B.11; dan

c. SWPI.C pada Blok I.C.2.
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BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur
Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan
Perkotaan Biak dan Sekitarnya.

(2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 48

(1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di WP Kawasan Perkotaan Biak dan
Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Penilaian pelaksanaan Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 49

(1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ayat (2) huruf b meliputi:
a. program perwujudan,;
b. lokasi;
c. sumber pendanaan;
d. instansi pelaksana; dan
e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

(2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
b. program perwujudan rencana Pola Ruang.

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP
dan/atau Blok.

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
terdiri atas:

. anggaran pendapatan dan belanja negara;

. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;

. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
terdiri dari:
a. kementerian/lembaga;

0o o

b. perangkat......
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b. perangkat daerah (PD);

C. swasta;

d. Masyarakat; dan/atau

e. pemangku kepentingan lainnya.

Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e meliputi:

a. tahap I pada periode tahun 2023-2024;

b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;

c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;

d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan

e. tahap V pada periode tahun 2040-2042.

Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:

a.
b.

aturan dasar; dan
TPZ.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Pasal 51

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:

oo T

(1)

(2)

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
ketentuan tata bangunan;

ketentuan prasarana dan sarana minimal;
ketentuan khusus; dan

ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 1
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 52

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 huruf a terdiri atas:

a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/ diizinkan;

b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;

c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang
diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan
lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana
peruntukan ruang.

(3) Ketentuan........
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Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara

terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang

dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. klasifikasi  kegiatan T1 dengan  ketentuan  pembatasan
pengoperasian kegiatan, yaitu pembatasan waktu beroperasinya
suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka
waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;

b. klasifikasi kegiatan T2 dengan ketentuan pembatasan luas
maksimum 15% (lima belas persen) kegiatan di dalam Sub-Zona
maupun didalam persil/kavling pada setiap blok, bertujuan untuk
tidak mengurangi dominansi Pemanfaatan Ruang di sekitarnya; dan

c. klasifikasi kegiatan T3 dengan ketentuan pembatasan jumlah
pemanfaatan kegiatan sejenis, jika pemanfaatan kegiatan yang
diusulkan telah ada dan mampu melayani kebutuhan, serta belum
memerlukan tambahan maka pemanfaatan tersebut tidak boleh
diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-
pertimbangan khusus.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat tertentu

dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan

persyaratan-persyaratan tertentu dengan ketentuan penyediaan

Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) sesuai dengan kebutuhan lokasi

(tempat parkir, menambah luas taman/RTH, memperlebar pedestrian,

dan lain-lain).

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan

dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak

sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat
menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan
sekitarnya.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. Zona Lindung; dan

b. Zona Budi Daya.

Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:

a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona

perlindungan setempat dengan kode PS;

b. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH meliputi:

1. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;

2. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
3. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
4. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan

5. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.

c. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM berupa Sub-Zona

ekosistem mangrove dengan kode EM; dan

d. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air

dengan kode BA.
Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.

b. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-
Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;

c. Zona kawasan......
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c. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-
Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;

d. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata
dengan kode W;

e. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.

f.  Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.

g. Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona campuran
intensitas menengah/sedang dengan kode C-2;

h. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.

i. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran
dengan kode KT;

j- Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP berupa Sub-Zona
pengelolaan persampahan dengan kode PP;

k. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi
dengan kode TR; dan

l. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona
pertahanan dan keamanan dengan kode HK;

m. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi:

1. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode
PL-3;
2. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-
4; dan
3. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
n. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan
dengan kode BJ.
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 53

Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 huruf b meliputi:

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;

. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;

koefisien dasar hijau (KDH) minimal;

. luas kavling minimum;

koefisien tapak basement (KTB) maksimum; dan

koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum.

Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

mO Q0 TP

Paragraf 3.......
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Paragraf 3
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 54

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51

huruf ¢ meliputi:

a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;

b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;

c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan

d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB)
minimum.

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 55

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana
pendukung minimal yang harus ada pada setiap zona peruntukan.
Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan
dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui
penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi
secara optimal.

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus

Pasal 56
Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e
meliputi:
a. kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
b. kawasan rawan bencana;
c. tempat evakuasi bencana;
d. kawasan sempadan; dan
e. kawasan pertahanan dan keamanan.

(1)

Pasal 57

Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi:
a. Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.7; dan
2. SWP I.C pada Blok I.C.6 dan Blok I.C.7.
b. Sub-Zona rimba kota terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.5 dan Blok [.A.6; dan
2. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.

c. Sub-Zona........
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Sub-Zona taman kecamatan terdapat di SWP I.B pada Blok 1.B.3

dan Blok 1.B.4.

Sub-Zona taman kelurahan terdapat di:

1. SWP LA pada Blok 1.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan
Blok 1.A.9;

2. SWP I.B pada Blok 1.B.3, Blok 1.B.4, Blok I.B.6, Blok [.B.9, dan
Blok I.B.10; dan

3. SWPI.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.

Sub-Zona pemakaman terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.2, Blok I.A.7, Blok [.A.8, dan Blok 1.A.9;

2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok [.B.13; dan

3. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan
Blok I.C.7.

Sub-Zona jalur hijau terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan

2. SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4.

Sub-Zona ekosistem mangrove terdapat di SWP I[.C pada Blok

I.C.7.

Sub-Zona tanaman pangan terdapat di SWP I.A pada Blok I[.A.1.

Sub-Zona perkebunan terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;

2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok [.B.2; dan

3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik terdapat di SWP [.B pada

Blok 1.B.6.

Sub-Zona kawasan peruntukan industri terdapat di SWP [.A pada

Blok I.A.7 dan Blok I.A.9.

Sub-Zona pariwisata terdapat di:

1. SWP I.B pada Blok I.B.10 dan Blok I.B.13; dan

2. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.

Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.7, Blok I1.A.8, dan Blok I.A.9;

2. SWP I.B pada Blok 1.B.3, Blok I.B.4, Blok 1.B.5, Blok I.B.6, Blok
[.B.8, Blok I.B.9, Blok 1.B.10, Blok I.B.12, Blok 1.B.13, dan Blok
[.B.14; dan

3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok
I.C.5, dan Blok I.C.6.

Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.2, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok 1.A.9;

2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok [.B.4, Blok
[.B.9, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan

3. SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.7.

Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:

SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok [.A.2, Blok 1.A.3, Blok 1.A.4, Blok

[.A.5, dan Blok I.A.6;

SWP 1.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.12; dan

SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan

Blok I.C.7.

Sub-Zona SPU skala kota terdapat di:

1. SWP IL.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.7; dan

2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok 1.B.4, Blok 1.B.10,

dan Blok [.B.13.

gq. Sub-Zona........
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Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:
1. SWP IL.A pada Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok 1.A.9;
2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok [.B.4, Blok I.B.6, Blok
[.B.9, Blok 1.B.10, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan
3. SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok [.A.2, Blok [.A.3, Blok [.A.7, Blok I.A.8, dan
Blok 1.A.9;
2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok [.B.3, Blok I.B.4, Blok
[.LB.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok 1.B.9, Blok [.B.10, Blok
[.B.12, dan Blok I.B.13; dan
3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan
Blok I.C.7.
Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang terdapat di SWP
[.B pada Blok I.B.9.
Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
2. SWP L.B pada Blok 1.B.6, Blok [.B.9, Blok 1[.B.13, dan Blok
[.B.14.
Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok [.A.3; dan
2. SWP I.B pada Blok I.B.9, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13.
Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok [.A.9;
2. SWP L.B pada Blok 1.B.2, Blok 1.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.9, Blok
[.B.10, Blok I1.B.12, dan Blok I.B.13; dan
3. SWPI.C pada Blok I.C.5.
Sub-Zona perkantoran terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok [.A.9;
2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok 1.B.4, Blok I.B.6,
Blok I.B.9, Blok 1.B.10, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan
3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan
Blok I.C.7.
Sub-Zona pengelolaan persampahan terdapat di SWP I.A pada
Blok I.A.1.
Sub-Zona transportasi terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok [.A.3 dan Blok I.A.9;
2. SWP L.B pada Blok 1.B.9, Blok I.B.12, Blok I[.B.13, dan Blok
[.B.14; dan
3. SWPI.C pada Blok I.C.5 dan Blok I.C.6.
Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di:
1. SWP L.A pada Blok [.A.9;
2. SWP I.B pada Blok [.B.3, Blok 1.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok
[.B.7, Blok I.B.8, Blok 1.B.9, Blok I.B.10, dan Blok [.B.11; dan
3. SWP I.C pada Blok I.C.2.
aa. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) terdapat
di SWP I.C pada Blok I.C.7.

bb. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terdapat
di SWP I.A pada Blok I.A.1.

cc. Sub-Zona pergudangan terdapat di SWP I.B pada Blok
[.B.2, Blok I.B.9, Blok I.B.10, dan Blok I.B.12.

(2) Ketentuan......
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(2) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta
menanam atau memelihara benda tumbuh harus memenuhi
batas-batas ketinggian di dalam Kawasan Keselamatan Operasi

Penerbangan yang terdiri atas:

a.

1.

kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada landas

pacu 29 batas-batas ketinggian ditentukan dengan kemiringan

dan jarak melalui perpanjangan sumbu landas pacu sebagai
berikut:

a) Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua
persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung
Permukaan Utama pada ketinggian ambang Landas Pacu
29 sampai jarak mendatar 2.250 m pada ketinggian +45 m
di atas ambang Landas Pacu 29;

b) Bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai
jarak mendatar tambahan 1.750 m pada ketinggian +45 m
di atas ambang Landas Pacu 29;

c) Bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) arah ke
atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 1.166,66
m pada ketinggian +103,33 m di atas ambang Landas Pacu
29;

d) Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2%
(dua persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak
mendatar tambahan 2.333,33 m pada ketinggian + 150 m
diatas ambang Landas Pacu 29, pada bagian tepi dengan
kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak
mendatar tambahan 433,33 m kemiringan kedua 2,5% (dua
setengah persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.000 m
serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak
mendatar tambahan 900 m pada ketinggian +150 m di atas
ambang Landas Pacu 29; dan

e) Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai
jarak mendatar tambahan 7. 500 m pada ketinggian + 150
m di atas ambang Landas Pacu 29.

. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada landas

pacu 11 batas-batas ketinggian ditentukan dengan kemiringan

dan jarak melalui perpanjangan sumbu landas pacu sebagai

berikut:

a) Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua
persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung
Permukaan Utama pada ketinggian ambang Landas Pacu
11 sampai jarak mendatar 2.215,1 m pada ketinggian +45
m di atas ambang Landas Pacu 29;

b) Bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai
jarak mendatar tambahan 1.784,9 m pada ketinggian +45
m di atas ambang Landas Pacu 29;

c) Bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) sampai
jarak mendatar tambahan 1.189,93 m pada ketinggian
+104,5 m di atas ambang Landas Pacu 29;

d) Bagian keempat.......
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d) Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan
2% (dua persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak
mendatar tambahan 2.275, 17 m pada ketinggian + 150 m
diatas ambang Landas Pacu 29, pada bagian tepi dengan
kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak
mendatar tambahan 437,99 m pada ketinggian +126,4 m
di atas ambang Landas Pacu 29, kemiringan kedua 2,5%
(dua setengah persen) sampai jarak mendatar tambahan
944, 16 m pada ketinggian + 150 m di atas ambang Landas
Pacu 29 serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai
jarak mendatar tambahan 893,02 m pada ketinggian + 150
m di atas ambang Landas Pacu 29; dan

e) Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen)
sampai jarak mendatar tambahan 7.534,9 m pada
ketinggian +150 m di atas ambang Landas Pacu 29.

3. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, batas-batas
ketinggian ditentukan oleh kemiringan 2% (dua persen) arah
ke atas dan keluar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada
ketinggian masing-masing ambang Landas Pacu sampai
dengan ketinggian +45 m di atas ambang Landas Pacu 29
sepanjang jarak mendatar 3.000 m melalui perpanjangan
sumbu Landas Pacu.

4. kawasan di bawah permukaan transisi, batas-batas ketinggian
ditentukan oleh kemiringan 14,3% (empat belas koma tiga
persen) arah ke atas dan keluar, di mulai dari sisi panjang
dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama
serta permukaan ancangan pendaratan dan lepas landas
menerus sampai memotong permukaan horizontal-dalam pada
ketinggian +45 m di atas ketinggian ambang batas landas
pacu 29.

5. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, batas-batas
ketinggian ditentukan +45 m di atas ketinggian ambang
landas pacu 29.

6. kawasan di bawah permukaan kerucut, batas-batas
ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5% (lima persen) arah
ke atas dan keluar dimulai dari tepi luar kawasan di bawah
permukaan horizontal-dalam pada ketinggian +45 m sampai
memotong permukaan horizontal-luar pada ketinggian + 145
m di atas ketinggian ambang landas pacu 29.

7. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, batas-batas
ketinggian ditentukan + 150 m di atas ketinggian ambang
landas pacu 29.

b. pada kawasan kemungkinan bahaya  kecelakaan  tidak
diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah
tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain
bangunan SPBU, Pabrik atau Gudang Kimia Berbahaya, SUTT
dan/atau SUTET.

c. dalam pelaksanaan pembangunan diberikan rekomendasi dari
instansi yang berwenang mengacu pada ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku.

Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan

tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000

tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 58......
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Pasal 58

(1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 huruf b meliputi:

a.
b.

kawasan rawan bencana tsunami tingkat sedang; dan
kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat sedang.

(2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat sedang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a.

Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di:

1.SWP LA pada Blok [.A.7; dan

2.SWP I.C pada Blok I.C.6 dan Blok I.C.7.

Sub-Zona taman kelurahan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.9.
Sub-Zona pemakaman terdapat di:

1. SWP I.B pada Blok 1.B.13; dan

2. SWP I.C pada Blok I.C.5 dan Blok I.C.6.

Sub-Zona ekosistem mangrove terdapat di SWP I.C pada Blok
I.C.7.

Sub-Zona kawasan peruntukan industri terdapat di SWP 1.A pada
Blok I.A.7 dan Blok I.A.9.

Sub-Zona pariwisata terdapat di:

1. SWP I.B pada Blok [.B.13; dan

2. SWPI.C pada Blok I.C.6 dan Blok I.C.7.

Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.7 dan Blok 1.A.9;

2. SWP I.B pada Blok [.B.9, Blok [.B.12, Blok 1.B.13, dan Blok

[.B.14; dan

3. SWP I.C pada Blok I.C.5 dan Blok I.C.6.

Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.7 dan Blok I.A.9;

2. SWP I.B pada Blok I.B.9, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan

3. SWPI.C pada Blok I.C.7.

Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP I.C pada
Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.

Sub-Zona SPU skala kota terdapat di:

1. SWP LA pada Blok I.A.7; dan

2. SWP I.B pada Blok I.B.13.

Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.9;

2. SWP I.B pada Blok [.B.9, Blok I.B.12, dan Blok [.B.13; dan

3. SWPI.C pada Blok I.C.7.

Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:

1. SWP L.B pada Blok I.B.12 dan Blok 1.B.13; dan

2. SWPI.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.

Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang terdapat di SWP
[.B pada Blok I.B.9.

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
2. SWP I.B pada Blok I.B.13 dan Blok [.B.14.
Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP I.B pada
Blok I.B.9 dan Blok I.B.13.
Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di SWP I.B
pada Blok 1.B.9 dan Blok I.B.13.
Sub-Zona perkantoran terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.9; dan

2. SWP I.B pada Blok 1.B.9, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13.

r. Sub-Zona......
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Sub-Zona transportasi terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.9;

2. SWP 1.B pada Blok [.B.9, Blok [.B.12, Blok [.B.13, dan Blok
[.B.14; dan

3. SWP I.C pada Blok I.C.5 dan Blok I.C.6.

Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan

2. SWP I.B pada Blok 1.B.8 dan Blok I.B.9.

Sub-Zona pergudangan terdapat di SWP [.B pada Blok [.B.9.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat
sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

b.

k.

L.

Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di SWP [.C pada Blok
[.C.6 dan Blok I.C.7.

Sub-Zona rimba kota terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.6; dan

2. SWPI.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
Sub-Zona ekosistem mangrove terdapat di SWP I.C pada Blok
[.C.7.

Sub-Zona tanaman pangan terdapat di SWP [.A pada Blok [.A.1.
Sub-Zona perkebunan terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok [.A.2;

2. SWPI.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan

3. SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Sub-Zona pariwisata terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.7.
Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:

1. SWP LA pada Blok I.A.1, Blok [.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
2. SWPI.B pada Blok I.B.1; dan

3. SWPI.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di SWP [.C pada Blok
I.C.6.

Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5.
Sub-Zona pengelolaan persampahan terdapat di SWP I.A pada
Blok I.A.1.

Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) terdapat di SWP
[.C pada Blok I.C.7.

Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terdapat di SWP
[.A pada Blok [.A.1.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat sedang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai
berikut:

a.

b.

lebar RTH sempadan pantai minimal 100 m dari batas air pasang
tertinggi ke arah darat;
luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% -
100%;
bangunan di atas elevasi genangan tsunami dengan tiang atau
panggung yang diperkuat yang mengacu kepada peraturan
perundang-undangan;
bangunan baru yang didesain untuk dapat berfungsi sebagai
ruang evakuasi vertikal harus memiliki struktur yang mampu
menahan gaya tsunami dan goncangan gempa,;
membangun hutan, parit, lereng dan berm yang didesain secara
khusus dapat memperlambat dan menahan debris akibat
gelombang;

f. bangunan.......
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bangunan bertingkat menyediakan jalur dan ruang evakuasi

vertikal;

tanaman yang hidup di wilayah pesisir antara lain seperti

mangrove, cemara laut, ketapang, waru laut, dan butun;

vegetasi diutamakan vegetasi setempat yang sudah teruji

ketahanan dan kesesuaiannya tehadap kondisi pantai;

perizinan bangunan melalui rekomendasi teknik dari tenaga ahli

yang berpengalaman dalam bidang teknik pantai dan struktur;

jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:

1. sarana dan prasarana vital seperti Rumah Sakit, Kantor
Pemerintahan, Kantor Polisi, instalasi listrik/gas; dan

2. fasilitas berbahaya yang memuat bahan beracun keras dan
kronik (menahun), bahan peledak atau kimiawi yang mudah
terbakar.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat
sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan
sebagai berikut:

a.
b.

C.

diprioritaskan untuk kawasan dengan fungsi lindung;

tidak layak dikembangkan untuk kegiatan hunian/permukiman,

pertambangan, industri, peternakan, dan perikanan;

kawasan budidaya diizinkan secara terbatas dan bersyarat, antara

lain:

1. kegiatan pariwisata terbatas dengan syarat: rekayasa teknis,
jenis wisata alam dan wisata air, jenis usaha wisata pondokan,
pendaki gunung, dan camping ground.

2. kegiatan hutan kota dan hutan produksi dengan syarat:
rekayasa teknis, pemilihan vegetasi dan untuk jenis kegiatan
penelitian.

3. kegiatan pertanian dan perkebunan dengan syarat: rekayasa
teknis, pemilihan jenis vegetasi dan teknik pengelolaan.

untuk kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan,
dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap;
rekayasa teknis untuk kegiatan pariwisata, hutan kota, hutan
produksi, perkebunan dan pertanian;
penerapan sistem drainase lereng;
pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi daerah resapan
dan kelestarian lingkungan untuk kegiatan hutan kota;
pemilihan jenis vegetasi seperti karet dan kayu jati atau tanaman
keras untuk kegiatan perkebunan;
pemilihan jenis vegetasi untuk kegiatan pertanian; dan
persyaratan perizinan dilengkapi antara lain: dokumen AMDAL,
laporan hasil penyelidikan geologi teknik/analisa kestabilan
lereng/daya dukung lereng, rencana penguatan lereng, rencana
terasering, sistem drainase lereng, rencana reklamasi lereng,
rencana penanggulangan tanah longsor, dan rencana jalan yang
mengikuti kontur.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 59.......
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Pasal 59

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 huruf ¢ meliputi:

a.

b.

tempat evakuasi sementara; dan
tempat evakuasi akhir.

Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:

a.

b.

=0

g.

h.

Sub-Zona taman kelurahan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di SWP I.C pada
Blok I.C.3.

Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP [.A pada
Blok I.A.8.

Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP [.A pada
Blok I.A.1.

. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di SWP I.B pada Blok [.B.10.

Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di SWP I.C pada Blok
I.C.5.

Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP I.C pada Blok 1.C.4.
Sub-Zona transportasi terdapat di SWP I.A pada Blok [.A.3.

Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.
b.

Sub-Zona SPU skala kota terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP I.B pada
Blok I.B.5.

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a.

b.

Tempat Evakuasi Sementara (TES) merupakan ruang penyelamatan
diri (escape building) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul
(assembly point) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke
Tempat Evakuasi Akhir (TEA), meliputi:

1. waktu tempuh lokasi TES maksimal 10 (sepuluh) menit, untuk
bencana tanah longsor dan tsunami perlu memperhitungkan
beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tempuh;

2. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400 — 600 m (empat ratus
hingga enam ratus meter) dari pusat permukiman atau
aktivitas masyarakat;

3. kecepatan masyarakat menuju tempat evakuasi sangat
ditentukan oleh letak atau lokasi evakuasi, jalur yang dilalui,
serta kepadatan jalur tersebut. Dengan asumsi kecepatan (V)
orang dalam berlari pada kondisi ketika terjadi bencana
diperkirakan paling cepat 2,5 km/jam — 3,6 km/jam (dua koma
lima kilometer per jam sampai dengan tiga koma enam
kilometer per jam);

4. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala
arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);

5. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap; dan

6. TES dapat berupa bangunan vertikal sebagai tempat evakuasi
vertikal (TEV) pada kawasan rawan bencana tsunami.

Tempat Evakuasi Akhir (TEA) merupakan tempat penampungan

penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati

untuk jangka waktu tertentu, meliputi:

1. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana;

2. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat
penampungan untuk memudahkan evakuasi (escape road);

3. memiliki.......
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3. memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi
dengan standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan
adalah 3 mZ2/orang (tiga meter persegi per orang);

4. ketersediaan sarana air bersih, MCK, penerangan/listrik, dll
yang mencukupi;

5. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan
pengungsi; dan

6. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih
lengkap (radio komunikasi, telepon, satelit).

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum

dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 60

Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 huruf d berupa sempadan pantai.

Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:

a. Sub-Zona pemakaman terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5.

b.

C.
d.

Sub-Zona kawasan peruntukan industri terdapat di SWP [.A pada
Blok I.A.7.

Sub-Zona pariwisata terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.6.

Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:

1. SWP LA pada Blok I.A.7 dan Blok I.A.9;

2. SWP I.B pada Blok 1.B.9, Blok I.B.13, dan Blok [.B.14; dan

3. SWP I.C pada Blok I.C.5 dan Blok I.C.6.

Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:

1. SWP I.B pada Blok I.B.13; dan

2. SWPI.C pada Blok I.C.7.

Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP I.C pada
Blok I.C.5 dan Blok I.C.6.

Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di SWP [.C pada Blok
I.C.7.

Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:

1. SWP I.B pada Blok [.B.13; dan

2. SWP I.C pada Blok I.C.7.

Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang terdapat di SWP
[.B pada Blok 1.B.9.

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di:

1. SWP LA pada Blok [.A.9; dan

2. SWP I.B pada Blok I.B.13 dan Blok I.B.14.

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP I.B pada
Blok I.B.9 dan Blok I.B.13.

Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP I.B pada Blok 1.B.9 dan
Blok I.B.13.

Sub-Zona transportasi terdapat di:

1. SWP I.B pada Blok [.B.9, Blok [.B.13, dan Blok [.B.14; dan

2. SWPI.C pada Blok I.C.6.

Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan

2. SWP I.B pada Blok I.B.9.

(3) Ketentuan.......
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Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. penyediaan jalur evakuasi bencana, penyediaan ruang terbuka
hijau publik, penyediaan akses jalan ke area pantai, dan
pengaturan terkait tinggi pagar pada sempadan pantai dan
sempadan sungai akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan
Bupati;

b. pembatasan zona dan kegiatan diatur dalam intensitas
Pemanfaatan Ruang berupa pembatasan Koefisien Dasar Bangunan
(KDB) dalam area sempadan pantai yaitu 0,5 (nol koma lima) dikali
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam aturan dasar setiap zona
yang masuk dalam kawasan sempadan;

c. bangunan permanen yang diperbolehkan hanya untuk kepentingan
publik seperti untuk kepentingan pertahanan dan keamanan,
pelabuhan/dermaga, tempat tinggal masyarakat hukum adat yang
sudah turun temurun, pos penjaga keselamatan pantai, bangunan
prasarana sumber daya air, dan bangunan ketenagalistrikan;

d. bangunan bukan permanen yang diperbolehkan hanya untuk
kegiatan rekreasi seperti RTH, pengembangan struktur alami untuk
pengamanan pantai dan sungai, pendidikan/penelitian,
kepentingan adat serta kearifan lokal, dan wisata bahari/ekowisata;

e. ketentuan teknis untuk bangunan bukan permanen sebagaimana
dimaksud pada huruf d dengan ketentuan sebagai berikut:

1. bangunan dari material lokal seperti bambu, kayu, dan
sejenisnya;

2. bangunan tidak berpondasi beton kecuali bangunan pengaman
pantai atau tanggul sungai;

3. bangunan Dbersifat knockdown dan setiap saat dapat
dibongkar/dipasang;

4. bangunan bersifat terbuka, dan tidak menghalangi visual; dan

5. fasilitas penunjang umum seperti toilet, WC umum, tempat
ibadah, terbuat dari bahan kayu dan bersifat mobile.

f. pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada
kawasan sempadan.

Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri

dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam

Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 61

Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 huruf e meliputi:

a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di SWP [.A pada
Blok I.A.9.

b. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di SWP [.A pada Blok [.A.9.

c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di SWP LA
pada Blok [.A.9.

d. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9.

e. Sub-Zona transportasi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9.

Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan kemanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Pemanfaatan......
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a. Pemanfaatan wilayah yang bertampalan dengan zona pertahanan
dan keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi pertahanan
dan keamanan;

b. Dalam hal pemanfaatan wilayah yang bertampalan dengan zona
pertahanan dan keamanan berpotensi tidak mendukung fungsi
pertahanan dan keamanan, pemanfaatannya harus memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. Dalam hal terdapat kondisi darurat militer yang ditetapkan oleh
Presiden, maka zona dan sub-zona yang ditetapkan dengan
ketentuan khusus pertahanan dan keamanan dapat digunakan
untuk kepentingan pertahanan dan keamanan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 62

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f

merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan

Peraturan Bupati yang terdiri atas:

a. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang;

b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan

c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak
sesuai dengan Peraturan Zonasi; dan

d. aturan peralihan.

Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran

untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti

ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi.

Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan insentif

bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dan

memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan

disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan

RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung

lingkungan.

Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai

dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

untuk Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan

RDTR/peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut

diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.

Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi

ruang zona peruntukannya.

Bagian Ketiga
Teknik Pengaturan Zonasi
Pasal 63

TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b berupa TPZ bonus
zoning dengan kode b meliputi:
a. Sub-Zona.......
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a. Sub-Zona pariwisata terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok [.B.10 dan Blok [.B.13; dan
2. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
b. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.7; dan
2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok 1.B.4, Blok [.B.10, dan
Blok 1.B.13.

c. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang terdapat di SWP
[.B pada Blok I.B.9;

d. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di SWP I.B
pada Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14.

e. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.9;

2. SWP 1.B pada Blok 1.B.2, Blok 1.B.3, Blok I.B.4, Blok [.B.9, Blok
[.B.10, Blok I1.B.12, dan Blok I.B.13; dan

3. SWP I.C pada Blok I.C.5.

f. Sub-Zona perkantoran terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.8;

2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok 1.B.2, Blok 1.B.4, Blok I.B.6, Blok
[.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan

3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok 1.C.4, Blok I.C.5, dan
Blok I.C.7.

g. Sub-Zona transportasi terdapat di SWP [.B pada Blok 1.B.13 dan
Blok 1.B.14.

TPZ bonus zoning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar

Bangunan (KDB) dengan kompensasi berupa:

a. penambahan pajak bumi dan bangunan dengan perhitungan
berdasarkan luas lantai yang dibangun dikali dengan harga tanah
dan bangunan; dan

b. apabila bangunan eksisting dapat menyediakan dan/atau
mempertahankan KDH sebesar 10% (sepuluh persen) maka pemilik
lahan dan bangunan mendapat kompensasi dari Pemerintah berupa
keringanan Pajak Bumi Bangunan.

TPZ bonus zoning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai

kompensasi dari kontribusi menyediakan fasilitas publik antara lain:

a. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik.

b. menyediakan infrastruktur.

c. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas pejalan kaki yang
terintegrasi dengan angkutan umum.

d. menyediakan sebagian lahan pribadi/privat untuk menambah lebar
jalur jalan pejalan kaki publik dengan persyaratan teknis:

terintegrasi dengan jalur pejalan kaki yang ada;

menarik untuk pejalan kaki dan mudah diakses;

terbuka untuk umum; dan

sebagai bagian dari penataan dan pengembangan jalur pejalan

kaki yang mendukung sistem pergerakan orang menuju

dan/atau dari sarana sistem angkutan umum massal.

e. menyediakan ruang untuk sektor informal pada lokasi yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah.

TPZ bonus zoning dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PO

BAP VIII.......
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BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 64

Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di
daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.

Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam
pelaksanaan Penataan Ruang.

Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
di daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang
pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh
masyarakat.

Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja
Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan
ruang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Biak dan Sekitarnya adalah

20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan

dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode S (lima)

tahunan.

Dalam hal peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Biak dan

Sekitarnya terjadi perubahan lingkungan strategis dapat dilakukan

lebih dari 1 (satu) kali dalam periode S (lima) tahunan.

Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-
undang;

c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-
undang; dan

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan

Kembali Peraturan Bupati Biak Numfor tentang RDTR Kawasan

Perkotaan Biak dan Sekitarnya dapat direkomendasikan oleh Forum

Penataan Ruang.

Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:

a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam
peraturan perundang-undangan;

b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional;
dan/atau

c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

Penilaian perwujudan RTR dilakukan terhadap RDTR dalam rangka

pengendalian Pemanfaatan Ruang.

(7) Penilaian........
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(7) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dilaksanakan terhadap perwujudan rencana Struktur Ruang dan
perwujudan rencana Pola Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(8) Peraturan Bupati Biak Numfor tentang RDTR Kawasan Perkotaan
Biak dan Sekitarnya dilengkapi dengan rencana dan album peta yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan

Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap
berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Biak dan Sekitarnya
yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR
dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan
ditertibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; dan

c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan
akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme
penerbitan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
Pada tanggal 20 Juli 2023

BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Diundangkan di Biak
Pada tanggal 20 Juli 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
ZACHARIAS L. MAILOA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2023 NOMOR 39
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INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Sumber K/L yang Perangkat Perangkat Daerah | Pemangku TP-1 TP-II
. Menyelenggara Daerah Kabupaten/ Kota | Kepenti ngan 1 2 1 2 3 4 5 TP-III | TP-IV TP-V
No Program Utama Lokssl Per::lana kan Urusan Provinsi yang | yang membidangi Lainnya (2030- | (2035- | (2040-
Pemerinta han | membidangi 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2034) | 2039) 2042)
di Bidang
PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG
I PERWUJUDAN RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN
LI Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
e Perencanaan
o APBN Pembangunan
Pembangunan Kawasan e APBD Pekerjaan Daergh
e Pekerjaan
i Pusat Pelayanan Prov Umum dan B Umum dan ~
Kota/Kawasan e APBD Perumahan o a
Penataan Ruang
Perkotaan Kab Rakyat
e Perumahan dan
* Swasta Kawasan
Permukiman
e Perencanaan
. Pembangunan
Pemr_lgkatan o ¢ APBN Daerah
Kualitas/Revitalisasi e APBD e Pekeri
.. |Kawasan Pusat SWP I.B pada Blok cxerjaan
ii Prov - - Umum dan -
Pelayanan LB.9 e APBD Penataan Ruang
Kota/Kawasan Kab P han d
Perkotaan a e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
e Perencanaan
Pembangunan
Pemantapan Fungsi Daerah
Kawasan Pusat e APBN e Pekerjaan
iii Pelayanan e APBD - - Umum dan -
Kota/Kawasan Prov Penataan Ruang
Perkotaan e Perumahan dan

Kawasan
Permukiman




Perencanaan

Pembangunan
Daerah
Pemeliharaan Kawasan APBN e Pekerjaan
iv Pusat Pelayanan APBD ~ Umum dan
Kota/Kawasan Pr Penataan Ruang
Perkotaan ov e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
1.2 | Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Lingkungan
A Pusat Lingkungan Kecamatan
e Perencanaan
APBN Pembangunan
. Daerah
APBD Pekerjaan X
Pembangunan Kawasan Pr U d e Pekerjaan
i Pusat Lingkungan ov mum can Umum dan
Kecamatan APBD Perumahan Penataan Ruan,
Kab Rakyat g
e Perumahan dan
Swasta Kawasan
Permukiman
e Perencanaan
Pembangunan
Peningkatan APBD . PD:;;?'Zan
i Kualitas/Revitalisasi Prov ~ Umu 1’-1’1 dan
Kawasan Pusat APBD Penataan Ruan
Lingkungan Kecamatan Kab e Perumahan darig
e SWP LA pada Blok Kawasan
1.A.3; dan Permukiman
e SWP L.B pada Blok e Perencanaan
LB.4. Pembangunan
Daerah
Pemantapan Fungsi ?,EED e Pekerjaan
iii Kawasan Pusat APBD - Umum dan
Lingkungan Kecamatan Kab Penataan Ruang
e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
e Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Pemeliharaan Kawasan ‘gﬁiD e Pekerjaan
iv Pusat Lingkungan APBD - Umum dan
Kecamatan Kab Penataan Ruang

e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman




B Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Pembangunan Kawasan
Pusat Lingkungan
Kelurahan/Desa

i

Peningkatan
Kualitas/Revitalisasi
Kawasan Pusat
Lingkungan
Kelurahan/Desa

iii

Pemantapan Fungsi
Kawasan Pusat
Lingkungan
Kelurahan/Desa

iv

1.1

Pemeliharaan Kawasan
Pusat Lingkungan
Kelurahan/Desa

Penyelenggaraan Jaringan Jalan Umum

SWP LA pada Blok
1.A.7 dan Blok 1.A.8;
SWP I.B pada Blok
1.B.1 dan Blok 1.B.9;
dan

SWP I.C pada Blok
1.C.1, Blok I.C.3,
Blok I.C.5, dan Blok
1.C.7.

e APBN
e APBD
Kab
e Swasta

Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Rakyat

e Perencanaan
Pembangunan
Daerah

e Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

APBD Kab

e Perencanaan
Pembangunan
Daerah

e Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

APBD Kab

e Perencanaan
Pembangunan
Daerah

e Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

APBD Kab

e Perencanaan
Pembangunan
Daerah

e Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

e Perumahan dan

Kawasan

Permukiman

| A [Jalan Kolektor Primer




Pembebasan
Lahan/Tanah untuk
Penyelenggaraan Jalan
pada Jalan Kolektor
Primer Satu (JKP-1)

i

Pelebaran Jalan Menuju
Standar pada Jalan
Kolektor Primer Satu
(JKP-1)

iii

Pemeliharaan rutin dan
berkala pada Jalan
Kolektor Primer Satu
(JKP-1)

BIAK - JUNCTION -
KOREM melintas di
SWP LA;

BIAK - ADOKI
melintas di SWP L.A;
JLN. SORIDO RAYA
(BIAK) melintas di
SWP LA;

JALAN YAFDAZ
(BIAK) melintas di
SWP I.A dan SWP
1.B;

JALAN YOS
SUDARSO (BIAK)
melintas di SWP 1.B;
JLN. AHMAD YANI
(BIAK) melintas di
SWP 1.B;

BIAK - MOKMER
(JL. ARAH KE
MOKMER) melintas
di SWP I.B dan SWP
1.C;

JLN. MOH. YAMIN
(BIAK) melintas di
SWP L.B;

AKSES PELABUHAN
BIAK (BIAK) yang
dikenal dengan
nama JI. Jend.
Sudirman melintas
di SWP L.B;

JLN.
SISINGAMANGARAJ
A (BIAK) melintas di
SWP I.A dan SWP
1.B;

JLN. IMAM BONJOL
(BIAK) melintas di
SWP L.B;

Sﬁiﬁ‘iﬁn Perencanaan
APBN Pembangunan
Perumahan Daerah
Rakyat
521{31333211 Perencanaan
APBN Pembangunan
Perumahan Daerah
Rakyat
e APBN Peker_]az(ain Perencanaan
e APBD Umum dan Pembangunan
Kab Perumahan Daerah
Rakyat




Standar

SWP 1.B;
J1. Sujarwo
Condronegoro

Jct. Wardo- Pekerjaan Perencanaan
Maryendi melintas Umum, Pembangunan
Pembebasan di SWP LA; o Penataan Daera_h
Lahan/Tanah untuk JL Korem—Sp.Ad1ba1 e APBD Ruang, e Pekerjaan
iv Penyelenggaraan Jalan melintas di SWP I.B Prov Perumahan Umum dan
dan SWP I.C; e APBD dan Penataan Ruang
pada Jalan Kolektor .
Primer Maryendi-Ambroben Kab Kawasal} e Perhubungan
Sup melintas di Permukiman
SWP LA dan SWP Perhubunga
1.C; n
J1. Ambroben Pekerjaan e Perencanaan
melintas di SWP I.B Umum, Pembangunan
dan SWP I.C; Penataan Daerah
. Jl. Jend. Sudirman |e APBD Ruang, e Pekerjaan
Pelebaran Jalan Menuju melintas di SWP LA Prov Perumahan Umulgn dan
v Standar pada Jalan
Kolektor Primer dan SWP LB; ¢ APBD dan Penataan Ruang
J1. Raya Bosnik Kab Kawasan e Perhubungan
melintas di SWP I.B Permukiman
dan SWP I1.C; Perhubunga
J1. Majapahit n
melintas di SWP L.B; Pekerjaan e Perencanaan
J1. Raya Pintu Angin Umum, Pembangunan
melintas di SWP I.B Penataan Daerah
dan SWP I.C; APBD Ruang, e Pekerjaan
Pemeliharaan Rutin dan J1. Raya Maraw ¢ Pro Perumahan Umum dan
vi Berkala pada Jalan melintas di SWP I1.C; AP];ID dan Penataan Ruang
Kolektor Primer J1. Goa Jepang * Kab Kawasan e Perhubungan
melintas di SWP 1.C; a Permukiman
dan Perhubunga
ruas jalan yang n
melintas di SWP I.B.
B Jalan Kolektor Sekunder
jalan Sorido-Pasar e Perencanaan
Darfuar melintas di Pembangunan
Pembebasan SWP LA; Daerah
i Lahan/Tanah untuk Jl. Samau melintas |APBD Kab - e Pekerjaan
Penyelenggaraan Jalan di SWP LA; Umum dan
J1. Angkasa Penataan Ruang
melintas di SWP 1.B; e Perhubungan
J1. Condronegoro e Perencanaan
melintas di SWP LA Pembangunan
. dan SWP L.B; Daerah
jj |PelebaranJalan Menuju | 5 ‘bojog melintas di | APBD Kab - o Pekerjaan

Umum dan
Penataan Ruang
Perhubungan




Pemeliharaan Rutin dan

melintas di SWP I.A

dan SWP 1.B;

e Jl. Hercules
melintas di SWP 1.B;

e Jl. Taman Anggrek

II melintas di SWP

1.C;

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

e Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

e Perhubungan

u Berkala e Jl. Sp. Bosnik APBD Kab B
Taman Anggrek
melintas di SWP I.C;
dan
e ruas jalan yang
melintas di SWP I.B
dan SWPI.C.
C Jalan Lokal Primer
Pembebasan Pekerjaan Umum
i Lahan/Tanah untuk APBD Kab - dan Penataan
Penyelenggaraan Jalan Ruang
. |jalan lokal primer Pekerjaan Umum
ii g:;?;;fn Jalan Menuju melintas di SWP LA, APBD Kab - dan Penataan
SWP I.B, dan SWP I.C Ruang
. . Pekerjaan Umum
iii Pemeliharaan Rutin dan APBD Kab - dan Penataan
Berkala
Ruang
D Jalan Lingkungan Primer
Pembebasan Pekerjaan Umum
i Lahan/Tanah untuk APBD Kab - dan Penataan
Penyelenggaraan Jalan jalan lingkungan Ruang
. N - Pekerjaan Umum
i Pelebaran Jalan Menuju |primer melintas SWP APBD Kab B dan Penataan
Standar LA, SWP L.B, dan SWP R
uang
Lc Pekerjaan Umum
ii Pemeliharaan Rutin dan APBD Kab - dan Penataan
Berkala
Ruang
1.2 | Penyelenggaraan Terminal Penumpang
A Terminal Penumpang Tipe B
Pembangunan/
i Pengembangan Terminal APBD Prov Perhubungan -
Tipe B . .
- p terminal Faidoma
Peningkatan Kualitas .
ii Pelayanan Terminal Tipe Darfuar di SWPI.A APBD Prov Perhubungan -
B pada Blok I.LA.3
iii Pfemehharaan Terminal APBD Prov Perhubungan -
Tipe B
1.3 | Penyelenggaraan Jembatan
A Jembatan




Pembangunan/
Pengembangan
Jembatan

Peningkatan Kualitas

e SWP LA pada Blok
1.A.7; dan

APBD Kab

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

Pekerjaan Umum

n Pelayanan Jembatan e SWPI.C pada Blok APBD Kab B B dRir;rl:;nataan B
LC.7 Pekerjaan Umum
iii Pemeliharaan Jembatan APBD Kab - - dan Penataan -
Ruang
1.4 | Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan
A |Pelabuhan Penyeberangan Kelas I
Pembangunan/ e APBN
Pengembangan e APBD
i Pelabuhan Prov ﬁgél(l)l;]))ungan Perhubungan |Perhubungan . Pelindo IV
Penyeberangan Kelas I e APBD
Kab
Peningkatan Kualitas e APBN
Pelayanan Pelabuhan pelabuhan Mokmer di | ¢ APBD Perhubungan
i Penyeberangan Kelas I | SWP I.C pada Blok Prov (KSOP) g Perhubungan |Perhubungan . Pelindo IV
I.C.6 ¢ APBD
Kab
¢ APBN
Pemeliharaan e APBD Perhubungan
iii Pelabuhan Prov (KSOP) Perhubungan |Perhubungan . Pelindo IV
Penyeberangan Kelas I e APBD
Kab
II.5 [Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpul
A Pelabuhan Pengumpul
Pembangunan
i Pengemg.:ngan/ APBN f}gé}cl)llljl))ungan - - . Pelindo IV
Pelabuhan Pengumpul
Peningkatan Kualitas pelabuhan Biak di SWP Perhubungan
i Pelayanan Pelabuhan I.B pada Blok I.B.9 APBN (KSOP) - - . Pelindo IV
Pengumpul
Pemeliharaan Perhubungan .
| pelabuhan Pengumpul APBN (KSOP) i } B - Pelindo IV
1.6 |Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan
A Pelabuhan Pengumpan Lokal
Peningkatan Status
i F‘ungspnal Pelabuhan APBD Kab - - Perhubungan -
menjadi Pelabuhan . .
Pengumpan Lokal pelabuhan Tiptop di
SWP I.B pada Blok
Pembangunan/ LB.13
ii Pengembangan APBD Kab - - Perhubungan -

Pelabuhan Pengumpan
Lokal




Peningkatan kualitas
pelayanan Pelabuhan

APBD Kab

Perhubungan

Pengumpan Lokal
Pemeliharaan
iv Pelabuhan Pengumpan APBD Kab - - Perhubungan -
Lokal
1.7 | Penyelenggaraan Terminal Khusus
A Terminal Khusus
i e Kehutanan
Pembangunan/ e terminal k!'lusus dan
i Pengembangan Terminal | Untuk kegiatan APBN Lingkungan - - PT. Pertamina
Khusus kehutanan di SWP Hidup
1.A pada Blok I.A.7; e Pertahanan
e terminal khusus
ntuk kegiatan e Kehutanan
Peningkatan Kualitas u rtuh g ada dan
i Pelayanan Terminal pertahanan dan APBN Lingkungan - — PT. Pertamina
Khusus keamanan di SWP Hidup
1.B pada Blok 1.B.8;
dan Pertahanan
e terminal khusus g:rl'iutanan
i i tuk kegiat: ‘ i
iii Eir;l:llilslaraan Terminal lelrrlle?gi df %H\;ISIII.B APBN Lingkungan - - PT. Pertamina
Hidup
da Blok I.B.9.
pada B0 Pertahanan
1.8 |[Penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan
A Pelabuhan Perikanan Nusantara
Pembangunan/ : :ggg
i Pengembangan Pr Kelautan dan Kelautan dan Perikanan B
Pelabuhan Perikanan AF?];ID Perikanan Perikanan
Nusantara *
Kab
. . Pelabuhan Perikanan * APBN
Peningkatan Kualitas N PPN e APBD Kel d Kel d
i Pelayanan Pelabuhan usan‘t ara ( ) Prov ° al,}tan an < al.ltan an Perikanan -
Perik N tar Fandoi di SWP I.B pada APBD Perikanan Perikanan
erikanan Nusantara Blok 1.B.9 .
Kab
e APBN
Pemeliharaan e APBD
ii Pelabuhan Perikanan Prov Kelal'ltan dan Kelal.ltan dan Perikanan -
Perikanan Perikanan
Nusantara e APBD
Kab
B Pangkalan Pendaratan Ikan
Pembangunan/ * APBN
Pangkalan Pendaratan | ¢ APBD
i |Pengembangan Ikan (PP]) Biak di SWP |  Prov Kelautan dan | Kelautan dan Perikanan -
Pangkalan Pendaratan LA pada Blok I.A.9. e APBD Perikanan Perikanan

Tkan

Kab




Peningkatan Kualitas

e APBD

i Pelayanan Pangkalan Prov Kep}::_'lﬂt{?:l::n Ke;:rlillt{znn :ﬁn Perikanan -

Pendaratan Ikan e APBD
Kab
¢ APBN

Pemeliharaan Pangkalan * APBD Kelautan dan Kelautan dan .

iii Prov . X Perikanan -
Pendaratan Ikan Perikanan Perikanan

e APBD
Kab
1.9 |Penyelenggaraan Bandar Udara Pengumpul
A Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier

Pengembangan/Pemban

i gunan Bandar Udara APBN Perhubungan - - -
Pengumpul Skala
Pelayanan Tersier
Peningkatan Kualitas

i E::;frrnggfi g?{ala APBN Perhubungan - - -
Pelayanan Tersier Bandar Udara Frans
Pemantapan Fungsi dan |Kaisiepo di SWP 1.B

Pelayanan Bandar ada Blok I.B.12

iii U dai’a Pengumpul Skala p APBN Perhubungan - - -
Pelayanan Tersier
Pemeliharaan Fungsi
dan Kualitas Pelayanan

iv Bandar Udara APBN Perhubungan - - -

Pengumpul Skala

Pelayanan Tersier

III

PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PRASARANA

1.1.1

Penyelenggaraan Infrastruktur Pembangkitan Listrik dan Sarana Pendukung

A Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
Peningkatan Pelayanan
i |estraktar . | * PLTD Karang Mulia |BUMN - - - oo PLNUPS
Listeit PLTD g Unit 1 di SWP LB
Pemeliharaan Fungsi R gi’cll‘aD ]51’{12;21;]2 .I\?Iulia
_ |danKualitas Pelayanan | = 15005 i swp 1.B PT. PLN UP3
i Infrastruktur BUMN - - - .
: pada Blok I.B.6 Biak
Pembangkitan Tenaga
Listrik PLTD
III.1.2 | Penyelenggaraan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
A Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)




Pengembangan dan
Pembangunan
Infrastruktur
Penyaluran Tenaga
Listrik SUTM

i

Peningkatan Kualitas
Infrastruktur
Penyaluran Tenaga
Listrik SUTM

melintas di:
e SWPILA

iii

Pemantapan Fungsi dan
Pelayanan Infrastruktur
Penyaluran Tenaga
Listrik SUTM

e SWPILB
e SWPIC

iv

Pemeliharaan Fungsi
dan Kualitas Pelayanan
Infrastruktur
Penyaluran Tenaga
Listrik SUTM

BUMN
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PT. PLN UP3
Biak

BUMN

PT. PLN UP3
Biak

BUMN

PT. PLN UP3
Biak

BUMN

PT. PLN UP3
Biak

Saluran

Udara Tegangan Rendah

SUTR)

Pengembangan dan
Pembangunan
Infrastruktur
Penyaluran Tenaga
Listrik SUTR

i

Peningkatan Kualitas
Infrastruktur
Penyaluran Tenaga
Listrik SUTR

melintas di:
e SWPLA

iii

Pemantapan Fungsi dan
Pelayanan Infrastruktur
Penyaluran Tenaga
Listrik SUTR

e SWPILB
e SWPIC

iv

Pemeliharaan Fungsi
dan Kualitas Pelayanan
Infrastruktur
Penyaluran Tenaga
Listrik SUTR

BUMN

PT. PLN UP3
Biak

BUMN

PT. PLN UP3
Biak

BUMN

PT. PLN UP3
Biak

BUMN

PT. PLN UP3
Biak

Gardu Listrik

—

Gardu Distribusi

Pengembangan dan
Pembangunan
Infrastruktur
Penyaluran Tenaga
Listrik Gardu Distribusi

e SWP LA pada Blok
LA.5, Blok I.A.6,
dan Blok 1.A.8;

e SWP I.B pada Blok

Peningkatan Kualitas
Infrastruktur
Penyaluran Tenaga

Listrik Gardu Distribusi

1.B.1, Blok I.B.2,
Blok 1.B.3, Blok
1.B.5, Blok 1.B.6,
Blok 1.B.7, Blok

BUMN

PT. PLN UP3
Biak

BUMN

PT. PLN UP3
Biak




Pemantapan Fungsi dan

1.B.9, Blok I.B.10,
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i Pelayanan Infrastruktur Blok 1.B.13, dan BUMN ) . PT. PLN UP3
Penyaluran Tenaga Blok I.B.14; dan Biak
Listrik Gardu Distribusi | ¢ SWP I.C pada Blok
Pemeliharaan Fungsi }3? 13 g 15(':105k 13? ~1‘:,
dan Kualitas Pelayanan ok 1.C.5, Blo
iv  |Infrastruktur v I.C.6, dan Blok BUMN - - PT. PLN UP3
Penyaluran Tenaga LC.7. Biak
Listrik Gardu Distribusi
A Penyelenggaraan Jaringan Tetap
1 Jaringan Serat Optik
e PT. Telkom
Peningkatan Kualitas melslr‘;';la)sl C}; ° Penyedla
i dan Pemeliharaan ° . Swasta _ _ jasa )
Jaringan Serat Optik * SWPLB tele%(omum
e SWPIC kasi
lainnya
B |Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Terestrial
1 Stasiun Transmisi (Sistem Televisi
Peningkatan Kualitas
. dan Pemeliharaan SWP I.B pada Blok Komunikasi dan
! Stasiun Transmisi LB.3 APBD Kab B Informatika B
(Sistem Televisi)
C _|Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler
1 Menara Base Transceiver Station
e SWP LA pada Blok
1.A.3, Blok I.A.6,
Blok I.A.7, Blok
1.A.8, dan Blok
1.A.9;
e SWP L.B pada Blok e PT. Telkom
Peningkatan Kualitas 1.B.1, Blok I.B.2, « APBD e Penyedia
i dan Pemeliharaan Blok 1.B.3, Blok Kab ~ Komunikasi dan jasa
Menara Base 1.B.4, Blok I.B.9, Informatika telekomuni
Transceiver Station (BTS) dan Blok I.B.10; * Swasta kasi
dan lainnya
e SWPI.C pada Blok
1.C.1, Blok I.C .4,
Blok 1.C.5, Blok
1.C.6, dan Blok
1.C.7.
D | Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Satelit
1 Stasiun Bumi
Peningkatan Kualitas Riset dan
i dan Pemeliharaan ISXIS L.A pada Blok APBN Inovasi Nasional - -

Stasiun Bumi




Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Banjir
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Bangunan Pengendalian Banjir

Peningkatan Kualitas/
Pengembangan
Bangunan Pengendalian
Banjir

i

Pemeliharaan Bangunan
Pengendalian Banjir

SWP I.C pada Blok
1.C.6

Penyelenggaraan Jaringan Perpipaan

APBD Pekerjaan
Umum dan

Kab

s " Penataan

wasta Ruang

APBD Pekerjaan
Umum dan

Kab

Swasta Penataan
Ruan

A Unit Air Baku
1 Bangunan Pengambil Air Baku
PDAM
Pembangunan APBD Kabupaten
i Bangunan Pengambil Kab Biak Numfor
Air Baku Swasta (PT. War
Besrendi)
. . PDAM
g:ﬁlgr;ilf g;ir;aliuahtas/ APBD Kabupaten
ii . Kab Biak Numfor
Bangunan Pengambil PT. W
Air Baku Swasta (PT. War
Besrendi)
PDAM
Pemantapan Bangunan APBD Kgbupaten
iii Pengambil Air Baku Kab Biak Numfor
e SWP I.B pada Blok Swasta (PT. War
1.B.7; dan Besrendi)
e SWP I.C pada Blok PDAM
. Pemeliharaan Bangunan Lc7 APBD Kgbupaten
iv Pengambil Air Baku Kab Biak Numfor
Swasta (PT. War
Besrendi)
PDAM
APBD Kabupaten
v P§ngembangan Sumber Kab Biak Numfor
Air Baku Baru
Swasta (PT. War
Besrendi)
PDAM
Peningkatan APBD Kabupaten
vi Kualitas/Pengemba Kab Biak Numfor
ngan Pompa Air Baku Swasta (PT. War
Besrendi)
B Unit Produksi

Instalasi Produksi
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PDAM
. e APBD Kabupaten
i |Pembangunan Instalasi Kab : . . Biak Numfor
e Swasta (PT. War
Besrendi)
PDAM
. . e APBD Kabupaten
e Swasta (PT. War
SWP I.C pada Blok Besrendi)
I.C.7 PDAM
. e APBD Kabupaten
i |pemantapan Instalasi Kab - - - Biak Numfor
e Swasta (PT. War
Besrendi)
PDAM
. . e APBD Kabupaten
iv i:gliﬂi?:ilraan Instalasi Kab - - - Biak Numfor
e Swasta (PT. War
Besrendi)
2 Bangunan Penampung Air
PDAM
Pembangunan e APBD Kabupaten
i Bangunan Penampung Kab - - - Biak Numfor
Air e Swasta (PT. War
Besrendi)
PDAM
Peningkatan Kualitas e APBD Kabupaten
ii Bangunan Penampung Kab - - - Biak Numfor
Air e Swasta (PT. War
SWP I.C pada Blok Besrendi)
I.C.4 dan Blok I.C.7 PDAM
e APBD Kabupaten
iii g:?:ﬁ;?:; anganan Kab - - - Biak Numfor
e Swasta (PT. War
Besrendi)
PDAM
. e APBD Kabupaten
iv gzg:llrllgil;;a;xi]?angunan Kab - - - Biak Numfor
e Swasta (PT. War
Besrendi)
3 |Jaringan Transmisi Air Minum
PDAM
. Pembangunan Jaringan . . Kgbupaten
i oo melintas di SWP I.C APBD Kab - - - Biak Numfor
Transmisi Air Minum
(PT. War
Besrendi)
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PDAM

Peningkatan Kualitas/ Kabupaten
i Pengembangan Jaringan APBD Kab - - Biak Numfor
Transmisi Air Minum (PT. War
Besrendi)
PDAM
Perluasan Jaringan Kabupaten
iii OO APBD Kab - - Biak Numfor
Transmisi Air Minum
(PT. War
Besrendi)
PDAM
. . Kabupaten
iv Pemehhg raan Je?.nngan APBD Kab - - Biak IF\)Iumfor
Transmisi Air Minum
(PT. War
Besrendi)
Unit Distribusi
Jaringan Distribusi Pembagi
PDAM
. Pembangunan Jaringan K'abupaten
i Distribusi Pembagi APBD Kab - - Biak Numfor
(PT. War
Besrendi)
PDAM
Peningkatan Kualitas/ Kabupaten
ii Pengembangan Jaringan APBD Kab - - Biak Numfor
Distribusi Pembagi melintas di: (PT. War
e SWPLA Besrendi)
e« SWPLB PDAM
. e SWPIC Kabupaten
iii gﬁi‘;ﬁaﬁ g:;‘;gz’ APBD Kab - - Biak Numfor
(PT. War
Besrendi)
PDAM
. . Kabupaten
iv g?gg%ﬁiﬁﬁ‘;{)fggau APBD Kab - - Biak Numfor
(PT. War
Besrendi

Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik Setempat

Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Penyiapan Perangkat
Operasionalisasi IPLT

SWP I.A pada Blok
LA.1

o APBN
e APBD
Kab

Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Rakyat

e Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

e Lingkungan
Hidup




i

Peningkatan Kualitas/
Pengembangan IPLT

ii

Pemantapan IPLT

iv

Pemeliharaan IPLT

o APBN
e APBD
Kab

Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Rakyat
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Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

e Lingkungan

Hidup

o APBN
e APBD
Kab

Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Rakyat

e Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

e Lingkungan
Hidup

e APBN
e APBD
Kab

Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Rakyat

e Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

e Lingkungan
Hidup

Penyediaan Layanan
Armada Truk Tinja

Bantuan Stimulan
Pembangunan Tangki
Septik pada Area
Beresiko Sanitasi

vii

Bantuan Pembangunan
MCK di Spot Wisata
(SPALDS - Komunal)

e SWPILA
e SWPILB
e SWPIC

APBD Kab

e Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

e Pariwisata

APBD Kab

e Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

e Pariwisata

APBD Kab

e Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

e Pariwisata
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Sosialisasi Pola Prilaku * Eerumahan dan
vili |Hidup Bersih dan Sehat APBD Kab - - awasan -
(PHBS) Permukiman
Kesehatan
1 i b e O
Angkutan Sampah
. Pengadaan Armada e Lingkungan
! Armgroll Truk ® :gg ig APBD Kab j } Hid%lp ® -
W Pengadaan Motor : SWP I‘ c APBD Kab B B e Lingkungan ~
Pengumpul Sampah i Hidup
Pembentukan dan revitalisasi
2) pengelolaan sampah mandiri di
masyarakat berbasis 3R
Sosialisasi dan ¢ Ezr‘;l:sl:nhan dan
i penyuluhan masyarakat APBD Kab - - Permukiman -
dalam pengelolaan .
sampah e SWPILA ¢ Ll.ngkungan
« SWPLB Hidup
e SWPLC e Perumahan dan
. Dukungan peningkatan Kawasax.l
i . APBD Kab - - Permukiman -
kinerja Bank Sampah .
e Lingkungan
Hidup
Sosialisasi dan Kampanye
3) Peningkatan Kualitas Sanitasi
Masyarakat
e Pekerjaan
Umum dan
Sosialisasi dan e SWPIA Penataan Ruang
i Kampa.nye Peningkatan e SWPLB APBD Kab ~ ~ . L1pgkungan ~
Kualitas Penglolaan Hidup
Sampah Masyarakat e SWPILC e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
" N O O
Kelembagaan Pengelola Sampah
e Pekerjaan
Bimbingan Teknis « SWPILA pmumdan
i Kelembagaan Pengelola | ¢ SWP LB APBD Kab - - g -
Sampah e SWPLC e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
A Penyelenggaraan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)




e SWP I.B pada Blok
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e Perumahan dan

Pembangunan dan LB.3: dan Kawasan
i Pengembangan Sarana N APBD Kab Permukiman
TPS3R e SWP I.C pada Blok « Lingkungan
1.C.1 dan Blok I.C.3. -
Hidup
Penyelenggaraan Tempat Penampungan Sementara (TPS)
e SWP LA pada Blok
1.LA.9; dan e Perumahan dan
Pembangunan dan ¢ SWP I.B pada Blok Kawasan
i Pengembangan Sarana 1.B.4, Blok I.B.9, APBD Kab Permukiman
TPS Blok 1.B.10, Blok e Lingkungan
1.B.13, dan Blok Hidup
1.B.14.
Penyelenggaraan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
e Perumahan dan
Kawasan
i Perluasan TPA APBD Kab Permukiman
e Lingkungan
Hidup
e Perumahan dan
" Pembangunan Sarana Kawasap
ii APBD Kab Permukiman
Pendukung TPA X
e Lingkungan
TPA Aibyowki di SWP Hidup
I.A pada Blok I.A.1 e Perumahan dan
Kawasan
iii Per'l_yu sunan Dokumen APBD Kab Permukiman
Kajian Pengelolaan TPA .
e Lingkungan
Hidup
e Perumahan dan
X Pemeliharaan Sarana Kawasal:l
iv dan Pr TPA APBD Kab Permukiman
an Prasarana N
e Lingkungan
Hidu
Penyelenggaraan Jaringan Drainase Primer
e Pekerjaan
Umum dan
i Pembanglnm Drainase APBD Kab Penataan Ruang
Primer e Perumahan dan
melintas di: Kawasan
e SWPILA Permukiman
e SWPILB e Pekerjaan
Peningkatan Kualitas/ * SWPLC g;l;?alaiag
i Pengembangan Drainase APBD Kab uang

Primer

e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman




iii

Pemantapan Drainase
Primer

iv

Pemeliharaan Drainase
Primer

APBD Kab
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Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

APBD Kab

e Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

Penyelenggaraan Jaringan Drainase Sekunder

Pembangunan Drainase
Sekunder

i

Peningkatan Kualitas/
Pengembangan Drainase
Sekunder

iii

Pemantapan Drainase
Sekunder

iv

Pemeliharaan Drainase
Sekunder

melintas di:

e SWPILA
e SWPILB
e SWPIC

APBD Kab

e Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

APBD Kab

e Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

APBD Kab

e Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

APBD Kab

e Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

Penyelenggaraan Jaringan Drainase Tersier

Pembangunan Drainase
Tersier

melintas di:

e SWPILA
e SWPILB
e SWPIC

APBD Kab

e Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman




Peningkatan Kualitas/
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Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

ii ?:?Sgi(eerrnbangan Drainase APBD Kab e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
e Pekerjaan
Umum dan
i Pemantapan Drainase APBD Kab Penataan Ruang
Tersier e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
e Pekerjaan
Umum dan
iv Pemeliharaan Drainase APBD Kab Penataan Ruang
Tersier e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
D Penyelenggaraan Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)
e SWP LA pada Blok
1.A.3 dan Blok .A.4; .
dan e Pekerjaan
Pembangunan e SWP L.B pada Blok gglggaiaguan
i Bangunan Peresapan 1.B.1, Blok I.B.2, APBD Kab ahan d g
(Kolam Retensi) Blok 1.B.3, Blok . Eemrn an dan
1.B.4, Blok L.B.7, P:‘:‘I’;‘jak?man
Blok 1.B.9, Blok
1.B.10, Blok I.B.12.
E Penyelenggaraan Bangunan Tampungan (Polder)
e Pekerjaan
e SWP L.B pada Blok Umum dan
Pembangunan 1.B.7; dan Penataan Ruan,
i Bangunan Tampungan oD APBD Kab g

(Polder)

e SWP I.C pada Blok
1.C.2 dan Blok I.C.4.

e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

Penanggulangan
Bencana Daerah

. e SWPIA !
1) Progrgm Pembuatan Signage e SWPLB APBD Kab e Pekerjaan
Warning System SWPLC Umum dan
* : Penataan Ruang
e Perhubungan
e Penanggulangan
. e SWPLA Bencana Daerah
2) Pencegahan dan Pengendalian e SWPILB APBD Kab e Pekerjaan
Bahaya Kebakaran
e SWPIC Umum dan

Penataan Ruang




Penanggulangan

Penyusunan Masterplan * SWPLA Bencana Daerah
3) Penanggulangan Kebakaran * SWPLB APBD Kab Pekerjaan
e SWPIC Umum dan
Penataan Ruang
A Penyelenggaraan Jalur Evakuasi Bencana
e JLN. SORIDO RAYA Penanggulangan
(BIAK) melintas di Benca_na Daerah
Pemantapan Jalur SWP LA; APBD Kab Pekerjaan
Evakuasi Bencana e JLN. IMAM BONJOL Umum dan
(BIAK) melintas di Penataan Ruang
SWP L.B; Perhubungan
e JALAN YAFDAZ
(BIAK) melintas di
SWP LA dan SWP
1.B;
e JLN.
SISINGAMANGARAJ P .
A (BIAK) melintas di Benanggu angan
. SWP I.A dan SWP encana Daerah
Pemeliharaan Jalur LB; APBD Kab Pekerjaan

Evakuasi Bencana

e JLN. AHMAD YANI
(BIAK) melintas di
SWP 1.B;

e JALAN YOS
SUDARSO (BIAK)
melintas di SWP L.B;

e BIAK - MOKMER
(JL. ARAH KE

Umum dan
Penataan Ruang
Perhubungan




iii

Pemeliharaan Jalur
Evakuasi Bencana

MOKMER) melintas
di SWP I.B dan SWP
1.C;

BIAK - JUNCTION -
KOREM melintas di
SWP LA;

BIAK - ADOKI
melintas di SWP L.A;
Maryendi-Ambroben
Sup melintas di
SWP LA;

J1. Raya Bosnik
melintas di SWP I.B
dan SWP 1.C;

J1. Majapahit
melintas di SWP 1.B;
J1. Sriwijaya
melintas di SWP 1.B;
J1. Diponegoro
melintas di SWP 1.B;
Jl. Sam Ratulangi
melintas di SWP L.B;
J1. Condronegoro
melintas di SWP LA
dan SWP 1.B;

Jl. Raya Maraw
melintas di SWP I.C;
J1. Goa Jepang
melintas di SWP I.B
dan SWP 1.C;

jalan Sorido-Pasar
Darfuar melintas di
SWP LA;

J1. Dolog melintas di
SWP 1.B;

J1. Tj. Kirana
melintas di SWP 1.B;
J1. Sujarwo
Condronegoro
melintas di SWP LA
dan SWP L.B;

Jl. Samau melintas
di SWP I.A; dan
jalan lokal primer
melintas di SWP LA
dan SWP I.B.

APBD Kab

-21-

e Penanggulangan
Bencana Daerah
e Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
e Perhubungan

Penyelenggaraan Tempat Evakuasi

Titik Kumpul




Penyediaan Fasilitas di
Titik Kumpul

SMP Satu Atap
Negeri 7 Maryendi di
SWP LA pada Blok
L.A.2;

terminal Faidoma
Darfuar di SWP LA
pada Blok 1.A.3;
gereja GKI Eirene
Yendidori di SWP LA
pada Blok I.A.7;
gereja GKI Rindu
Sion Mnubepyom di
SWP LA pada Blok
L.A.9;

Hadi Supermarket
di SWP I.B pada
Blok 1.B.9;

kantor Pelayanan
Pajak Pratama Biak
di SWP I.C pada
Blok I.C.1;

kantor
Pemerintahan
Kampung Sanumi di
SWP I.C pada Blok
1.C.5; dan

kantor
Pemerintahan
Kampung Paray di
SWP I.C pada Blok
1.C.6; dan

titik kumpul di SWP
I.A pada Blok I.A.1.

APBD Kab
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e Penanggulangan
Bencana Daerah

e Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

Tempat Evakuasi Sementara




Penyediaan Fasilitas di
Tempat Evakuasi
Sementara

terminal Faidoma
Darfuar di SWP LA
pada Blok I.A.3;
lapangan sepakbola
Sorido di SWP L.A
pada Blok I.A.8;
lapangan olah raga
Cenderawasih di
SWP [.B pada Blok
1.B.10;

taman Segitiga
Anjareuw di SWP
I.C pada Blok I.C.1;
taman Manswam
Sumberker di SWP
1.C pada Blok I.C.3;
kantor pencarian
dan pertolongan
Biak (Basarnas) di
SWP I.C pada Blok
1.C.4;

SMP Negeri 4 Biak
di SWP I.C pada
Blok I.C.5; dan
tempat evakuasi
sementara di SWP
I.A pada Blok I.A.1.

APBD Kab
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e Penanggulangan
Bencana Daerah

e Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

Tempat Evakuasi Akhir

Penyediaan Fasilitas di
Tempat Evakuasi Akhir

RSUD Biak di SWP
I.B pada Blok I.B.1;
dan

lapangan
Kosekhanudnas IV
Biak di SWP I.B
pada Blok I.B.5.

APBD Kab

e Penanggulangan
Bencana Daerah

e Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

Penyelenggaraan Jalur Sepeda

Pembangunan/Penyedia
an Jalur Sepeda Sesuai
Kebutuhan Pada Lokasi
Strategis di Ruas Jalan
Utama

J1. Majapahit
melintas di SWP 1.B;
J1. Sriwijaya
melintas di SWP 1.B;
JLN. IMAM BONJOL
(BIAK) melintas di
SWP L.B;

JLN.
SISINGAMANGARAJ
A (BIAK) melintas di

APBD Kab

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang




i

Peningkatan Kualitas
Jalur Sepeda

ii

Pemantapan Jalur
Sepeda

iv

Pemeliharaan Jalur
Sepeda

SWP IL.A dan SWP
1.B;

JLN. AHMAD YANI
(BIAK) melintas di
SWP L.B;

JLN. MOH. YAMIN
(BIAK) melintas di
SWP L.B;

JALAN YOS
SUDARSO (BIAK)
melintas di SWP 1.B;
BIAK - MOKMER
(JL. ARAH KE
MOKMER) melintas
di SWP I.B dan SWP
1.C;

JLN. SORIDO RAYA
(BIAK) melintas di
SWP LA;

AKSES PELABUHAN
BIAK (BIAK)
(Dikenal dengan
nama Jl. Jend.
Sudirman) melintas
di SWP L.B;

Jl. Samau melintas
di SWP LA;

J1. Sujarwo
Condronegoro
melintas di SWP LA
dan SWP L.B;

Jl. Ambroben
melintas di SWP I.B
dan SWP I.C;

J1. Condronegoro
melintas di SWP LA
dan SWP 1.B;

J1. Dolog melintas di
SWP L.B;

Jl. Jend. Sudirman
melintas di SWP L.A
dan SWP 1.B;

J1. Diponegoro
melintas di SWP 1.B;
dan

jalan lokal primer
melintas di SWP [.A
dan SWP I.B.

APBD Kab
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Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

APBD Kab

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

APBD Kab

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

D Penyelenggaraan Jaringan Pejalan Kaki




Pembangunan/Penyedia
an Jalur Pejalan Kaki
Sesuai Kebutuhan pada
Lokasi Strategis

i

Peningkatan Kualitas
Jalur Pejalan Kaki

iii

Pemantapan Pelayanan
Jalur Pejalan Kaki

iv

Pemeliharaan Jalur
Pejalan Kaki

J1. Majapahit
melintas di SWP 1.B;
J1. Sriwijaya
melintas di SWP 1.B;
JLN. IMAM BONJOL
(BIAK) melintas di
SWP L.B;

JLN.
SISINGAMANGARAJ
A (BIAK) melintas di
SWP LA dan SWP
1.B;

JLN. AHMAD YANI
(BIAK) melintas di
SWP L.B;

JLN. MOH. YAMIN
(BIAK) melintas di
SWP 1.B;

JALAN YOS
SUDARSO (BIAK)
melintas di SWP 1.B;
AKSES PELABUHAN
BIAK (BIAK)
(Dikenal dengan
nama J1l. Jend.
Sudirman) melintas
di SWP L.B;

J1. Condronegoro
melintas di SWP 1.B;
J1. Sujarwo
Condronegoro
melintas di SWP LA
dan SWP 1.B;

J1. Dolog melintas di
SWP L.B;

J1. Jend. Sudirman
melintas di SWP LA
dan SWP 1.B;

J1. Teuku Umar
melintas di SWP L.B;
J1. Pramuka
melintas di SWP 1.B;
Jl. Jakarta melintas
di SWP L.B;

Jl. Erlangga
melintas di SWP 1.B;
dan

J1. Diponegoro
melintas di SWP I.B.

APBD Kab
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Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

APBD Kab

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

APBD Kab

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

APBD Kab

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
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E Penyelenggaraan Pengaman Pantai
. Pekerjaan Umum
i Pz’;‘t‘;l,‘haraan Pengaman | pelintas di SWPI.C | APBD Kab - dan Penataan
P Ruang
PERWUJUDAN POLA RUANG
A Perwujudan Zona Badan Air (BA)
1 Sub-Zona Badan Air (BA)
e Pekerjaan
Inventarisasi dan ¢ ‘;ﬁf]}) Umum dan
i Identifikasi Karakteristik APBD - Penataan Ruang
Zona Badan Air * Kab e Lingkungan
Hidup
« APBD e Pekerjaan
. Rehabilitasi Zona Badan Prov Umum dan
ii Air « APBD - Penataan Ruang
Kab e Lingkungan
SWP I.C pada Blok Hidup
L.C.7 e APBD e Pekerjaan
i Pemeliharaan Zona Prov B g:rllzg.aiaguan
Badan Air e APBD ¢ g
Kab e Lingkungan
Hidup
« APBD e Pekerjaan
i Perlindungan Zona Prov B gglzg.aiaguan
v Badan Air e APBD . g
Kab e Lingkungan
Hidup
B Perwujudan Zona Perlindungan Setempat (PS)
1 Sub-Zona Perlindungan Setempat (PS)
Pekerjaan
Inventarisasi dan e APBD Umum, .
- . o Penataan Pekerjaan Umum
. Identifikasi Karakteristik Prov
i N Ruang, dan Penataan
Zona Perlindungan e APBD
Setempat Kab Perumahan Ruang
p e SWP LA pada Blok a dan Kawasan
1.LA.7; dan Permukiman
e SWPI.C pada Blok Pekerjaan
1.C.6 dan Blok I.C.7. e APBD Umum, )
i s Penataan Pekerjaan Umum
- Rehabilitasi Zona Prov
1 Perlindungan Setempat e APBD Ruang, dan Penataan
Kab Perumahan Ruang
dan Kawasan
Permukiman




07—

Pekerjaan
Umum,

e APBD

. Penataan Pekerjaan Umum
Pemeliharaan Zona Prov
iii R - Ruang, dan Penataan -
Perlindungan Setempat e APBD P
erumahan Ruang
Kab
dan Kawasan
Permukiman
Pekerjaan
Umum,
: ¢ APBD Penataan Pekerjaan Umum
X Perlindungan Zona Prov
¥ | Perlindungan Setempat e« APBD B Ruang, dan Penataan B
Kab Perumahan Ruang
a dan Kawasan
Permukiman

C Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1 Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1)

e Pekerjaan

Inventarisasi dan Umum dan
i Identifikasi Karakteristik APBD Kab - - Penataan Ruang -
Sub-Zona Rimba Kota e Lingkungan
Hidup
e Pekerjaan
Umum dan
. Pembangunan Sub-Zona | ¢ SWP I.A pada Blok
il | Rimba Kota LAS dan Blok La6; | APED Kab - . Penataan Ruang .
dan . Llpgkungan
« SWPLC pada Blok - Eeli?f'aan
Peningkatan Kualitas 1.C.2, Blok I.C.5, U rJn on
Rimba Kota dan Blok I.C.6, dan Blok
iii . APBD Kab - - Penataan Ruang -
Penambahan Fungsi IL.C.7. N
Sosial e Lingkungan
Hidup
e Pekerjaan
i Umum dan
iv gf:nng?g; an Sub-Zona APBD Kab - - Penataan Ruang -
e Lingkungan
Hidup

2 Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)

e Pekerjaan

Inventarisasi dan
Umum dan

Identifikasi Karakteristik

! Sub-Zona Taman APBD Kab - - . Efr?gal:iizaiuang -
Kecamatan SWP I.B pada Blok Hidup
1.B.3 dan Blok I.B.4 e Pekerjaan

Peningkatan Kualitas

dan Penambahan Umum dan

ii . X APBD Kab - - Penataan Ruang -
Fungsi Sosial Sub-Zona X

e Lingkungan

Taman Kecamatan Hidup




Pembangunan Sub-Zona
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Pekerjaan
Umum dan

iii APBD Kab Penataan Ruang
Taman Kecamatan X
e Lingkungan
Hidup
e Pekerjaan
. Umum dan
iv Pemeliharaan Sub-Zona APBD Kab Penataan Ruang
Taman Kecamatan N
e Lingkungan
Hidup
Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)
L e Pekerjaan
Inventarisasi dan Umum dan
i Identifikasi Karakteristik APBD Kab Penataan Ruang
Sub-Zona Taman X
Kelurahan SWP I.A pada Blok e Lingkungan
1.A.3, Blok [.A.4, Hidup
; ; Blok I.A.7, Blok e Pekerjaan
Peningkatan Kualitas 1.A.8, dan Blok Umum dan
. dan Penambahan
ii . X 1.A.9; APBD Kab Penataan Ruang
Fungsi Sosial Sub-Zona ’ X
Taman Kelurahan SWP I.B pada Blok e Lingkungan
1.B.3, Blok I.B.4, Hidup
Blok 1.B.6, Blok e Pekerjaan
Pembangunan Sub-Zon 1.B.9, dan Blok Umum dan
iii szai g:luar‘:ha’;‘l ona|  1B.10; dan APBD Kab Penataan Ruang
SWP I.C pada Blok e Lingkungan
I.C.1, Blok I.C.2, Hidup
Blok I1.C.4, dan Blok ¢ Pekerjaan
X I.C.5. Umum dan
iv Pemeliharaan Sub-Zona APBD Kab Penataan Ruang
Taman Kelurahan X
e Lingkungan
Hidup
Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)
SWP LA pada Blok e Pekeriaan
.A.2, Blok L.A.7, J
. Umum dan
. Pemeliharaan Blok 1.A.8, dan Blok
i APBD Kab Penataan Ruang
Pemakaman 1.A.9; e Linekungan
SWP L.B pada Blok Hid%l 8
LB.1, Blok LB.2, P
dan Blok [.B.13;
dan e Pekerjaan
Perlindungan SWP I.C pada Blok Umum dan
ii g 1.C.2, Blok I1.C .4, APBD Kab Penataan Ruang
Pemakaman

Blok 1.C.5, Blok
1.C.6, dan Blok
1.C.7.

e Lingkungan
Hidup

Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)




Penyediaan Jalur Hijau

i

Penataan Jalur Hijau

iii

Pemeliharaan Jalur
Hijau

iv

Perlindungan Jalur
Hijau

e SWP LA pada Blok
1.A.3; dan

e SWP I.B pada Blok
1.B.3 dan Blok I.B.4.

APBD Kab
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Lingkungan Hidup

APBD Kab

Lingkungan Hidup

APBD Kab

Lingkungan Hidup

APBD Kab

Lingkungan Hidup

Perwuju

dan Zona Ekosistem Mangrove (EM)

Sub-Zona Ekosistem Mangrove (EM)

Inventarisasi dan
Identifikasi Karakteristik
Zona Ekosistem
Mangrove

i

Rehabilitasi Zona
Ekosistem Mangrove

SWP I.C pada Blok
L.C.7

e APBN
e APBD
Prov

Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Konservasi
Sumber Daya
Alam (BKSDA
Provinsi
Papua)
Kesatuan
Pengelolaan
Hutan
Lindung
(KPHL
Kabupaten
Biak Numfor)

Kehutanan dan
Lingkungan
Hidup

e APBN
e APBD
Prov

Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Konservasi
Sumber Daya
Alam (BKSDA
Provinsi
Papua)
Kesatuan
Pengelolaan
Hutan
Lindung
(KPHL
Kabupaten
Biak Numfor)

Kehutanan dan
Lingkungan
Hidup




Pemeliharaan Zona

iii -
Ekosistem Mangrove

Perlindungan dan
iv Pemantapan Zona
Ekosistem Mangrove

Perwujudan Zona Badan Jalan (BJ)

e APBN
e APBD
Prov

Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Konservasi
Sumber Daya
Alam (BKSDA
Provinsi
Papua)
Kesatuan
Pengelolaan
Hutan
Lindung
(KPHL
Kabupaten
Biak Numfor)
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Kehutanan dan
Lingkungan
Hidup

e APBN
e APBD
Prov

Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Konservasi
Sumber Daya
Alam (BKSDA
Provinsi
Papua)
Kesatuan
Pengelolaan
Hutan
Lindung
(KPHL
Kabupaten
Biak Numfor

Kehutanan dan
Lingkungan
Hidup

Sub-Zona Badan Jalan (BJ)

Inventarisasi dan
Identifikasi Status dan
Fungsi Zona Badan
Jalan

e SWP LA pada Blok
I1.A.1, Blok .A.2,
Blok 1.A.3, Blok
1.A.4, Blok I.A.5,
Blok 1.A.6, Blok

e APBD
Prov
e APBD

Pekerjaan
Umum,
Penataan
Ruang,
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang




LA.7, Blok LA.8,
dan Blok [.A.9;
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e SWP I.B pada Blok Pekerjaan
. . I.B.1, Blok I.B.2, Umum,
Peningkatan Kualitas Blok 1.B.3, Blok & AFBD Penataan Pekerjaan Umum

. dan Penambahan Prov

ii . X 1.B.4, Blok I.B.5, Ruang, dan Penataan
Fungsi Sosial Zona Blok 1.B.6, Blok * APBD Perumahan Ruang
Badan Jalan LB.7, Blok LB.8, Kab dan Kawasan

Blok 1.B.9, Blok Permukiman
1.B.10, Blok I.B.11,
Blok 1.B.12, Blok
1.B.13, dan Blok .
1.B.14; dan Bekellaan
mum
* SWPILCpadaBlok | e APBD Pengta;m Pekerjaan Umum
i |Pemeliharaan Zona L.C.1, Blok I.C.2, Prov Ruar dan PJenataan
Badan Jalan Blok 1.C.3, Blok ¢ APBD oy
Perumahan Ruang
1.C.4, Blok I.C.5, Kab dan Kawasan
Blok I.C.6, dan Blok P ki
LO.7. ermukiman
Perwujudan Zona Pertanian (P)
Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)
Penyusunan Masterplan
Pengembangan .

i Prasarana, Sarana, APBD Kab - Ez;e;lnalnaralnd?,;ln an
Kawasan dan Komoditas g
Tanaman Pangan
Penanganan Dampak SWP I.A pada Blok Pertanian dan

i Perubahan Iklim (DPI) LA.1 APBD Kab -

T P Ketahanan Pangan
anaman Pangan
Pencegahan,

Penanganan Kebakaran Pertanian dan

111 Lahan, dan Gangguan APBD Kab B Ketahanan Pangan
Usaha Tanaman Pangan

Sub-Zona Perkebunan (P-3)
Penyusunan Masterplan
Pengembangan .

. Pertanian dan

! Prasarana, Sarana, . e SWP LA pada Blok APBD Kab B Ketahanan Pangan
Kawasan dan Komoditas .

Perkebunan I.A.1 dan Blok I.A.2;
Fevamganan D * SUFLE Peta Bk p——

ii |Perubahan Iklim (DPI) :B-1 dan Blok L.B-25 | APBD Kab - ©
Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Pencegahan e SWP I.C pada Blok

Penanganan Kebakaran LC.1 dan Blok 1.C.2 Pertanian dan

iii APBD Kab -

Lahan, dan Gangguan
Usaha Perkebunan

Ketahanan Pangan

Perwujudan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)




Pengembangan Zona
Pembangkitan Tenaga
Listrik

i

Penataan dan
Peningkatan Kualitas
Zona Pembangkitan
Tenaga Listrik

iii

Penyediaan Fasilitas
Pendukung

iv

Upaya Perlindungan
Zona Pembangkitan
Tenaga Listrik

SWP I.B pada Blok
I.B.6

BUMN
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PT PLN UP3
Biak

BUMN

PT PLN UP3
Biak

BUMN

PT PLN UP3
Biak

BUMN

PT PLN UP3
Biak

Perwuju

dan Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
Yang Ramah
Lingkungan, Hemat
Lahan dan Dapat
Menyerap Tenaga Kerja
Lokal

i

Pembangunan
Infrastruktur Penunjang
Industri

iii

Pengembangan
Prasarana Pengolahan
Limbah yang Mungkin
Dihasilkan oleh Industri

iv

Penyediaan IPAL
Kawasan

Optimalisasi Perbaikan
Aspek Lingkungan
Hidup untuk Industri
Yang Berkelanjutan

SWP LA pada Blok
I.LA.7 dan Blok I.A.9

APBD Kab

Perindustrian dan
Perdagangan

APBD Kab

Perindustrian dan
Perdagangan

APBD Kab

Perindustrian dan
Perdagangan

APBD Kab

Perindustrian dan
Perdagangan

APBD Kab

Perindustrian dan
Perdagangan

Perwuju

dan Zona Pariwisata (W)

Sub-Zona Pariwisata (W)

Pengembangan Pusat
Pelayanan Kegiatan
Wisata

Peningkatan
Infrastruktur
Pendukung Pariwisata
Berstandar
Internasional

e SWP I.B pada Blok
1.B.10 dan Blok
1.B.13; dan

e SWP I.C pada Blok
1.C.4, Blok I.C.6,
dan Blok I.C.7.

e APBN
e APBD
Prov
e APBD
Kab
e Swasta

Pariwisata

Pariwisata

e Pariwisata

e Perencanaan
Pembangunan
Daerah




APBN
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APBD e Pariwisata
i Pengembangan Prov Pariwisata Pariwisata e Perencanaan
Pengelolaan Pariwisata APBD Pembangunan
Kab Daerah
Swasta
. . APBN
Integrasi Kegiatan APBD o Pariwisata
Wisata Bahari dengan
Prov - - e Perencanaan
iii Pemanfaatan Ruang Pariwisata Pariwisata
s . APBD Pembangunan
yang Memiliki Potensi Kab D h
Strategis a acra
Swasta
Peningkatan Daya Tarik
Wisata
Penataan Kembali
Berbagai Potensi dan APBN
Kekayaan Sumber Daya APBD e Pariwisata
i Alam, dan Buatan Serta Prov Pariwisata Pariwisata e Perencanaan
Menjaga APBD Pembangunan
Keanekaragaman Hayati Kab Daerah
Secara Terpadu dan Swasta
Berkelanjutan
APBN
APBD e Pariwisata
. Perlindungan Kawasan Prov - - e Perencanaan
1 Keanekaragaman Hayati | * SWP LB pada Blok APBD Pariwisata Pariwisata Pembangunan
1.B.10 dan Blok
Kab Daerah
1.B.13; dan Swasta
e SWP I.C pada Blok
APBN
. 1.C.4, Blok I.C.6, -
Peningkatan dan Blok 1.C.7 APBD e Pariwisata
i Keterlibatan Masyarakat T Prov Pariwisata Pariwisata e Perencanaan
dalam Pengembangan APBD Pembangunan
Pariwisata Kab Daerah
Swasta
Pengembangan Edukasi
dan Partisipasi untuk APBN -
X APBD e Pariwisata
Wisatawan dan Prov P
iv Masyarakat Setempat Pariwisata Pariwisata ¢ -erencanaan
APBD Pembangunan
dalam Pemanfaatan
L . Kab Daerah
Kawasan Pesisir Sebagai
Swasta

Daya Tarik Wisata
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Pariwisata
e Penanaman
e SWPILB pada Blok | e APBN Modal dan
Pemasaran Wisata 1.B.10 dan Blok e APBD Pelayanan
v Dalam Konsep Tourism, 1.B.13; dan Prov Pariwisata Pariwisata Terpadu Satu
Trade dan Investment e SWPI.C pada Blok | e APBD Pintu
(TTI) 1.C.4, Blok I.C.6, Kab e Perindustrian
dan Blok I.C.7. e Swasta dan
Perdagangan
Perwujudan Zona Perumahan (R)
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)
e Perumahan dan
Pemutakhiran Profil E:;”n?zi?man
i Kawasan Permukiman APBD Kab - - .
Kumuh e Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengembangan e Perumahan dan
Prasarana dan Sarana g:l:x:zaklilman
ii Utilitas Umum (PSU) APBD Kab - - .
Perumahan dan * Pekerjaan
Permukiman e SWP LA pada Blok Umum dan
1.A.7, Blok .A.8, Penataan Ruang
dan Blok I.A.9, e Perumahan dan
e SWP I.B pada Blok Kawasan
Pengembangan IPAL dan 1.B.3, Blok I.B.4, B B Permukiman
M I spAL Blok I.B.5, Blok APBD Kab * Pekerjaan
I.B.6, Blok 1.B.S8, Umum dan
Blok 1.B.9, Blok Penataan Ruang
1.B.10, Blok 1.B.12, e Perumahan dan
Blok 1.B.13, dan Kawasan
. . Blok 1.B.14. Permukiman
iv. |Penyediaan TPS e SWPI.C pada Blok APBD Kab B B e Pekerjaan
1.C.1, Blok I.C.2, Umum dan
Blok I.C.3, Blok Penataan Ruang
I.C.4, Blok I.C.5, e Perumahan dan
dan Blok I.C.6. Kawasan
v Penyiapan Lahan untuk APBD Kab R B Permukiman
Permukiman Baru e Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pemeliharaan Prasarana ¢ Eerumahan dan
dan Sarana Utilitas P:::;,Sli?man
vi Umum (PSU) APBD Kab - - .
Perumahan dan * Pekerjaan
Permukiman Umum dan

Penataan Ruang




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)
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e Perumahan dan

Kawasan
i Penataan Kawasan APBD Kab Permukiman
Permukiman e Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
e Perumahan dan
Penyediaan Dukungan E:;Nn?zi?man
ii PSU Kawasan APBD Kab .
Permukiman e Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
e SWP LA pada Blok e Perumahan dan
?f;;?%g;:ﬁ gﬁﬁa;an L.A.2, Blok L.A.7, Kawasan
. Blok 1.A.8, dan Blok Permukiman
iii Bantuan Stimulan LA.Q APBD Kab o Pekeri
Perumahan Swadaya o ckerjaan
(BSPS) e SWP I.B pada Blok Umum dan
I.B.1, Blok I.B.2, Penataan Ruang
Blok 1.B.3, Blok e Perumahan dan
1.B.4, Blok I1.B.9, Kawasan
. Penyiapan Lahan untuk Blok I.B.12, dan Permukiman
v Permukiman Baru Blok I.B.13. APBD Kab e Pekerjaan
e SWP I.C pada Blok Umum dan
1.C.1 dan Blok I.C.7. Penataan Ruang
e Perumahan dan
Kawasan
Sosialisasi Hunian Permukiman
v Sehat APBD Kab e Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pemeliharaan Prasarana ¢ Eerumahan dan
dan Sarana Utilitas P:ﬁji?man
vi Umum (PSU) APBD Kab .
Perumahan dan ¢ Pekerjaan
Permukiman Umum dan
Penataan Ruang
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)
« SWP LA pada Blok * perumahan dan
Penataan Kawasan LA.1, Blok 1.A.2, Permukiman
i P ki Blok 1.A.3, Blok APBD Kab R
ermukiman LA.4 Blok LA5 e Pekerjaan
4 ’ Umum dan

dan Blok [.A.6;

Penataan Ruang




e SWP I.B pada Blok
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Perumahan dan

Penyediaan Dukungan 1.B.1, Blok I.B.2, Kawasar.l
ii |PSU Kawasan gﬁ Blok LB.12; APBD Kab . giﬁr;?ak;fan
Permukiman e SWP I.C pada Blok Umum dan
1.C.2, Blok I.C .4, Penataan Ruang
Blok 1.C.5, Blok e Perumahan dan
Penanganan Rumah {(C:g’ dan Blok §:Xzak?man
iii Tidak Layak Huni dan APBD Kab .
BSPS e Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
e Perumahan dan
Kawasan
iv Penylapgn Lahan untuk APBD Kab Perml.lklman
Permukiman Baru e Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
e Perumahan dan
Kawasan
Sosialisasi Hunian Permukiman
v Sehat APBD Kab e Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pemeliharaan Prasarana * Eerumahan dan
dan Sarana Utilitas P:x:z;pman
vi Umum (PSU) APBD Kab .
Perumahan dan ¢ Pekerjaan
Permukiman Umum dan
Penataan Ruang
Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)
« SWP LA pada Blok ° E:;j:sl:ﬁan dan
1.A.4 dan Blok 1.A.7; Permukiman
Pemantapan dan dan o Pekerjaan
i Pengembangan Sarana e SWP L.B pada Blok APBD Kab Umum dan

Pelayanan Umum Skala
Kota

1.B.1, Blok .B.2,
Blok 1.B.4, Blok
1.B.10, dan Blok
1.B.13.

Penataan Ruang
e Sosial
e Kesehatan
e Pendidikan




i

Pembangunan Sarana
Pelayanan Umum Skala
Kota

iii

Pemeliharaan Sarana
Pelayanan Umum Skala
Kota

iv

Peningkatan Efektivitas
Kegiatan Pemerintahan
di Tingkat Kota

APBD Kab

- 37 -

Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Sosial
Kesehatan
Pendidikan

APBD Kab

Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Sosial
Kesehatan
Pendidikan

APBD Kab

Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Sosial
Kesehatan
Pendidikan

Sub-zon

a SPU Skala Kecamatan (SPU-2)

Pemantapan dan
Pengembangan Sarana
Pelayanan Umum Skala
Kecamatan

i

Pembangunan Sarana
Pelayanan Umum Skala
Kecamatan

e SWP LA pada Blok
I.LA.7, Blok I.A.8,
dan Blok [.A.9;

e SWP I.B pada Blok
1.B.1, Blok I.B.2,
Blok 1.B.4, Blok
1.B.6, Blok I.B.9,
Blok I1.B.10, Blok
1.B.12, dan Blok
1.B.13; dan

e SWP I.C pada Blok
1.C.5, Blok I.C.6,
dan Blok I.C.7.

APBD Kab

Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Sosial
Kesehatan
Pendidikan

APBD Kab

Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Sosial
Kesehatan
Pendidikan
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Perumahan dan

Kawasan
Permukiman
Pemeliharaan Sarana ¢ Pekerjaan
iii Pelayanan Umum Skala APBD Kab Umum dan
Kecamatan Penataan Ruang
e Sosial
e Kesehatan
e Pendidikan
e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Peningkatan Efektivitas e Pekerjaan
iv Kegiatan Pemerintahan APBD Kab Umum dan
di Tingkat Kecamatan Penataan Ruang
e Sosial
e Kesehatan
e Pendidikan
Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)
e Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Pemantapan dan .
. Pengembangan Sarana * Pekerjaan
! Pelayanan Umum Skala | ® SWP LA pada Blok APBD Kab Umum dan
Kelurahan .A.2, Blok I.A.3, Penataan Ruang
Blok 1.A.7, Blok * Sosial
L.A.8, dan Blok * Kesehatan
1.A.9; e Pendidikan
e SWP L.B pada Blok e Perumahan dan
1.B.1, Blok I.B.2, Kawasan
Blok 1.B.3, Blok Permukiman
Pembangunan Sarana 1.B.4, Blok I.B.5, e Pekerjaan
ii Pelayanan Umum Skala Blok 1.B.6, Blok APBD Kab Umum dan
Kelurahan 1.B.8, Blok I.B.9, Penataan Ruang
Blok 1.B.10, Blok e Sosial
1.B.12, dan Blok e Kesehatan
1.B.13; dan o Pendidikan
e SWPI.C pada Blok e Perumahan dan
1.C.1, Blok I.C.2, Kawasan
Blok I.C.5, Blok Permukiman
Pemeliharaan Sarana 1.C.6, dan Blok e Pekerjaan
iii Pelayanan Umum Skala LC.7. APBD Kab Umum dan

Kelurahan

Penataan Ruang
Sosial
Kesehatan
Pendidikan
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Perumahan dan

Kawasan
Permukiman
Peningkatan Efektivitas Pekerjaan
iv Kegiatan Pemerintahan APBD Kab - - Umum dan
di Tingkat Kelurahan Penataan Ruang
Sosial
Kesehatan
Pendidikan
Perwujudan Zona Campuran (C)
Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah /Sedang (C-2)
Pembangunan Sub-Zona
Campuran Intensitas .
Menepngah/Sedang s APBN Peker_]azn Perumahan dan
i (Perumahan, Kegiatan * APBD Umum dan - Kawasan
Komersial, Perkantoran, Kab Perumahan Permukiman
Pendidikan, Kesehatan, * Swasta |Rakyat
Fasilitas Sosial)
Penyediaan Sarana * ‘;fBD E;hit;g a:ndan
. ov gkung: . .
ii f’;;liarana TPS, IPLT dan e APED - Hidup Lingkungan Hidup
Kab
Penataan dan e APBD Perumahan dan
Peningkatan Kualitas Prov gawasi?

iii Sub-Zona Campuran SWP I.B pada Blok * APBD - - errmjl man
Intensitas I.B.9 Kab Eﬁz‘;ﬁzzn
Menengah/Sedang Penataan Ruang

e APBD Perumahan dan
Perencanaan Kawasan Prov Kawasan

iv Berorientasi Transit e APBD ~ ~ Permukiman
(Terintegrasi dengan Kab Pekerjaan
Fasilitas Intermoda) Umum dan

Penataan Ruang

e APBD Perumahan dan
. Prov Kawasan
Pemeliharaan Sub-Zona .

v Campuran Intensitas * QEED - - gg:;?:;?an

Menengah/Sedang Umum dan
Penataan Ruang
Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa (K)
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)
i g:ﬁzz;ﬁ;:ﬁ%::g-azs:na e SWPLApadaBlok | ,pon kab ) ) Perindustrian dan

Skala Kota

1.A.9; dan

Perdagangan




Penyediaan Sarana
Prasarana

e SWP L.B pada Blok

1.B.6, Blok 1.B.9,
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Perindustrian dan

n Persampahan, TPS, IPLT Blok I.B.13 dan APBD Kab Perdagangan
dan IPAL Blok I.B.14.
Penataan dan
Peningkatan Kualitas Perindustrian dan
111 Sub—Z%)na Perdagangan APBD Kab Perdagangan
dan Jasa Skala Kota
Pembenahan Sistem Perindustrian dan
iv Perpakiran dan Lokasi APBD Kab
PKL Perdagangan
Penyediaan Fasilitas Perindustrian dan
v Pendukung APBD Kab Perdagangan
Upaya Perlindungan
Kawasan Perdagangan . .
vi dan Jasa Skala Kota APBD Kab gergldustrlan dan
dari Keberadaan PKL erdagangan
Liar
Pemeliharaan Kawasan Perindustrian dan
vii Perdagangan dan Jasa APBD Kab Perdagangan
Skala Kota
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)
Pembangunan Sub-Zona Perindustrian dan
i Perdagangan dan Jasa APBD Kab Perdagangan
Skala WP
Penyediaan Sarana
. Prasarana Perindustrian dan
1 Persampahan, TPS, IPLT APBD Kab Perdagangan
dan IPAL
Penataan dan
Peningkatan Kualitas Perindustrian dan
m Sub-Zona Perdagangan | e SWP I.A pada Blok APBD Kab Perdagangan
dan Jasa Skala WP 1.A.3; dan
Pembenahan Sistem * SWPLB pada Blok Perindustrian dan
iv Perpakiran dan Lokasi 1.B.9, Blok I.B.12, APBD Kab Perdagangan
PKL dan Blok I.B.13.
Penyediaan Fasilitas Perindustrian dan
v Penﬂukung APBD Kab Perdagangan
Upaya Perlindungan
. Kawasan Perdagangan Perindustrian dan
v dan Jasa skala %NPgdarl APBD Kab Perdagangan
keberadaan PKL Liar
Pemeliharaan Kawasan Perindustrian dan
vii Perdagangan dan Jasa APBD Kab Perdagangan
skala WP
Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)
i g:;rézzzg;:na%assg_azszna e SWP LA pada Blok APBD Kab Perindustrian dan

Skala Sub WP

LA.9;

Perdagangan




Penataan dan
Peningkatan Kualitas

e SWP L.B pada Blok
1.B.2, Blok 1.B.3,
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Perindustrian dan

n Sub-Zona Perdagangan Blok I.B.4, Blok APBD Kab Perdagangan
dan Jasa Skala Sub WP 1.B.9, Blok I.B. 10,
Pembenahan Sistem Blok I.B.12, dan Perindustrian dan
ii Perpakiran dan Lokasi Blok I.B.13; dan APBD Kab Perdagangan
PKL e SWPI.C pada Blok
X Penyediaan Fasilitas I.C.5. Perindustrian dan
v Pensc;ukung APBD Kab Perdagangan
Upaya Perlindungan
Kawasan Perdagangan Perindustrian dan
v dan Jasa Skala Sub WP APBD Kab Perdagangan
dari Keberadaan PKL
Liar
Pemeliharaan Kawasan Perindustrian dan
vi Perdagangan dan Jasa APBD Kab Perdagangan
Skala Sub WP
Perwujudan Zona Perkantoran (KT)
Sub-Zona Perkantoran (KT)
e Perumahan dan
Kawasan
i Pembangunan Kawasan APBD Kab Perml.J.klman
Perkantoran e Pekerjaan
Umum dan
e SWP LA pada Blok Penataan Ruang
1.A.8 dan Blok 1.A.9; e Perumahan dan
Penataan dan e SWP LB pada Blok Kawasan
ii Peningkatan Kualitas }3]1111 ’I B]'Bl(zk }3']13;13’ APBD Kab . 52;2?21:%
Kawasan Perkantoran LB.6, Blok LB.O, Umum dan
Blok 1.B.10, Blok Penataan Ruang
1.B.12, dan Blok e Perumahan dan
1.B.13; dan Kawasan
Penyediaan Fasilitas e SWP I.C pada Blok Permukiman
u Penzukung 1.C.1, Bl(?k Lc2, |APBDKab o Pekerjaan
Blok I.C.4, Blok Umum dan
I.C.5, dan Blok Penataan Ruang
LC.7. e Perumahan dan
Upaya Perlindungan Kawasan
iv Kawasan Perkantoran APBD Kab Permukiman

dari Keberadaan PKL
Liar

e Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
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e Perumahan dan

Kawasan
v Pemeliharaan Kawasan APBD Kab Perml_lklman B
Perkantoran e Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya (PL)
Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum /IPAM (PL-3)
PDAM
. Pengembangan Kawasan K_abupaten
i IPAM APBD Kab - Biak Numfor
(PT. War
Besrendi)
PDAM
Kabupaten
i Penataan Kawasan IPAM APBD Kab - Biak Numfor
(PT. War
SWP I.C pada Blok Besrendi)
I.C.7 PDAM
. . Kabupaten
iii g:ﬁﬁi‘i{‘ii‘; ?jﬁltas APBD Kab - Biak Numfor
(PT. War
Besrendi)
PDAM
. Kabupaten
v f;‘fj’:l‘vfhharaa“ Kawasan APBD Kab - Biak Numfor
(PT. War
Besrendi)
Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah /IPAL (PL-4)
e Lingkungan
Hidup
i fpe:lllbangunan Kawasan APBD Kab « Pekerjaan B
Umum dan
Penataan Ruang
e Lingkungan
Hidup
i Penataan Kawasan IPAL IS?I; L.A pada Blok APBD Kab e Pekerjaan -
o Umum dan
Penataan Ruang
e Lingkungan
. . Hidup
Penyediaan Fasilitas .
iii Pendukung IPAL APBD Kab e Pekerjaan -
Umum dan

Penataan Ruang
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Lingkungan

. Hidup
iv ﬁfﬁehhara""n Kawasan APBD Kab o Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Sub-Zona Pergudangan (PL-6)
e Perumahan dan
Kawasan
i Pembangunan Kawasan APBD Kab Perrm:lklman
Pergudangan e Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
e Perumahan dan
Kawasan
W Penataan Kawasan APBD Kab Perml.lklman
Pergudangan e Pekerjaan
SWP LB pada Blok g::lzt“;aiaﬁuang
1.B.2, Blok I.B.9, Blok
LB.10, dan Blok L.B.12 ¢ Perumahan dan
. s Kawasan
Penyediaan Fasilitas Permukiman
iii Pendukung APBD Kab R
Pergudangan e Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
e Perumahan dan
Kawasan
iv Pemeliharaan Kawasan APBD Kab Permljlklman
Pergudangan e Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Perwujudan Zona Pengelolaan Persampahan (PP)
Sub-Zona Pengelolaan Persampahan (PP)
¢ Lingkungan
Pembangunan Kawasan Hidup
i Pengelolaan APBD Kab e Pekerjaan
Persampahan Umum dan
Penataan Ruang
¢ Lingkungan
Penataan Kawasan Hidup
i Pengelolaan ISXH: LA pada Blok APBD Kab e Pekerjaan
Persampahan o Umum dan
Penataan Ruang
¢ Lingkungan
Penyediaan Fasilitas Hidup
iii Pendukung Pengelolaan APBD Kab e Pekerjaan

Persampahan

Umum dan
Penataan Ruang




Pemeliharaan Kawasan
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e Lingkungan
Hidup

iv Pengelolaan APBD Kab - - e Pekerjaan -
Persampahan Umum dan
Penataan Ruang
Perwujudan Zona Transportasi (TR)
Sub-Zona Transportasi (TR)
e APBN
* APBD Kementerian
. Penataan Kawasan Prov PT. Angkasa
i Transportasi ¢ SWP LA pada Blok « APBD Perhubungan Perhubungan |Perhubungan Pura I
1.A.3 dan Blok I.A.9; Kab (KSOP)
e SWP L.B pada Blok
LB.9, Blok 1B.12, [ i;’gsNta
Penyediaan Fasilitas Blok I.B.13, dan Kementerian
i Pendukung Kawasan Blok I1.B.14; dan * QEED Perhubungan - Perhubungan g A?gkasa
Transportasi e SWP I.C pada Blok (KSOP) a
1.C.5 dan Blok 1.C.6, |->-SWasta
i Pemeliharaa.n Kawasan * QZED ~ ~ Perhubungan PT. Angkasa
Transportasi Pura I
e Swasta
Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
e Mabes TNI
AD
e Mabes TNI
AL
e Mabes TNI
Pembangunan Kawasan AU
i Pertahanan dan APBN e Pangkalan - - -
Keamanan ¢ SWP LA pada Blok TNI AL
1.A.9; e Pangkalan
e SWP L.B pada Blok TNI AU
1.B.3, Blok I.B.4, e Kodim
Blok I.B.5, Blok Kabupaten
1.B.6, Blok I.B.7, Biak Numfor
Blok 1.B.8, Blok e Mabes TNI
1.B.9, Blok 1.B.10, AD
dan Blok I.LB.11; e Mabes TNI
dan AL
e SWPI.C pada Blok e Mabes TNI
Penataan Kawasan 1.C.2. AU
i Pertahanan dan APBN e Pangkalan - - -
Keamanan TNI AL
e Pangkalan
TNI AU
e Kodim
Kabupaten

Biak Numfor




iii

Penyediaan Fasilitas
Pendukung Pertahanan
dan Keamanan

iv

Pemeliharaan Kawasan
Pertahanan dan
Keamanan

APBN

Mabes TNI
AD

Mabes TNI
AL

Mabes TNI
AU
Pangkalan
TNI AL
Pangkalan
TNI AU
Kodim
Kabupaten
Biak Numfor
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APBN

Mabes TNI
AD

Mabes TNI
AL

Mabes TNI
AU
Pangkalan
TNI AL
Pangkalan
TNI AU
Kodim
Kabupaten
Biak Numfor
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BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
ZACHARIAS L. MAILOA

NIP. 197305008 200112 1 004



TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 39 TAHUN 2023
TANGGAL 20 JULI 2023
NTANG

TENTAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA

ZONA/SUBZONA
id kegiat| Kode | yo | KEGIATAN AI
an | KBLI
PERUMAHAN
001 [41011] 1 [Rumah Tungeal
002 [41011] 2 |Rumah Kopel
003_[41011] 3 |Rumah Deret
004 [ 41011] 4 |Townhouse
005 [ 41011 5 |Rumah Susun Sederhana
006_[41011]" 6 [Apartemen (Rumah Susun Mewah/Ti
007 | 41011 7 |Guest e
008 | 41011 8 |pavilun
009_[41011]_ 9 |Rumah Dinas
PERKANTORAN |
010 [a1012] 1 Pusat
o1t [st012] 2 Provinsi
012_|41012] 3 Kabupaten
013 | 41012] 4 |Kecamatan
014_|41012] 5 |Kelurahan
015 [41012] 6
016 | 41012] 7 |Kantor TNI dan POLRI
017 [41012] 8
018 [41012 o
019 | 41012 10 |Lembay
020 | 41012 11 |Kantor Perusahaan Swasta
TERBUKA HIJAU
021_| 9103 | 1_|Rimba Kota
022_|81300] 2 |Taman Kota
023 | 81300| 3 |Taman Kecamatan
024 | 81300] 4 |Taman Kelurahan
025_|81300] 5 |Taman RW
026_| 81300] 6 _|Taman R
027 | 81300] 7 |Pemakaman
TRUKTUR PERMUKIMAN
028 | 42101] 1_|[Jalur Peialan Kaki
029 | 42101| 2 |Jalur Evakuasi Bencana
030 | 42101| 3 |Jalur Sepeda
PERTANIAN
031 | o111 | y |Pertanian Sercalia (Bukan Padi, Ancka Kacang dan Bij-bijian Penghasil
Minvak
032 2| Pertanian Padi
033 3| Pertanian Savuran. Buah dan Ancka Umbi
034 4 Tebu
035 5 Tembakau
036 6| Pertanian Tanaman Berserat
037 7_|Pertanian Tanaman Semusim Lainnva
038 21| 8 |Pertanian Buah Anggur
039 | 0122 | 9 |Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtrois
040 | 0123 | 10 |pertanian Buah Jeruk
041 | 70124 | 11 [Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruits]
042 | 0125 | 12 |Pertanian Sayuran dan Buah Semak dan Buah Biji Kacang-kacangan Lainnya
043 | 0126 13 h-Buahan Penghasil Minvak (Oleaginous)
044 | 0127 | 14 |pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman
h. h Penyegar,
045 | o128 | 15 |Perke Tenaman g weeas
046 | 0129 | 16 |Pertanian Tanaman Tahunan Lainnva
047 | 0130 | 17 |Pertanian Tanaman Hias dan Tanaman
048 18 | Peternakan Sapi dan Kerbau
049 19 | Peternakan Kuda dan Seienisnya
050 20 |Peternakan Unta dan Seienisnya.
051 21 | Peternakan Domba dan Kambing
052 22 | Peternakan Babi
053 23 | Peternakan Ungeas
054 24| Peternakan Lainnva,
055 16 | 25 |Jasa Penuniang Pertanian dan Pasca Panen
056__| 0171 | 26 |Perburuan dan P
057 | 0172 | 27 |Penangkaran Liar
KEHUTANAN
058 | 0211 | 1 Hutan Tanaman
059 | 0212] 2 Hutan Alam
060 | 0213] 3 Hasil Hutan Bukan Kayu
061 | 0214 ] 4 Perbenihan Tanaman Kehutanan
062 | 0220] 5 dan
063_| 0230 | 6 Hasil Hutan Bukan Kavu
064_| 0240 |_7_|Jasa Penuniang Kehutanan
PERIKANAN
065 [ o031 | 1 Tkan di Laut
066 | 0312 | 2 Ikan di Perairan Darat
067 | 0313 | 3 | Tkan di Laut
068_| 0314 | 4 | Ikan di Perairan Darat
069 | aa1s | s [Penenukspan/ Pengumbin denis lan yang Diiodung danstw Termamik
070321 | 6 |Budidava Ikan Laut
0322 7| Budidava Ikan Air Tawar
0325 | 8 |Jasa Budidaya lkan Laut
0324 | 0 |Jasa Budidava lkcan Air Tawar
0325 | 10 |Budidava Ikan Air Pavau
0326 | 11 |Jasa Budidaya lkan Air Payau
076 | 0327 | 15 |Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam

Avoendiks Cites

Zona Zona
Ekosistem | Badan
Mangrove (EM) | Jalan (BJ)

Zona Zona
Badan Air| Perlind: Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) Zona Pertanian (P)
(BA) | Setempat (PS)
Tanaman
Pangan

P

Zona
Zona Kawssan | Zona
Tembanghiten | “perun Pariwisata Zona Perumahan (R)
naga
B LSk | rngustet (kPY | (W)
Kawasan Perumahan
Peruntukan Kepadatan
Industri Sedang
KPr R3

Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) Zona Perdagangan dan Jasa (K)

SPU Skala

Kelurahan

SPU-3

3|3[3[3|%(R(3|R

B[3|R[B(3|R| |3
B[B|RB(3|R| |3
B[B|RB(B|R| |3




ZONA/SUBZONA

Zona
Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ekosistem

ungan dan | Zoma Pertanian (P)
Setempat (PS) Mangrove (EM) | Jalan (BJ)

matan | Keluraha Industri

" Kecar

RTH-1 RTH-3 RTH-4

Zona Perumahan (R) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)

— U S
Kepadatan el
Rendah Seeme -

SPU-2 SPU-3

Zona Perdagangan dan Jasa (K)

Zona Lainnya (PL)

rtambangan Gas Alam dan P Tenaga P:

318

als
Bl

£

B8E

i

g 2ls H B

Pertambangan B Logam Lainnya yang Tiisk Memgandung Besh Tiak
Termasuk Biiih Logam Mulia
m
JUSTRI PENGOLAHAN
Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakar
e

2

087

YTDI
Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas
Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
Industri Pengolahan dan Pengawetan lkan dan Produk lkan

Indusiri Pengolahan dan Pengawetan lkan dan Biota Air dalam Kaleng

Industri Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya_

Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dengan
Cara Diasinkan, Dilumatkan, Dikeringkan dan Dibekukan

Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dalam
Kalen

Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran
Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnva Buah-Buahan dan Savuran

e
Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa
Sawit)

ak Mentah/Murni Kelapa Sawit (Crude Palm Ol dan Mi

i Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya
Industri s

g

03

=l=| o slslelee slelg| o
S 8 2(2(8/8|8 2(2(8| 8
2 2/8| & HEE 2|52 8

Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim
industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental

Industri Pengolahan Produk dari Susu Lain:

inva
Industri Penggilingan Serelia dan Biji-Bijian Lainnya (Bukan Beras dan
Jacunel

Industri Penggilingan Beras dan Jagung dan Industri Tepung Beras dan
Jacune

2 [l ]

5

e 27
(11911077 | 25 [imdusr Bumbu Bumbusas don Prsiul Mot L]
0| 2
(021 {1080 30 {indusr Malaman Hewn |
[0 ]

56 s Tl Baran dari Tok
(130 [ 111 30 [imdusir P Ja (ukan Penjaitan dan Pembotan P |
175120 40 [Penjahtan dan Pembuatan Pacian Sesu Pesanen |
71515 |1 [industsperengcapon Paksin vang Utsmanys Teroet e T |

o]

dus i Rajutan ds /Bordir
[ 1511 |44 imdusn Kt dn ot Komposs, Termasule penceiipan Kot B |
1512 ndustri Barang dan n Kulit Komposisi, Koper, Tas Tangan dan
isnva. Pelana dan Alat Pengekang (Harness)

13
13;
13:
13:
13:
3

37

@
8

[ oo Tndusisi Vencer, Kayu Lapis, Kayu Laminasi dan Sqenisnya
| 140 | 1622 | 49 [industri Barang Bangunan dari Kayu
16230] 50 |industri Wadah dari Kava
o

7
5
6
9

Industri Barang Lainnya dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang
Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenisnya

1701 | 52 [industri Bubur Kertas. Kertas dan Papan Kerta
In

dustri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang dan Wadah dari Kertas dan
Pavan Kertas

[ 145 | 1709 | 54 [industri Barane dari Kertas dan Papan Kertas Lainnva |
a6 [ 18|

[ 147 [18120[ 56 [Kepiatan Jasa Penunjang Pencetakan |
[148 | 1820 | 57 |ReproduksiMediaRekaman |
149 [19100] 56 [industriProduk dariBatuBara |
[ 150 | 1921 59 |industri Bahan Bakar dan Minvak Pelumas Hasil Pengilangan Minyak Bumi _|
| 1929 | 60 [industri Produk Pengilangan Minvak BumiLainnva |
[ 2011 | 61 [Industri Kimia Dasar
[ 153 [ 2012 62 [industri Pupuk dan Bahan Senyawa Nitrogen
55 | 64 [Industri Pestisida dan Produk Agroldmia Lainnva |

142

Industri Sabun dan Deterje:
Kosmetik

0 | 68 |Industri Serat Buatan
[ 160 [ 2101 | 69 [industri Farmasi dan Produk Obat Kimia

[62 [ 2211 [ 71 incusti Bn dan Vollomisran |

2 | 72 | industri Pensasapan. Remilling dan Karet Remah




Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)

W kogiat Kot | g | KEGITAN ZONA/SUBZONA
an | KBLL aman
Kelurahan
73 | Industri Barang dari Karet L
74_|industri Barang dari Plastik
75 | Industri Kaca dan Barang dari Kaca
76 | Industri Barang Refraktori (Tahan Api)
77 | Industri Bahan Bangunan dari Tanah Li
78 [industri Tanah dan Porsclen Bukan Bahan Bangunan
79 [Industri Kapur Dan Gips
80 | Industri Barang Dari Semen. Kapur, Gips Dan Asbe!
81 [ Industri Barang Dari Batu
82 [Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnva YTDL
241 | 83 [Industri Logam Dasar Besi dan Baia
242 | 84 |industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan B
176 | 251 | g |Industri Barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan, Tangki, Tandon A,
dan Generator Uan
177 | 252 | 86 |industri Seniata dan Amunisi
178_| 259 | 87 |industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam
179|261 | 88 [industri Komponen dan Papan Elektronik
180 | 262 | 89 |industri Komputer dan
181 | 263 | 00 |Industri Peralatan Komunikasi
182 | 264 | 01 |industri Peralatan Audio dan Video Blektronik
163 | 265 | op [[ndustr st Ucur, lat U, Pralatan Navigsi dan Kontrl dan Alat Ucur
184|266 | 03 |industri Peralatan Iradias: dan
185 | 267 | 94 |Industri Peralatan Fotograff dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata.
186 | 268 | 95 |Industri Media Magnetik dan Media Optik
167 | 271 | g [[ndustr Motor Listric, Generator, Transformator dan Peraiatan Pengonteol dan
188 | 272 | 07 |industri Batu Baterai dan Akumulator Listrik
189 | 273 | 08 |Industri Kabel d
190 | 274 | o [Induste Peralatan Penerangan Listrik (Termasuk Peralatan Pencrangan Bukan

Peruntukan
Industri (KP1)

Industri

Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)

ala

PU-2

Kelurah

SPU:

a

Jasa (K)

Instalasi
Pengolahan Air
Limbah (IPAL)




Zona Zona Zona Zona Zona Kawasan Zona Zona o1 Zona
Badan Air| Perlindungan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ekosistem Badan Zona Pertanian (P) ;::b:ﬂﬁ:: Pe: an Zona Perumahan (R) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) c_mz':mm Zona Perdagangan dan Jasa (K) Perkantoran Zona Lainnya (PL) Pengelolaan | Transportasi | Pertahanan dan
KEGIATAN ZONA/SUBZONA (BA) | Stempat (PS) Mangrove (EM) | Jalan (BJ) o Lt Industri (KPY) P ) Persampahan | (TR) | Keamanan (HK)
1 kogiat| ot | o
| e | v Perumaban | Perumaban | Perumaban Perdagangan | pera Pexdagangan st | instaass
Badan | Perlndungen - ERERMIEC MR remakaman (B Gl "o | pekebunan | PSRN | ko | Pusvisaa | Kepodatan | Kepadotan | Kepudatan e s Jasn Skala can Jasa Skala car Jasa Skcala| Perkantoran | Pengolahan e | Pengolahan Ac Rt
Industri Tinggi Sedang. Rendah Kota. WP SWP. Minum (IPAM) Limbah (IPAL)
B P RTH-1 BJ P-1 P- PTL KEF R-2 R- R-4 K1 K2 K3 KT PL-3 PL-4
T57 [ 775 | 100 [intusi ersatan Rumah Tansan x x x x x x x x = x x
19275 [ 101 industi Peraatan Liss Linna x x x x x x x x x = x x
193 281 | 102 |Industri Mesin untuk Keperluan Umum X X X X X X X X X X X X
19426210 103 {Ingusti esin Pertanian dan Kehutanar x x x x x x x x x = x x
195 | 2022 | 104 /28 Mo dan Pkl Mesin ik Pengeas Lo, o 0 " x " " " x| x " x " " " , - x " " " x " " x " " " x x x x
T96 [ 257301 105 | indusir Mesi et
157 2620|106 [Industr Mesin Pengaalion don Konsizaal
155 | 256250 107 [incustr Mesin Pengolahan Makanan. Minyman dan Tembalcns
1552626 [ 108 [incusr Mesin Tekstl, Pacaian Jadi dan Prodlc Kol
200 [ 2829 1109 [industr Mesin Kepertuan Khusus Lainnya
20112910 [ 110 Jndusty Kendaran Bermotor Roda Empat s Lebi
202 asaoo] 411 | Ko Koo Bt R Bt iz L dar i | - " " x x| x " x - " x . - - x - " x - - x - " x X x " x x "
e 12 | S Cadangdo o Kendraon Brmotr ot gt s = x x x = | = x x x x . x x X x x = x x X x x " " " " "
13 incusn Lokomont dan Gerbons Kerea
200 115 incusrs Furniar
208 117 incusts Perhinsan st dan Barans Seenis
115 Incustr At Musikc
20 115 incusts Alat labrags
121 Jincuste Peralatan Kedolderan dan Kedokteran Ofg sera
FIE] 122 [industs Pensolahan Lainnva YTOL
214 123 |Revarasi Produk Logam Pabrikasi S —— « ( x (x4 X [ X [ x @ x [ x [ r [ x ( x [ x (! x ' x [ x [ x [ X ' x | x ' X [ X | <  x |
315 124 | ReparseiMesin TLram | Tmam | TLmm TLram | Tmam | Tiam
216 125 | ReparastPeraatan Eicizoni dan ot 21 | T | Tt T 2.1 | mam | TLTam
217 126 | ReparasiPeraatan Lstrl T2 Ts | TLrats | TuTaTs T,am | M | T
219 128 |Reparasi Peralatan Lainnya (Alat Rumah Tangea dll) T1,72, T3 T1, T2, T3 T1, T2, T3 T1,72, T3 T1, T2, T3 T1, T2, T3
En 125 [instolas Perasangan esin dan Peraiaan Industs
PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DA UDARA BINGIR
3511 | 1 _|Penvediaan Tenaga Listrik | x I x [ x [ x [ x [ x] x [ x [ x | x | 1 I T x| x T x| x I x x T x I x T x I x I x x| x T x T x T x I x x
3512 | 2 |Penunjang Tenaga Listrik | x [ x [ r2 | T2 | 712 | T2 | x [ x | 12 | 12 | 1 I T [ 72 | x I x| x [ T2 | T2 | T2 | T2 | 2 | 2 | T2 | T2 | T2 | T2 I ™ | T2 | 12 | T2
3520 | 3 |Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan | x x [ x [ x | x| x| x = [ x | x| 1 I T —x x I x T x I x T x I x I X I B3 I X I X I x I X I X I X I X I E3 [ X
224 | 3530 | 4 |Pengadaan Uap/Air Panas. Udara Dingin dan Produksi Es | x T x [ x | x | x| x| x = [ x [ x | T [ T | x [ x [ x [ x | x [ x [ x [ x [ X [ x | 3 [ x [ 3 [ X [ X [ X [ X
A, AR LIBAR, DAR DAN AKTIVITAS REMEDIASE
EETIn Peniernhan dan Penvaloran Air M 3 2 T x
so002] 2 dan Penvaluran A Baio x T x
36003| 3 |Aktivitas Penuniang Treatment Air T2 T2 T2
37011] 4 [P Air Limbah Tidak Berbahava T2 T2 T2
s702] 5 Air Cimbai Berbahava
5702116 [ Tecatment dan Pembuangan Ai Linbah Tiak Derbahava
57022] 7 [ Txcatment dan Pembusngan Al Limbah Berbaha
56110 s Ir Limbah dan Sampah Tidsk Berbahays
38120 o [r Limbal Berbahaya
3821 | 10 |Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahava 2 2 T2, T3 T2, T3 12, T3
552201 11 [ Tecatment dan Pembuansan Limbah Berbaaya x x x x x
5550 [ 12 Pemulinan Materia 2 x x x x
39000] 15 [ Ativias Remedias dan Pengelolaan Limbal dan Sampah Lannya x x x x x
238 41013| 1 |Konstruksi Gedung Industri = =
239 41014| 2 |Konstruksi Gedung Perbelaniaan X T2 =
240 | 41015| 3 |Konstruksi Gedung Kesehatan T2
201 [41016] s Konsiruiai Getung Pendiican T2
292 [31017] 5 {Konstruksi Gedune Pensinapan
243 | 41018] 6 |Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga T2 T T kx T
244 | 41019] 7 |Konstruksi Gedung Lainnya T2
235 [ 41020] " | sasa Pekeriaan Kool Prapabricast Bamgunan Geguns = x x T2 x
236 | 4210 |0 [ Konsiruls Jolan dan Joan el = x x ™ T | T | T | T,m 1m0 11,8 minms| mes | mms | mms | mms | mme 2,5 7,1
557 [ a01] 10 keastasl mea ieas don D 2 T T 2 2 ™2 T T2 ™ Tma | mom | mom | mom [mmmes|mmres|mmmes| Tres | mres | mams | mars | tars | mms | mms | mwms | mms | me 2.7
245 [42202]" 11 | Konsirukai Bangunan Siph Pengolahan Ax Bersi x x x T T8 [mmE[ % x x x x = 2,735 | 2135 | TTen E: i 2.8 2,73
205 saa0a] 1z [{onstrsBangunan S Prsarana dan S S enslaar it | x " " x x| x " x x x " PO I " x " x " x " " " x " ; " " o "
750 [ 37507 15 [ Konstruks: Bonsunan Sl el 2 .1 X |mmme|Tmme| e s | @ | 195 | 8 T8 x
251 42205| 14 |Konstruksi Bangunan Sipil untuk Prasarana Ti t 3 5 T2, T1,T2,B 1,T2,B | T1,T2,T3,B| T1,T2,T3,B| T1,T2, T3, B T2,T3,B 5 T3, , T3, , T3, 5 T3, 3 X
252 | 42206] 15 |Konstruksi Sentral 3 1 T2, T1,T2,B 1,T2,B | T1,T2,T3,B| T1,T2,T3,B| T1,T2,T3, B T2,T3,B , T3, , T3, , T3, ) T3, 3 T2, T3
255 (32207 16 {pembustan/Penseboran Sumor A Tanal : 2,5 TL.T2.B 1.72,0 | T1,712,10,5| T, 12,19,8| TL.12,19,5] 2,105 | Ta.m, 5, .7, T35 | Tatep | mms | mms | mme 3 2,70
254 | 42209 17 |Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya 3 5 T2, 1,7T2,B X X X 2 T3, . T3, , T3, . T3, T2,7T3,B T2,73,B T2,7T3,B T2,7T3,B 3
255 4291 | 18 |Konstruksi Bangunan Sipil Lainnva 3 2 T2, T T T1,72,T3,B| T1,72,73,B| T1,72,73,B , T3, L T3, . T3, 5 T3, 3
256 4292 | 19 |Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnva T2,B , T2, T1,T2,B T1,T2,B | T1,T2,T3,B| T1,7T2,T3,B| T1,T2,T3,B .3 X .3 .3 3
757 [ 92930] 20 | Jasa Peerian Konstrus Prapsbrikos Barganan Sl 2.8 2, x x x x % x F3 :
2 don Penyiapan Lahan X 2, T T T2 [71,72,715,8( 11,712,108 1,72, 108|123, x x x 2,198 :
259 [ 5521 | 2 [instlas Sisem Kelsrikan T 2 72,5 | 125 | 0,125 | 0,728 |T0.12,70,8| T0.712,10,5| TL.12,79,5] 21,5 | 12,198 | 12198 | 2198 | Tamp | Tames | mams | mams | mme . 2,73
260 | 9522 | 2 [ nstalast Saturan Air (Plambing, Pemanas dan Pendingin 2 2, x x x T3, | 71,72,73,8] 11,72,13,8] 11,72,10,8 | 71,12,13,8 :
761 | 5929 | 24 [instaasi Konsirks Loinnve T8 [ Tima T2 T2 T2 [15,72,10,8 1,72,10,8 1,72, 10,8 Tamas | T8 | T | T | T 3
262 [ 4350 | 25 | Penveiesaian Konsirlst Banguman 2.5 [ T8 TLr25 | TLT25 | 10158 |T172.75.8] 1L 205,5 | 11,72, 15.5] TaT5,5 | T1,72,75,5| T1,12,5,8] 71, 12,73,5 [ 71, 12,73,5 . x
265 [ 5590 | 26 {Konsirusi Kusus Lainava T [T x x x x = T3, | 11,72,73,8] 1,72,72,8] 11,72, 10,8 71, 72,70, :
BESAR DAN ECERAN; REFARASI AN SOBIL DAN SEFEDA MOTOR
555 [ 9510 | 1 [perdasansan vobi = = 3 = = X T x = F3 = = F3 = ¥ [ nno [ nnn | nen = F3 = i i i T F3 = F3 = = = ™
65| 520 | 2 | Reperasi dan Porovean Mobi x x x x x x [ x x x x x x x X [ mmm [ wmm | x x x T 1 1 T x x x x x x 1
266 4530 | 3 |Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil X X X X X X X X X X X X X X T1,T2, T3 T1,T2, T3 T1,T2, T3 X X X I I 1 I X X X X X X T2
267 | 4540 | 4 |Perdagangan Reparasi dan Perawatan Scpeda Motor dan Perdagangan Suks x x x x x x x x x x x x x x 11,712,183 | T1,72,T3 | T1,72,13 x x x 1 1 1 1 x x x x x x T2
765 | 96100] 5 | Perdagangan Besar Atas Dasar Bl Jasa (Fc]atan Konizak = = x x = x | x x 3 = x 3 = = = x = x 3 = i i i i 3 = 3 = = = ™
269 4620 | 6 |Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x 1 1 1 1 X X X X X X T2
270 4631 | _7_|Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian X X X X X X X B3 X X X B3 X X X B3 X X X X 1 1 1 1 X x X X X X T2
271 | auna | o [FeineansanBesar B Wakaan dan Mirumon i et 21 " - " " - = | x " x - " x - x - x " " x - , ; . . x x x " x x -
772 | 7635 | o |Perangangan Besar Vakaman dan Mimumman Laionya dan Tembalcan ™
273 4641 | 10 |Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki T2
275 [ 56930] 12 [Perdagangan Besar Alat Folograh dan Barang Opi ™
776 [ 564 [ 15 {Perdagangan Besar Farm, bat, dan Kosmeti T
277 4649 | 14 Besar Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya T2
275 [ 4651 | 15 [Peraasangan Besar Kompuer, P Komputerdan Pirami Donak T2
270 | ausa | 10 |Feineansan Boar S Cadans it dan Pt Tekomonitast | " " " " x| x " x x x " " " " " X x x " p . . . " " " " " " 2
380 [ 76530] 17 [ Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perenglapan Pertamian = = x x = x| x x * = x F3 = = = F3 = x * = i i i T F3 x * = = = )
281 4659 | 18 |Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1 1 1 1 X X X X X X T2




Zona
Zona Zona . Zona 2o Zona

Badan Air| Perlindungan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) tukan Zona Perumahan (R) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) Zona Perdagangan dan Jasa (K) Zona Lainnya (PL) Pengelolaan

KEGI ZONA/SUBZONA (BA) Setempat (PS) w) Persampahan
id_kegiat| Kode IATAN (PTL

i Rimba Kota |, 1amai aman alur rumahan 3 a SPUSkala | SPU Skala §
Kecamatan Kelurahan " o Kecamatan  Kelurahan
RTH-1 RTH-3 RTH-4 [ xer | SPU-2 SPU-3 C

[ 387 [ 4661 | 1o |Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI
46620 Perdagangan Besar Logam dan Biiih Logam
| 21 |Perdagangan Besar Bahan dan Perlengkapan Bangunan

0
> |Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam, Mineral Radioakt, Zat Radioaktif
5

283
284
285 e i P

dan Pembanekit Radiasi Peneion

‘erdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia

i

287 mm Perdagangan Besar Produk Lainnya Termasuk Barang Sisa dan Potongan
vTDL

288 | 4690« Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
289 6 Tir2ms |

[s7] 27 [supermarkee | [ T1,12,73 | 1,712,718 |

o1 [47111

[ 292 [ 47192] 20 [Toko Baran Kelontonz
47191 Toserba (Department Store]
[ [ 731 [ o1 etnee e e et e it e a7 [mms|[=mE]
32 hol mmmm
[=ra, 730]

sly
8|8
218

Perdagangan Eceran Khusus Furnitur, Peralatan Listrik Rumah Tangga,
Peralatan Penerangan dan Peralatan Rumah Tangga Lainnya di Toko

Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang, Dalam Travek

- lainnve

erkotaan dan Wisata untuk Penumpang | 2,713 | | Ttz [ r2 [ 12 [ 1 |
arang
dan Peny a
ik Penumpang

12 [ Anslctan Laut Luar Negers untat Barans |

ke
g
14| Angkutan Sungai, Danau dan Penveberangan untuk Barang
Angkcutan Udara untuk Kargo
Pergudangan dan Penvimpanan
Altivitas Bounded Warchousing atau Wilayah Kawasan Berlkat
Penvimpanan Minvak dan Gas Bumi

Penyimpanan yang Terma carally Occuring Radioactve Material
Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya

Aktivitas Pe an

(Norm)

Aktivitas Terminal Day
tivitas Pent Ang
tvitas Pels

tan Jalan Rel Pe
Udara untu

B3

e suk Dalam Naturall foactive Materi
Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan (On Street Parking]

| 29 [Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking]
Al uniang Anglutan Darat Lainnva.

Al lavanan Kepelabuhanan Laut

Altivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau

Altivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penycberangan

38

)
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM

[HotelBintang1s ]

[HotelMela ]

4

[55000] 12 [Rumahkost ]
[ 55900]
[Restoran ]

\an/Minuman Keliling

untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Jasa
iode Tertentu
Rumah Minuman (Cafel
371 | 56304 Rumah/Kedai Minuman




Perlindungan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
NA Setempat (PS)
id kegint| Kode | o | KECIATAN ZONA/SUBZO)
an KBLL ‘aman
Kelurahan
372 | 56305 22 |Penvediaan Minuman Lainnva (Kedai Obat Tradisionall
1 DAN KO 1
Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah dan Terbitan Lainnya (Media Cetak)
Penerbitan Piranti Lunak (Software)
Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televist
Aktivitas Perckaman Suara dan Penerbitan Musikc
Penviaran Radio
Aktivitas Penviaran dan Televisi
Altivitas i dengan Kabel
Altivitas Tanpa Kabel
1 Aktivitas i Satelit
382 Aktivitas i Lainnya
383 Akivitas Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDT
384 Aktivitas Pengolahan Data, Hosting dan Kegiatan YBDI; Portal Web
385 Altivitas Jasa Informasi Lainnva
AS KEUANGAN DAN ASURANST
386 Bank Sentral
387 Bank Unum
388 Bank Perkreditan Rakvat dan Bank Pembiavaan Rakvat Svariah
389 erasi Simpan Piniam
390 Lembaga Ke Miks
391 Perantara Moneter Lainnva
392 | Aktivitas Perusahaan Holding
393 Trust, Pend: [dan Entitas Keuangan Seienis
394 Jasa Keuangan (OJKI
395 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
39 biayaan
397 Pergadaian

Zona
Zona Zona Zona Kawasan |  Zona
Zona Pertanian (p) | Pembangkitan | “200 (IR | L ant Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)

Tenaga Listrik
en) Industri (KP1)

dan Jasa (K) Zona Lainnya (PL) Pengelolaan | Transportasi | Pertahanan dan
Persampahan | (TR) | Keamanan (HK)

Zona
dan
Campuras
Mangrove (EM) | Jalan (BJ) =@
Kawasan < Instalasi
3 Pengolahan Air S
Industri Limbah (IPAL)




Tan
398 | 6493 | 13 |Perusahaan Modal Ventura
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
M

400

)
Alctivitas Jasa Keuanzan Lainnya YTDL. Bukan Asuransi dan Dana Pensiun
Reasuransi dan Peniaminan Ulang

Altivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana
Pensiun

Akivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Jasa Pengolahan U

Rupiah pada Automated Teller Machine (TM), Cash Deposit Machine (CDM),
Cash Recycling Machine (CRM) dan/atau Mesin Transaksi Uang Rupiah Tunai

Zona
Zona Zona Zona Zona Pe Zona Zos Zona
Badan Air| Perlindungan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ekosistem Badan Zona Pertanian (P) tukan Zona Perumahan (R) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) Zona Perdagangan dan Jasa (K) Zona Lainnya (PL) Pengelolaan
KEGIATAN ZONA/SUBZONA (BA) | Setempat (PS) Mangrove (EM) | Jalan (BJ) ot W) (T) Persampahan
id_kegiat| Kode R =
KBLI Taman ‘aman r e an S| si kala SPU Skala i
Rimba Kota | oo matan NKeluraaty 5 Egzitm " | Kecamatan | Keluraan R
s Industri " Rendah S
RTH-1 | RTH3 | RTH4 spu2 spua :
6495
[ o5t |
5

TEKNIS

tas Hukum
tas K at
s nis
Penclitian dan Pengembangan llmu Pengetahuan Alam dan llmu Teknologi
dan Rekavasa
Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora
Penelitian Pasar dan Jajak Pendapat Masyarakat
Aktivitas Profesional, limiah dan Teknis Lainnva YTDL
Altivitas Keschatan Hewan

AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA

Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk
dan Seienisnv:

Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi
dan Rumah T:

Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan
dan Barane Berwuiud Lainnva.

Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak,
Cinta

tvitas Peny

n  Opsi
Aktivitas Penempatan Tenaga Keria

Ak wediaan Tenaga Keria Waktu Tertentu

Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya
Manusia

[ 441 |80100] 14 [Aktivitas Keamananswasta |
80200
Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan
Jasa Penveleneeara Event Khusus

Aktivitas Jasa Penuniang Usaha YTDL
| | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJTE
|1 [Kegiatan Administrasi Pemerintahan

Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan,
Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial

Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan
Bisnis
Hubungan Luar Negeri
Pertahanan dan Keamanan
Ketertiban dan Keamanan Masvarakat

7__|Jaminan Sosial Waiib_
N

[ 81| 1 [pendidikan Anak UsiaDiniDenDasar |
4
DAN AKTIVITAS SOSIAL

Akivitas Kiinik Pemerintah
Aktivitas Rumah Sakit Lainnya_
Aktivitas Praktik Dokter

tas Praktic Dolcter S,

tas Praktik Dolcter Gigi
Aktivitas Pelavanan Kesehatan Manusia Lainnya
| Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan
(Aktivitas Sosial i dalam Pant untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan
Mental dan Penvalahgunaan Obat Terlarang
Altivitas Sosial Tanpa Akomodasi untuk Lanjut Usia dan Penyandang
Disabilitas

585 | 13 | Aktivits Sosial Tanpa Akomodasi limnva
NIAN, )AN REKREAST




Zona Zona Zona Kawasan

Zona
Zona
Pembangkitan | "\ yukan | Pariwisata Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)

Zona Zona Zona
Perlindungan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Zona Pestanian (7) | PO m"’"‘n © 2 dan Jasa (K) Zona Lainnya (PL) Pengelolaan | Transportasi | Pertahanan dan
— ZONA/SUBZONA Setempat (P8) Mangrove (EM) | Jalan (BJ) g Listik | 1 e pura Persampahan | (TR | Keamanan (5K)
id_kegiat| Kode | yo
an | KBLI Kawasan Instalasi
 Kelurahan . e Pengolanan Air R
Industri Limbah (IPAL)
RTH.1  RTH3 | RTH4 PL4
500 | 1 [ Aitivitas Hiburan, Kesenian, dan Kreativitas | x | TiLT2T8 |T1,72,78| T1,72,78|T1,72,73] X | L x| T x | x | x| 1 x | x | x | =x | x | x |
101 | 2 dan Arsip
102 | 3 |Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Berseiarah
103 |4 |Kebun Binatang. Taman Botani dan Cad: L | 71,7278 |T1,72,73[ 71,72, 73| T1, T2, T3]
311 [ 5 Fasilitas Olahraga
482 9312 | 6 |Aktivitas Klub Olahraga
483 9319 | 7 |Aktivitas Lainnva vang Berkaitan d Olahraga
484 | 9321 | & |Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan
485 9322 | 9 |Dava Tarik Wisata Alam
486 9323 | 10 |Dava Tarik Wisats Manusia
487 | 9324 | 11 [Wisata Tirta
485 | 9320 | 1 |Aktiitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL (kiub malam, Karaoke, usaha
e na. diskotek)
AKTIVITAS JASA LAINNYA
489 | 9411 | 1 [Aktivitas Oreanisasi Bisnis dan Pengusaha
490 9412 | 2 |Aktivitas Organisasi Profesi
491 94200 3 |Aktivitas Or
492_| 0491 | 4| Aktivitas Organisasi K
9492 5__|Aktivitas Organisasi Politik
9499 | 6 |Aktivitas Organi Lainnya YTDL
951 | 7 i Komputer dan Alat Komunik
952 | 8 _[Reparasi Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga.
961 9 k Perorangan untuk Kebugaran, Bukan Olahraga
498 962 10 | Aktivitas Penatu
499 | 969 | 11 |Aktivitas Jasa Perorangan Lainnva YTDL
AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI
500 | 970 | 1 [Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Ketja dari Personil Domestik
501 | os1 | o |AKiivitas yang Menghasilkan Barang olch Rumah Tangga yang Digunakan
untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri
s02 982 | 3 |Aktivitas yang Menghasilkan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk
Memenuhi Kebutuhan Sendiri
'AS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA
503 | 990 | 1 [Aktivitas Badan ‘Badan Ekstra onal L

Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (sesuai dengan peruntukan ruang yang,
direncanakan)

Pembatasan pengoperasian kegiatan, yaitu pembatasan waktu beroperasinya suatu
kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk
kegiatan tertentu yang diusulkan

Pembatasan I Ksimum kegiatan di dalam sub; didalam

yang ada di blok tersebut

Pembatasan jumlah Kegiatan sejenis, jika Kegiatan yang
diusulkan telah ada dan mampu melayani kebutuhan, serta belum memerlukan tambahan

Pengenaan penyediaan PSU sesuai dengan kebutuhan lokasi (tempat parkir, taman /RTH,
memperlebar pedestrian, dll)

‘yang tidak di (tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang
irencanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di
sekitarnya)
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PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
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TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN,
DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG
Zona Badan Air dengan kode BA

Sub-Zona Badan Air dengan kode BA

L]

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum -

koefisien lantai bangunan (KLB) minimum -

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum -

koefisien dasar hijau (KDH) minimal -

luas kaveling minimum -

koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

0 |0 a0 o

koefisien wilayah terbangun (KWT) -
maksimum

II | Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum -

garis sempadan bangunan (GSB) minimum -

jarak bebas antar bangunan minimal -

jarak bebas samping (JBS) minimum -

jarak bebas belakang (JBB) minimum -

=0 oo |oe

I Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
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Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

]

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1 (nol koma satu)

koefisien dasar hijau (KDH) minimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil

luas kaveling minimum -

koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

o oo o

koefisien wilayah terbangun (KWT) -
maksimum

II

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum 6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai

garis sempadan bangunan (GSB) minimum -

jarak bebas antar bangunan minimal -

jarak bebas samping (JBS) minimum -

jarak bebas belakang (JBB) minimum -

=00 o

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. prasarana minimal yang meliputi:

1) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan
dilengkapi dengan jebakan air atau sedimen trap untuk mempermudah pemeliharaan sebelum run off (air limpasan
permukaan) dari jalan memasuki badan air pantai/laut dan/atau badan air lainnya;

2) jaringan jalan dan jalur pedestrian sepanjang tepian pantai dengan lebar minimum sesuai standar teknis peraturan
perundang-undangan yang berlaku; dan

3) jaringan utilitas berupa listrik dan telekomunikasi.

b. sarana minimal yang meliputi:

1) bangunan prasarana sumber daya air berupa sarana pengamanan sungai berupa tanggul (apabila memenuhi syarat
kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan pagar pengaman;

2) jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait;

3) jalur evakuasi bencana;

4) sistem peringatan dini; dan
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Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

‘ 5) penanda/rambu-rambu.

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 5% (lima persen) dari luas persil
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1 (nol koma satu)
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari luas persil
d.| luas kaveling minimum -
e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) -
maksimum
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai
b.| garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 10 (sepuluh) meter
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum -
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. prasarana minimal terdiri atas:

b. sarana minimal terdiri atas:

2) shelter/gazebo;
3) memiliki titik kumpul evakuasi; dan
4) pos jaga.

1) jalur pejalan kaki dan jalur sepeda berupa jalan setapak dengan material alami dan bersifat mampu menyerap air; dan
2) saluran drainase alami terbuka yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya.

1) memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat;
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Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,4 (nol koma empat)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari luas persil

d.| luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) -

maksimum

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 8 (delapan) meter atau maksimum 2 (dua) lantai

b.| garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.

c. | jarak bebas antar bangunan minimal S (lima) meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum -

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum -

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. prasarana minimal yang meliputi:

1) jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, jogging track, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot
lansekap, petunjuk arah dan informasi taman;

2) jalur sepeda diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir;

3) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan
dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan
sebagai sumber air siram taman;

4) jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan, pedestrian dan air bersih; dan

5) jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola
pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.

b. sarana minimal yang meliputi:
1) shelter bus wisata, halte angkutan umum,;
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Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3

pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas lahan;
fasilitas toilet pria, toilet wanita;

fasilitas pusat informasi pengunjung;

aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, dan lot parkir sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas
bagi penyandang disabilitas;

6) memiliki titik kumpul evakuasi; dan

7) fasilitas keamanan pos jaga.

g

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,2 (nol koma dua)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari luas persil

d. | luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) -

maksimum

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai

b.| garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.

c. | jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter

d.| jarak bebas samping (JBS) minimum -

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum -

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. prasarana minimal yang meliputi:
1) jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, jogging track, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot
lansekap, petunjuk arah dan informasi taman;
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Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

2) jalur sepeda diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir;

3) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan
dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai
sumber air siram taman;

4) jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan

5) jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola
pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.

b. sarana minimal yang meliputi:

1) shelter bus wisata, halte angkutan umum;

2) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas lahan;

3) fasilitas toilet pria, toilet wanita;

4) fasilitas pusat informasi pengunjung;

5) aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp dan lot parkir sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas
bagi penyandang disabilitas;

6) memiliki titik kumpul evakuasi;dan

7) fasilitas keamanan pos jaga.

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil
b.| koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1 (nol koma satu)
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 85% (delapan puluh lima persen) dari luas persil
d. | luas kaveling minimum -
e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) -
maksimum
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai
b.| garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;,
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2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter
jarak bebas samping (JBS) minimum -
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. prasarana minimal yang meliputi:
1) jalan akses melalui jalan kolektor;
2) jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, dan petunjuk arah;
3) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan
dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai
sumber air siram taman;
4) jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan jalur pedestrian; dan
5) jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola
pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
b. sarana minimal yang meliputi:
1) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor;
2) fasilitas toilet pria, toilet wanita;
3) fasilitas kantor pemakaman; dan
4) fasilitas keamanan pos jaga.

Al

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum -
koefisien lantai bangunan (KLB) minimum -
koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum -
koefisien dasar hijau (KDH) minimal 100% (seratus persen) dari luas persil
luas kaveling minimum -
koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

o alo ot




g. | koefisien wilayah terbangun (KWT) -
maksimum

II | Ketentuan Tata Bangunan
ketinggian bangunan (TB) maksimum -
garis sempadan bangunan (GSB) minimum -
jarak bebas antar bangunan minimal -
jarak bebas samping (JBS) minimum -
jarak bebas belakang (JBB) minimum -
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
jogging track dan kegiatan lainnya pada jalur hijau sempadan jalan pejalan kaki;

menggunakan aksara (tipografi) lokal untuk sign letter;

menyediakan sarana olahraga atau seperti lapangan olahraga, skateboard, dll pada jalur hijau;

menyediakan tempat duduk dan/atau meja;

menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian
sementara;

menyediakan area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lain sebagainya) dengan material
ramah lingkungan /berpori (porous/permeable material); dan/atau

g. menyediakan ubin pengarah (tactile paving) untuk kaum difabel pada jalur hijau.

=S|o a0 o

I

P o

=

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM

Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil
koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,3 (nol koma tiga)
koefisien dasar hijau (KDH) minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas persil

luas kaveling minimum -
koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
koefisien wilayah terbangun (KWT) -
maksimum

II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum | 10 (sepuluh) meter atau maksimum 3 (tiga) lantai

ole oo o|p
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Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
jarak bebas antar bangunan minimal 10 (sepuluh) meter
jarak bebas samping (JBS) minimum -
jarak bebas belakang (JBB) minimum -
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. prasarana minimal yang meliputi:
1) jaringan jalan lingkungan/lokal;
2) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
3) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan
sesuai dengan hierarkinya;
4) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan
hierarkinya,;
5) penerangan jalan;
0) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
7) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai
peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
b. sarana minimal yang meliputi:
1) halaman atau pelataran bersama; dan
2) plaza/gazebo.

=1I RI=Nie]

I

Zona Badan Jalan dengan kode BJ

Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum -
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum -
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal -
d.| luas kaveling minimum -
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Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) -
maksimum
IT | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum -
b.| garis sempadan bangunan (GSB) minimum -
c. | jarak bebas antar bangunan minimal -
d.| jarak bebas samping (JBS) minimum -
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
ZONA BUDI DAYA
Zona Pertanian dengan kode P
Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1
I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1 (nol koma satu)
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas persil
d. | luas kaveling minimum -
e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) -
maksimum
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai
b.| garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 5 (lima) meter
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Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum S (lima) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. prasarana minimal yang meliputi:

1) jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani;

2) jaringan irigasi;

3) perbaikan kesuburan tanah dan/atau konservasi tanah dan air;

4) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai

dengan hierarkinya; dan

5) jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya.
b.sarana minimal yang meliputi penyediaan sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin

pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi.

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1 (nol koma satu)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 85% (delapan puluh lima persen) dari luas persil

d.| luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) -

maksimum

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai

b.| garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.

c. | jarak bebas antar bangunan minimal 5 (lima) meter

d.| jarak bebas samping (JBS) minimum S (lima) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter
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III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. prasarana minimal yang meliputi:
1) jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani;
2) jaringan irigasi;
3) perbaikan kesuburan tanah dan/atau konservasi tanah dan air;
4) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan
sesuai dengan hierarkinya; dan
5) jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya.
b. sarana minimal yang meliputi penyediaan sarana produksi perkebunan meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan
mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi.
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL
Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL
I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,4 (satu koma empat)
c. | Koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil
d. | luas kaveling minimum -
e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) -
maksimum
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 (sepuluh) meter atau maksimum 2 (dua) lantai
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 6 (enam) meter; dan
3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c. | jarak bebas antar bangunan minimal S (lima) meter
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 4 (empat) meter
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 4 (empat) meter

III

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
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Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL
jalan minimal dapat dilalui pemadam kebakaran;

jalan minimal adalah jalan lokal;
jalan memiliki akses pada TES dan TEA;
prasarana lingkungan, berupa:

poop

1) tempat sampah untuk sampah basah dan sampah kering;

2) saluran drainase;

3) pos penjaga;

4) pusat informasi;

5) pengolahan limbah setempat; dan
6) tempat penampungan sementara.

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50% (lima puluh persen) dari luas persil

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1 (satu)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 40% (empat puluh persen) dari luas persil

d. | luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) -

maksimum

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 (dua belas) meter atau maksimum 3 (tiga) lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 6 (enam) meter; dan
3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.

c. | jarak bebas antar bangunan minimal 6 (enam) meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum S (lima) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum S (lima) meter
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Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. persyaratan penggunaan ruang:
1) setiap kavling harus mengikuti ketentuan Benefit Cost Ratio (BCR); dan
2) fasilitas penunjang dapat berupa Kantin, Guest House, Tempat Ibadah, Fasilitas Olah Raga, Wastewater Treatment Plan
(WWTP), Gardu Induk, Rumah Telkom dsb.
b. prasarana minimal yang meliputi:
1) jaringan jalan;
2) untuk tercapainya aksesibilitas di mana ada jalan primer dan jalan sekunder (pelayanan);
3) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
4) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai
dengan hierarkinya;
5) hidran kebakaran;
6) sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
7) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan
hierarkinya;
8) penerangan jalan raya dan trotoar;
9) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
10) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai
peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
11) jalur pejalan kaki (trotoar):
a) jalur pejalan kaki di tepi jalan dengan luas minimum 1,5 meter;
b) aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas
bagi penyandang disabilitas;
c) dilengkapi fasilitas street furniture.
c. sarana minimal yang meliputi:
1) ruang terbuka hijau minimal berupa jalur hijau, taman dan perimeter;
2) ruang terbuka non hijau berupa trotoar dan ruang parkir;
3) memiliki titik kumpul evakuasi;
4) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
5) fasilitas toilet pria, toilet wanita;




Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

6) tempat ibadah;
7) shelter angkutan umum; dan

8) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.

Zona Pariwisata dengan kode W

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,4 (nol koma empat)
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 50% (lima puluh persen) dari luas persil
d. | luas kaveling minimum -
e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) -
maksimum
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 9 (sembilan) meter atau maksimum 2 (dua) lantai
b.| garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
3) GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 4 (empat) meter
d.| jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter
IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. prasarana minimal yang meliputi:
1) jaringan jalan;

2) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

3) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai

dengan hierarkinya;

4) sistem jaringan dan pengolahan limbah komunal skala kawasan;
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Sub-Zona Pariwisata dengan kode W

S5) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan
hierarkinya;
0) penerangan jalan raya dan jalur pedestrian;
7) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
8) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai
peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
9) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil;
10) penempatan kran kebakaran harus mudah dilihat dan dicapai oleh mobil pemadam kebakaran, sesuai dengan peraturan
yang berlaku mengenai tata cara perencanaan bangunan lingkungan;
11) tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off-site);
12) jalur pejalan kaki:
a) lebar minimal untuk jalur pejalan kaki 1,5 meter;
b) aksesibel untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, dan lot parkir sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas
bagi penyandang disabilitas; dan
c) dilengkapi dengan fasilitas pendukung pejalan kaki berupa drainase, jalur hijau, lampu penerangan, tempat duduk,
pagar pengaman, tempat sampah, rambu-rambu, papan informasi wisata, dan jalur sepeda.
.sarana minimal yang meliputi:
1) ruang terbuka hijau berupa RTH dan ruang terbuka non hijau berupa lahan parkir, plaza, koridor, buffer, tempat bermain;
2) memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan;
3) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
4) fasilitas pusat informasi turis, tempat ibadah, dan toilet;
S5) fasilitas toilet pria, toilet wanita;
6) hidran kebakaran;
7) shelter angkutan umum/pariwisata;
8) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; dan
9) fasilitas parkir kendaraan:
a) setiap bangunan di kawasan pariwisata diwajibkan menyiapkan lahan parkir; dan
b) fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa yang diizinkan di kawasan pariwisata dianjurkan menggunakan
off street parking (parkir diluar badan jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah
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Sub-Zona Pariwisata dengan kode W

penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan,

keselamatan serta kenyamanan.

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 3,0 (tiga koma nol)
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil
d. | luas kaveling minimum 70 (tujuh puluh) meter persegi untuk perumahan formal/non swadaya
e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) -
maksimum
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 18 (delapan belas) meter atau maksimum S (lima) lantai
b.| garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 4 (empat) meter untuk bangunan tunggal dan sebesar 4 (empat) meter per-blok
untuk rumah deret sepanjang 50 (lima puluh) meter
d.| jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter untuk rumah kopel dan tunggal
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter untuk rumah deret dan sebesar 2 (dua) meter untuk bangunan
tunggal
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. prasarana minimal yang meliputi:

1) jaringan jalan utama menuju kawasan perumahan berkepadatan tinggi;
2) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil;
3) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
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Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

4)

S)
6)

7)
8)

9)

sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai
dengan hierarkinya;

sistem jaringan dan pengolahan limbah komunal skala kawasan;

untuk rumah tanah, setiap rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling atau tersedia bak septik
komunal,

tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site);
sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan
hierarkinya,;

penerangan jalan dan jalur pedestrian;

10) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
11) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai

peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.

.sarana minimal yang meliputi:

1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

ruang terbuka hijau berupa taman bermain;

ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 (dua) atau berlantai 1 (satu) atau lebih wajib menerapkan konsep
“pekarangan hijau”;

ruang terbuka non hijau berupa lapangan olah raga skala kecil dan lahan parkir;

hidran kebakaran;

tempat sampah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas
dengan metode angkut tidak tetap;

penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RW, kelurahan dan kecamatan,;

halte angkutan umum;

memiliki titik kumpul evakuasi;

taman lingkungan;

10) tempat ibadah;

11) balai warga;

12) pos keamanan;

13) TK dan SD;

14) shelter angkutan umum; dan

15) fasilitas kesehatan minimal sekelas Puskesmas, Poliklinik, dan Bidan.
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Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,2 (satu koma dua)
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil
d. | luas kaveling minimum 70 (tujuh puluh) meter persegi untuk perumahan formal/non swadaya
e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) -
maksimum
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 9 (sembilan) meter atau maksimum 2 (dua) lantai
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 4 (empat) meter pada salah satu sisi untuk rumah kopel dan sebesar 4 (empat)
meter untuk bangunan tunggal
d.| jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. prasarana minimal yang meliputi:
1) jaringan jalan utama menuju kawasan perumahan berkepadatan sedang;
2) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil;
3) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
4) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai
dengan hierarkinya;
5) sistem jaringan dan pengolahan limbah komunal skala kawasan;
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Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

6)

7)
8)

9)

untuk rumah tanah, setiap rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling atau tersedia bak septik
komunal;

tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site);
sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan
hierarkinya;

penerangan jalan dan jalur pedestrian;

10) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
11) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai

peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.

.sarana minimal yang meliputi:

1)
2)

3)
4)
S)

6)
7)
8)
9)

ruang terbuka hijau berupa taman bermain;

ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 (dua) atau berlantai 1 (satu) atau lebih wajib menerapkan konsep
“pekarangan hijau”;

ruang terbuka non hijau berupa lapangan olah raga skala kecil dan lahan parkir;

hidran kebakaran,;

tempat sampah dibedakan jenis sampahnya (organik dan anorganik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas
dengan metode angkut tidak tetap;

penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RW, kelurahan dan kecamatan,;

halte angkutan umum;

memiliki titik kumpul evakuasi;

taman lingkungan;

10) tempat ibadah;

11) balai warga;

12) pos keamanan;

13) TK dan SD;

14) shelter angkutan umum; dan

15) fasilitas kesehatan minimal sekelas Puskesmas, Poliklinik, dan Bidan.
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Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50% (lima puluh persen) dari luas persil
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1 (satu)
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 40% (empat puluh persen) dari luas persil
d. | luas kaveling minimum 70 (tujuh puluh) meter persegi untuk perumahan formal/non swadaya
e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) -
maksimum
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 9 (sembilan) meter atau maksimum 2 (dua) lantai
b.| garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 6 (enam) meter
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter
IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. prasarana minimal yang meliputi:

1) jaringan jalan utama menuju kawasan perumahan berkepadatan rendah;
2) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil;
3) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

4) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai

dengan hierarkinya;

5) sistem jaringan dan pengolahan limbah komunal skala kawasan;

6) untuk rumah tanah, setiap rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling atau tersedia bak septik

komunal,

7) tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site);
8) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan

hierarkinya;
9) penerangan jalan dan jalur pedestrian;
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Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

10) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan

11) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai
peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.

b.sarana minimal yang meliputi:

1) ruang terbuka hijau berupa taman bermain;

2) ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 (dua) atau berlantai 1 (satu) atau lebih wajib menerapkan konsep
“pekarangan hijau”;

3) ruang terbuka non hijau berupa lapangan olah raga skala kecil dan lahan parkir;

4) hidran kebakaran;

5) tempat sampah dibedakan jenis sampahnya (organik dan anorganik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas
dengan metode angkut tidak tetap;

6) penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RW, kelurahan dan kecamatan;

7) halte angkutan umum;

8) memiliki titik kumpul evakuasi;

9) taman lingkungan;

10) tempat ibadah;

11) balai warga;

12) pos keamanan;

13) TK dan SD;

14) shelter angkutan umum; dan

15) fasilitas kesehatan minimal sekelas Puskesmas, Poliklinik, dan Bidan.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1
I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil
koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,8 (satu koma delapan)

koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil
luas kaveling minimum -

Q0o e
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Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) -
maksimum

IT | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 (dua belas) meter atau maksimum 3 (tiga) lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 5 (lima) meter; dan
3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.

c. | jarak bebas antar bangunan minimal 4 (empat) meter

d.| jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. persyaratan pemanfaatan ruang:

1) pembangunan jalan di kawasan pendidikan, rumah sakit dan area peribadatan harus memenuhi persyaratan yaitu dapat
dilewati kendaraan pemadam kebakaran, perlindungan sipil, terdapat fasilitas pejalan kaki, RTH dan penerangan jalan
umum; dan

2) kawasan pendidikan dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang terbuka dengan standar teknis sesuai peraturan
perundang-undangan.

b. prasarana minimal yang meliputi:
1) jaringan jalan;
2) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil;
3) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
4) setiap SPU harus minimal menyiapkan lahan parkir untuk tamu, pegawai dan staf;
S5) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai
dengan hierarkinya;
0) sistem jaringan dan pengolahan limbah komunal skala kawasan;
7) setiap bangunan gedung harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling;
8) tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site);

9) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan
hierarkinya,;
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Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1

10) penerangan jalan dan pedestrian;

11) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;

12) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai
peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan

13) jalur pejalan kaki:
a) jalur pejalan kaki berada di tepi jalan dengan lebar minimal 1,5 meter; dan
b) dilengkapi fasilitas seperti jalur hijau, lampu, tempat duduk, pagar, tempat sampah, signage, dan halte angkutan umum.

c. sarana minimal yang meliputi:

1) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;

2) ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan dan RTH privat taman lingkungan sekolah;

3) ruang terbuka non hijau berupa lapangan olah raga, taman bermain, koridor, dan ruang parkir;

4) fasilitas toilet pria dan wanita;

5) tempat ibadah;

6) aksesibilitas untuk disabilitas berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas
bagi penyandang disabilitas;

7) hidran kebakaran;

8) memiliki titik kumpul evakuasi;

9) shelter angkutan umum; dan

10) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil
koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,2 (satu koma dua)
koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil

luas kaveling minimum -
koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
koefisien wilayah terbangun (KWT) -
maksimum

=le ale olp
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Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 9 (sembilan) meter atau maksimum 2 (dua) lantai

b.| garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;

2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 5 (lima) meter; dan

3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.

c. | jarak bebas antar bangunan minimal 4 (empat) meter
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. persyaratan pemanfaatan ruang:

1) pembangunan jalan di kawasan pendidikan, rumah sakit dan area peribadatan harus memenuhi persyaratan yaitu dapat
dilewati kendaraan pemadam kebakaran, perlindungan sipil, terdapat fasilitas pejalan kaki, RTH dan penerangan jalan
umum; dan

2) kawasan pendidikan dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang terbuka dengan standar teknis sesuai peraturan
perundang-undangan.

b. prasarana minimal yang meliputi:

1) jaringan jalan;

2) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil;
3) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
4) setiap SPU harus minimal menyiapkan lahan parkir untuk tamu, pegawai dan staf;
5) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai
dengan hierarkinya;
6) sistem jaringan dan pengolahan limbah komunal skala kawasan;
7) setiap bangunan gedung harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling;
8) tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site);
9) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan
hierarkinya;
10) penerangan jalan dan pedestrian;
11) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya,;
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Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

12) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai
peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan

13) jalur pejalan kaki:
a) jalur pejalan kaki berada di tepi jalan dengan lebar minimal 1,5 meter; dan
b) dilengkapi fasilitas seperti jalur hijau, lampu, tempat duduk, pagar, tempat sampah, signage, dan halte angkutan umum.

c. sarana minimal yang meliputi:

1) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;

2) ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan dan RTH privat taman lingkungan sekolah;

3) ruang terbuka non hijau berupa lapangan olah raga, taman bermain, koridor, dan ruang parkir;

4) fasilitas toilet pria dan wanita;

5) tempat ibadah;

0) aksesibilitas untuk disabilitas berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas
bagi penyandang disabilitas;

7) hidran kebakaran;

8) memiliki titik kumpul evakuasi;

9) shelter angkutan umum; dan

10) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50% (lima puluh persen) dari luas persil
b.| koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1 (satu)
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 40% (empat puluh persen) dari luas persil
d. | luas kaveling minimum -
e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) -
maksimum
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai
b.| garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
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Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.

c. | jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter

d.| jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. persyaratan pemanfaatan ruang:

1) pembangunan jalan di kawasan pendidikan, rumah sakit dan area peribadatan harus memenuhi persyaratan yaitu dapat
dilewati kendaraan pemadam kebakaran, perlindungan sipil, terdapat fasilitas pejalan kaki, RTH dan penerangan jalan
umum; dan

2) kawasan pendidikan dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang terbuka dengan standar teknis sesuai peraturan
perundang-undangan.

b. prasarana minimal yang meliputi:

1) jaringan jalan;

2) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil,

3) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

4) setiap SPU harus minimal menyiapkan lahan parkir untuk tamu, pegawai dan staf;

5) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai
dengan hierarkinya;

6) sistem jaringan dan pengolahan limbah komunal skala kawasan;

7) setiap bangunan gedung harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling;

8) tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site);

9) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan
hierarkinya;

10) penerangan jalan dan pedestrian;

11) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;

12) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai
peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan

13) jalur pejalan kaki:
a) jalur pejalan kaki berada di tepi jalan dengan lebar minimal 1,5 meter; dan
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Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

b) dilengkapi fasilitas seperti jalur hijau, lampu, tempat duduk, pagar, tempat sampah, signage, dan halte angkutan umum.
c. sarana minimal yang meliputi:

1) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;

2) ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan dan RTH privat taman lingkungan sekolah;

3) ruang terbuka non hijau berupa lapangan olah raga, taman bermain, koridor, dan ruang parkir;

4) fasilitas toilet pria dan wanita;

5) tempat ibadah;

6) aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi
penyandang disabilitas;

7) hidran kebakaran;

8) memiliki titik kumpul evakuasi;

9) shelter angkutan umum; dan

10) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.

Zona Campuran dengan kode C

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 3 (tiga)
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil
d. | luas kaveling minimum -
e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) -
maksimum
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 18 (delapan belas) meter atau maksimum 5 (lima) lantai
b.| garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; dan
2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 5 (lima) meter.
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 4 (empat) meter
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Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2

d.| jarak bebas samping (JBS) minimum 4 (empat) meter
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 4 (empat) meter
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. prasarana minimal yang meliputi:
1) jaringan jalan;
2) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
3) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai
dengan hierarkinya;
4) penyediaan jalur sepeda beserta tempat parkir sepeda dan angkutan pengumpan (feeder) jika dibutuhkan,;
5) sistem jaringan dan pengolahan limbah komunal skala kawasan;
6) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan
hierarkinya;
7) penerangan jalan dan pedestrian;
8) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
9) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai
peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
b.sarana minimal yang meliputi:
1) parkir kendaraan menerapkan pembatasan parkir di badan jalan (untuk drop off atau pick up penumpang/barang), parkir
basement, gedung parkir;
2) taman lingkungan;
3) tempat ibadah;
4) pos keamanan;
S) hidran kebakaran;
6) shelter angkutan umum;
7) memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan; dan
8) fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas.




-30 -

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 65% (enam puluh lima persen) dari luas persil

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,95 (satu koma sembilan lima)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil

d.| luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) -

maksimum

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 (dua belas) meter atau maksimum 3 (tiga) lantai

b.| garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
2) GSB di jalan lokal minimum sebesar S (lima) meter; dan
3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.

c. | jarak bebas antar bangunan minimal 4 (empat) meter untuk bangunan tunggal dan 5 (lima) meter per-blok ruko

sepanjang 50 (lima puluh) meter

jarak bebas samping (JBS) minimum

2 (dua) meter untuk bangunan tunggal

jarak bebas belakang (JBB) minimum

3 (tiga) meter

III

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a.prasarana minimal yang meliputi:
1) jaringan jalan;

2) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
3) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai

dengan hierarkinya;

4) sistem jaringan dan pengolahan limbah komunal skala kawasan;
5) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan

hierarkinya;
0) penerangan jalan dan jalur pedestrian;

7) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil;
8) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
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Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1

9) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai
peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.

b.sarana minimal yang meliputi:

1) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan,;

2) fasilitas toilet pria dan wanita;

3) tempat ibadah;

4) aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi
penyandang disabilitas, dan hidran kebakaran;

5) utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi;

6) tempat bongkar muat;

7) ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan;

8) ruang sektor informal/RTNH;

9) shelter angkutan umum,;

10) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi;

11) memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan; dan

12) ruang parkir, meliputi:
a) setiap pemilik bangunan yang memiliki kegiatan perdagangan dan jasa diwajibkan menyiapkan lahan parkir; dan
b) fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa dianjurkan menggunakan off street parking (parkir diluar badan

jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan dan harus

memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan serta
kenyamanan.

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 65% (enam puluh lima persen) dari luas persil
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,95 (satu koma sembilan lima)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil

d. | luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
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f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) -
maksimum
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 (dua belas) meter atau maksimum 3 (tiga) lantai
b.| garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 5 (lima) meter; dan
3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 4 (empat) meter untuk bangunan tunggal dan 5 (lima) meter per-blok ruko
sepanjang S0 (lima puluh) meter
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter untuk bangunan tunggal
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter
IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a.prasarana minimal yang meliputi:
1) jaringan jalan;
2) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
3) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai
dengan hierarkinya;
4) sistem jaringan dan pengolahan limbah komunal skala kawasan;
5) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
06) penerangan jalan dan jalur pedestrian;
7) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil;
8) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
9) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai
peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
b.sarana minimal yang meliputi:
1) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
2) fasilitas toilet pria dan wanita;
3) tempat ibadah;
4) aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi
penyandang disabilitas, dan hidran kebakaran;
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5) utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi;

6) tempat bongkar muat;

7) ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan;

8) ruang sektor informal/RTNH;
9) shelter angkutan umum;

10) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi;
11) memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan; dan

12) ruang parkir, meliputi:

a) setiap pemilik bangunan yang memiliki kegiatan perdagangan dan jasa diwajibkan menyiapkan lahan parkir; dan

b) fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa dianjurkan menggunakan off street parking (parkir diluar badan
jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan dan harus
memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan serta

kenyamanan.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 65% (enam puluh lima persen) dari luas persil
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,95 (satu koma sembilan lima)
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil
d.| luas kaveling minimum -
e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) -
maksimum
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 8 (delapan) meter atau maksimum 2 (dua) lantai
b.| garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 3 (tiga) meter untuk bangunan PKL

dan 6 (enam) meter untuk bangunan toko;
2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
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Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

c. | jarak bebas antar bangunan minimal 4 (empat) meter untuk bangunan tunggal dan 4 (empat) meter per-blok ruko
sepanjang 40 (empat puluh) meter
d.| jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter untuk bangunan tunggal
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a.prasarana minimal yang meliputi:

1)
2)
3)

4)
o)

6)
7)
8)
9)

jaringan jalan;

penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai
dengan hierarkinya;

sistem jaringan dan pengolahan limbah komunal skala kawasan;

sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan
hierarkinya,;

penerangan jalan dan jalur pedestrian;

memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil;

jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan

penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai
peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.

b.sarana minimal yang meliputi:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;

fasilitas toilet pria dan wanita;

tempat ibadah;

aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi
penyandang disabilitas, dan hidran kebakaran;

utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi;

tempat bongkar muat;

ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan;

ruang sektor informal/RTNH;

shelter angkutan umum;

10) memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan; dan
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Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

11) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.

Zona Perkantoran dengan kode KT

L]

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum

65% (enam puluh lima persen) dari luas persil

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum

1,95 (satu koma sembilan lima)

koefisien dasar hijau (KDH) minimal

15% (lima belas persen) dari luas persil

luas kaveling minimum

koefisien tapak basement (KTB) maksimum

o oo oy

koefisien wilayah terbangun (KWT)
maksimum

II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 (dua belas) meter atau maksimum 3 (tiga) lantai
b.| garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 5 (lima) meter; dan
3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 4 (empat) meter
d.| jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

1) Ketentuan Ruang Parkir

a) setiap bangunan perkantoran diwajibkan menyiapkan lahan parkir; dan

b) fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa dianjurkan menggunakan off street parking (parkir diluar badan jalan).
Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan dan harus memperhatikan
kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan serta kenyamanan.

2) RTH
Ruang terbuka hijau berupa RTH Privat.
3) RTNH
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Ruang terbuka non hijau berupa lahan parkir.
4) Jalur Pejalan Kaki
a) lebar minimal untuk jalur pejalan kaki 1,5 meter.

b) dilengkapi dengan fasilitas pendukung pejalan kaki berupa drainase, jalur hijau, lampu penerangan, tempat duduk, pagar
pengaman, tempat sampah, rambu rambu, dan papan informasi.
5) Utilitas Perkotaan berupa penempatan kran kebakaran harus mudah dilihat dan dicapai oleh mobil pemadam kebakaran,
sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai tata cara perencanaan bangunan lingkungan.
6) Prasarana Lingkungan:
a) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil;
b) memiliki sarana air bersih minimal sumur bor atau sambungan PDAM dengan menyiapkan saran reservoir dan/atau sumur
bor/gali;
c) tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site);
dan

d) memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan.

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 40% (empat puluh persen) dari luas persil

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,8 (nol koma delapan)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 50% (lima puluh persen) dari luas persil

d.| luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) 40% (empat puluh persen) dari luas sub-zona

maksimum

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai
b.| garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;

2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
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Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3

3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. prasarana minimal yang meliputi:
1)jaringan jalan;
2)sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
3)penerangan jalan dan pedestrian;
4)jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
S)penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai
peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
b.sarana minimal yang meliputi:
1)pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
2)fasilitas toilet pria, toilet wanita;
3)tempat ibadah;
4)taman; dan
S)fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 40% (empat puluh persen) dari luas persil

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,8 (nol koma delapan)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 50% (lima puluh persen) dari luas persil

d. | luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) 40% (empat puluh persen) dari luas sub-zona
maksimum

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum | 6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai
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Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4

b.| garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter
d.| jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter

III

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. prasarana minimal yang meliputi:
1)jaringan jalan;

2)sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;

3)penerangan jalan dan pedestrian,;

4)jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan

S)penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai

peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.

b.sarana minimal yang meliputi:

1)pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan,;

2)fasilitas toilet pria, toilet wanita;

3)tempat ibadah;

4)taman; dan

S)fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50% (lima puluh persen) dari luas persil

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1 (satu)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 40% (empat puluh persen) dari luas persil

d. | luas kaveling minimum -

e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum 40% (empat puluh persen)

f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) 50% (lima puluh persen) dari luas sub-zona
maksimum
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Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6

II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 9 (sembilan) meter atau maksimum 2 (dua) lantai

b.| garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.

c. | jarak bebas antar bangunan minimal S (lima) meter
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. prasarana minimal yang meliputi:
1)jaringan jalan;
2)sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
3)penerangan jalan dan pedestrian;
4)jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
S)penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai
peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
b.sarana minimal yang meliputi:
1)pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
2)fasilitas toilet pria, toilet wanita;
3)tempat ibadah;
4)taman; dan
S)fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 40% (empat puluh persen) dari luas persil
koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,8 (nol koma delapan)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal S50% (lima puluh persen) dari luas persil

o |p
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d. | luas kaveling minimum -
e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) 40% (empat puluh persen) dari luas sub-zona
maksimum
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter
d.| jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. prasarana minimal yang meliputi:
1)jaringan jalan;
2)sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
3)penerangan jalan dan pedestrian;
4)jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
S)penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai
peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
b.sarana minimal yang meliputi:
1)pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
2)fasilitas toilet pria, toilet wanita;
3)tempat ibadah;
4)taman; dan
S)fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.
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Zona Transportasi dengan kode TR

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 40% (empat puluh persen) dari luas persil
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,2 (satu koma dua)
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil
d.| luas kaveling minimum -
e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) -
maksimum
II | Ketentuan Tata Bangunan
a.| ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 (lima belas) meter atau maksimum 4 (empat) lantai
b.| garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 6 (enam) meter; dan
3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 4 (empat) meter
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 4 (empat) meter
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 4 (empat) meter
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. prasarana minimal yang meliputi:
1) jaringan jalan;
2) jalur keluar dan masuk kendaraan;

3) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan

hierarkinya;

4) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;

5) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai
peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;

6) menyediakan jalan untuk kaum difabel;

7) memiliki sarana air bersih minimal sumur bor atau sambungan PDAM dengan menyiapkan saran reservoir dan/atau sumur
bor/gali;

8) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
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Sub-Zona Transportasi dengan kode TR

9) penempatan kran kebakaran harus mudah dilihat dan dicapai oleh mobil pemadam kebakaran, sesuai dengan peraturan
yang berlaku mengenai tata cara perencanaan bangunan lingkungan;
10)jalur pejalan kaki:
a) lebar minimal untuk jalur pejalan kaki 1,5 meter; dan
b) dilengkapi dengan fasilitas pendukung pejalan kaki berupa drainase, jalur hijau, lampu penerangan, tempat duduk,
pagar pengaman, tempat sampah, rambu-rambu, papan informasi wisata, dan jalur sepeda.
b.sarana minimal yang meliputi:
1) ruang terbuka hijau berupa RTH;
2) ruang terbuka non hijau berupa lahan parkir, plaza, buffer, koridor;
3) memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan;
4) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
5) menyediakan ruang informasi, toilet umum dan musholla;
6) fasilitas toilet pria dan toilet wanita;
7) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; dan
8) fasilitas parkir:
a) setiap bangunan di kawasan transportasi diwajibkan menyiapkan lahan parkir sesuai standar teknis yang berlaku; dan
b) fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa yang diizinkan di kawasan transportasi dianjurkan menggunakan
off street parking (parkir diluar badan jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah
penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan,
keselamatan serta kenyamanan.

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50% (lima puluh persen) dari luas persil
koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1 (satu)
koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil

luas kaveling minimum -
koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

o a0 |o|p
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Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) -
maksimum
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 9 (sembilan) meter atau maksimum 2 (dua) lantai
b.| garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter;
2) GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan
3) GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 (tiga) meter
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 (tiga) meter
IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

1) Pengembangan sistem jaringan transportasi nasional dilakukan secara terintegrasi mencakup transportasi darat, laut dan
udara yang menghubungkan antar pulau serta kawasan perkotaan dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan
untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi serta pertahanan dan keamanan negara dalam rangka memantapkan kedaulatan
nasional. Persyaratan penggunaan ruang:

a) bangunan di zona pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan yaitu dapat dilalui kendaraan pemadam
kebakaran dan kendaraan militer;

b) harus terdapat trotoar, jalur hijau dan pulau jalan; dan

c) pada kawasan pertahanan dan keamanan harus tersedia jaringan sanitasi, jaringan drainase, air bersih, listrik dan
telekomunikasi.

2) Ketentuan Ruang Parkir
Pada zona pertahanan dan keamanan harus tersedia lahan parkir kendaraan darat.

3) RTH
Ruang Terbuka Hijau yang diizinkan pada zona pertahanan dan keamanan berupa jalur hijau dan pulau jalan.

4) RTNH
Ruang terbuka non hijau yang diizinkan pada zona pertahanan dan keamanan berupa lapangan, tempat parkir, dan koridor.

5) Jalur Pejalan Kaki
Jalur pejalan kaki disediakan untuk mendukung aktivitas di zona pertahanan dan keamanan yang terdapat fasilitas
penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan tempat parkir.

6) Utilitas Perkotaan
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Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Utilitas lainya yang harus terdapat di zona pertahanan dan keamanan adalah stasiun pemadam kebakaran dan ruang
evakuasi bencana beserta jalurnya.

7) Prasarana Lingkungan
Prasarana lingkungan yang diperbolehkan pada zona pertahanan dan keamanan adalah Tempat Penampungan Sementara
(TPS) secara terbatas, jaringan telekomunikasi (menara dan pemancar), stasiun pemadam kebakaran, dan ruang evakuasi
bencana.

8) Fasilitas Pendukung
Fasilitas pendukung yang harus ada pada zona pertahanan dan keamanan adalah fasilitas kesehatan.

BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP
Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
ZACHARIAS L. MAILOA

NIP 197305008 200112 1 004
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